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ABSTKARSI

Lembaga Keuangan Islam, khususnya Bank Islam menunjukkan
fenomena menarik di Indonesia. Terlebih lagi dengan diberlakukannya UU No. 7
Tahun 1992 yang direvisi menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang membuka
peluang untuk mendirikan dan mengoperasikan bank berdasarkan syariah.
Sebagai tindak lanjutnya berdirilah BMI dan BPRS. Namun karena kedua bank ini
belum mampu menjangkau masyarakat golongan bawah, lahirlah Baitul Mal wat
Tamwil (BMT) sebagai alternatif. Satu yang menarik dari BMT adalah sebagian
besar berbentuk koperasi sehingga secara kelembagaan memiliki keterikatan
dengan Departemen Koperasi.

Berdasarkan fenomena ini, penulis tertarik untuk mengkaji ulang bentuk
kelembagaan koperasi pada BMT, karena ada indikasi yang menunjukkan telah
terjadi banyak penyimpangan dalam praktek koperasi di Indonesia yang tentu
saja akan berpengaruh terhadap BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah.
Inilah tujuan utama penelitian ini. Dalam menjawab hal ini , penulis membahas
konsep dasar koperasi dan BMT serta mengadakan studi komparatif untuk
mencari relevansi antara keduanya. Kemudian penulis melakukan studi kasus
pada 3 buah koperasi untuk menemukan penyimpangan-penyimpangan dalam
praktek koperasi di Indonesia dan 3 buah BMT untuk mengetahui penerapan
prinsip-prinsip koperasi pada BMT. Selanjutnya mengadakan evaluasi terhadap
bentuk kelembagaan koperasi untuk BMT.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat relevansi antara konsep dasar
koperasi dan BMT. Bahkan setelah diadakan telaah syariah terhadap koperasi
menghasilkan penetapan kebolehan hukum berkoperasi. Namun ada perbedaan
yang paling fundamental antara koperasi dan BMT yaitu adanya mekanisme riba
dengan sistem bunganya dalam koperasi dan dalam kenyataan di lapangan banyak
sekali terjadi penyimpangan dalam praktek koperasi di  Indonesia yang
memberikan citra buruk bagi perkembangan koperasi. Hal ini berpengaruh
terhadap BMT, karena ditemukan juga mekanisme riba pada beberapa BMT yang
berlegalitas koperasi, sehingga menjadikan BMT tidak berbeda dengan lembaga
keuangan konvensional lainnya. Implikasi yang penting dari hasil penelitian ini
adalah perlunya upaya untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang
terjadi dalam praktek koperasi di Indonesia agar kembali mengacu pada konsep
dasarnya dan perlu pemikiran lebih lanjut mengenai bentuk kelembagaan bagi
BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah.



ABSTRACT

The improvement of Islamic financial institutions in Indonesia has been
grown up rapidly. This is supported by the governments regulation expressed in
the UU no. 7 1992 that has been revised into the UU no. 10 1998. The regulation
gave an opportunity to establish bank institutions based on Islamic law which is
called as syariah. It can be seen by the establishment of Bank Muamalah
Indonesia (BMI) and Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) which run under
syariah management. However, the exciting of those two kind of banks,
apparently has not been able to reach the low level of societies. Hence, the
alternative form such as Baitul Mal wat Tamwil (BMT) is needed to serve this
group. The interesting point of BMT is that institution has any relationship with
the Cooperative Departement of Indonesia, because the majority of BMTs are
based on cooperative form.

With regards to that fact, the writter is attracted to reevaluate the form of
cooperative in BMT, because there was an indication that shows deviations in
implementation of the standard in the cooperative practices. This phenomenon, of
course, will influence the BMT practices that contradict to the syariah laws. The
main purpose of this thesis is to analyze and evaluate the influence of the
deviation practices in the cooperative management to the BMT management. The
thesis begins with the description of the basic concept of cooperative and BMT
management. It is followed by the comparation study among them to find out the
relevant  relationships of those two kind of institutions. In addition, a case study
of 3 (three) different cooperative organization and BMTs are conducted. Finally,
to complete the discussion, an evaluation of the cooperative form in the BMT
management practices are carried out.

The result shows that there were relevant basic concept relationships
between cooperative and BMT management. Even, from the syariah point of
view, the cooperation form of management is permitted to be applied into the
BMT management. However, there was a fundamental different between
cooperative and BMTs that 1s the practice of “Riba™ and in practice, there were
many deviations of the implementation standard happened in the cooperative that
slightly influence to the BMT concept of management. The impact is the practice
of "riba“ that comes from the application of the interest system in some of BMTs

that adopted cooperative form of management. This application, in turn, shows
that there was not any differentiation form of management between BMT and the
conventional financial institutions. Finally, the most important implication of this
research  for the government, especially Cooperative Department of Indonesia 1s
to find the way or strategy to eliminate the concept deviation of cooperative
management that has been practised in the Cooperations in Indonesia. And for
moslem experts, they were asked to rethinking and reevaluating the form of BMT
as a syariah financial institution.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Keinginan  akan  pelaksanaan perekonomian secara Islami
sesungguhnya telah lama menjadi dambaan umat Islam. Hal ini timbul karena
kesadaran umat Islam bahwa Islam adalah sebuah ajaran yang komprehensif dan
universal yang di dalamnya termuat aturan-aturan mengenai segenap aspek
kehidupan manusia tak terkecuali di bidang ekonomi. Sebagaimana ditegaskan di
dalam Al Qur’an Surah Al-An *am'(6) ayat 38
....... Tiadalah Kami alpakan sesuaturpun di dalam Al Kitab.... “

[Departemen Agama RI, 1989 : 192, lihat yjuga Q.S. Al Ma-idah (5): 3 dan
Al-Bagarah (2) : 208].

Penyebab lain, adalah /gagalnya jsistem ekonomi sosialis dan kapitalis
dalam menyelesaikan problemekonomi smanusia. Runtuhnya negara-negara
sosialis di Eropa Timur menjelang berakhimya abad XX menandakan kekalahan
dari sistem ekonomi sosialis yang kemudian digantikan dengan sistem Barat
yang kapitalistik. Kapitalisme telah menggantikan nifai-nilai moral dengan
paham materialisme, determinisme, dan hedonisme dengan utilitarianismenya.
Namun kapitalisme yang menyandarkan diri sepenuhnya pada mekanisme pasar,
prinsip laissez faire (persaingan bebas) dan meyakint kemampuan “the invisible
hand” dalam menuju efisienst ekonomi telah gagal {Chapra, 1995 : 21-31].
Kapitalisme memang telah terbukti menghasilkan  kemajuan materiil dan

pertumbuhan yang luar biasa, tapi telah gagal dalam pemerataan. Hal ini dapat



dibuktikan dengan ketidakmerataannya distribusi kemakmuran antarnegara
bagian di Amerika yang terlihat melalui negara federal sebelah timur jauh lebih
kaya bila dibandingkan dengan negara bagian sebelah barat dan kepuiauan.
Bahkan separo dari keuntungan dan kekayaan dari sebanyak 200.420 umit
perusahaan industi di Amerika telah dikuasai oleh hanya 102 unit perusahaan
industri raksasa saja. Kekayaan tiap-tiap perusahaan telah lebth dari satu milyar
dollar US [Zadjuli, 1999 : 2]. Kapitalisme yang diagungkan dan akan mampu
mengatur kegiatan ekonomi masyarakat secara paling rasional dan berkeadilan
serta diharapkan akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan
masyarakat ternyata tidak terjadi, ‘karena sistem ini telah gagal dalam
mewujudkan keadilan. Hal ini disebabkan karena'pengaruh yang sangat kuat dan
“kepentingan pribadi”.  Bahkan’yang terjadi, Kapitalisme justru melahirkan
manusia-manusia individualis yang—kejam pdan~ tidak ¢manusiawi, juga
menmmbulkan perpecahan sosial-.di kalangan, masyarakat sebagaimana yang
diungkapkan Dalton (1974) :
the invisible hand of market forces, guided primarily by self interest has led
to an inhumane, squalid and unjust society of rampant commercialism,
social division, and conflict between employer and employee, landlord and
tenant, and ruler and ruled [dalam Chapra, 1995 : 20].
Dampak buruk dari ekonomi kapitalis in1 dirasakan oleh sebagian
besar negara di dunia dan mencapai puncaknya ketika negara-negara kawasan
Asia Pasifik, terutama negara yang tergolong DAEs (Dynamic Asian Economies :

Hongkong, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Taiwan dan Thailand) plus

Indonesia dan China yang sebelumnya mempunyat indikator-indikator ekonomi



yang menakjubkan mengalami apa yang disebut “krisis moneter” pada
pertengahan tahun 1997, dan kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi.
Pertumbuhan rata-rata  negara-negara tersebut, tahun 1994 sebesar 8,3 %, tahun
1995 sebesar 8.0 % dan tahun 1996 sebesar 7,5 %. Tingkat inflasinya pada tahun
1994 sebesar 7,6 %, tahun 1995 sebesar 6,7 % dan tahun 1996 sebesar 6,4 %
[Sidiq, 1999 : 85].

Krisis ekonomi yang terjadi berakibat sangat parah bagi bangsa
Indonesia. Krisis yang terjadi sejak awal Agustus 1997 pada intinya adalah krisis
kepercayaan. Sebagai akibat dari masalah fundamental yang ditandai oleh
tantangan internal, yaitu kesenjangan. antardacrah, antarsektor ekonomi dan
kesenjangan antarmanusia/golongan yang dapat dilihat berupa pengangguran dan
kemiskinan. BPS memperkirakan jumlah . penduduk miskin meningkat memjadi
sekitar 79,4 juta jiwa atau 39,1 % dari penduduk Indonesia. Sementara itu, World
Bank menyatakan bahwa penduduk miskin distahun 1998-sebesar 13 % dan tahun
1999 diperkirakan meningkat menjadi 14,1/% atau sekitar 29 juta jiwa, sedangkan
1LO (/nternational Labor QOrganization) melaporkan angka yang lebih tinggi,
vaitu 48 % {Sumodiningrat, 1999 : 25]. Tantangan eksternal untuk meningkatkan
daya saing menghadapi era perdagangan bebas dan masalah khusus seperti
bencana alam yang mengganggu masa tanam dan panen yang datang bersamaan
dengan krisis moneter yang merembet dari negara tetangga (contagion effect).
Krisis moneter ditandai dengan melemahnya peran sistem moneter dan perbankan
sehingga nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing, terutama dollar

Amerika Serikat menurun dan ditkuti dengan penurunan produktivitas sektor



ekonomi riil yang mengakibatkan peningkatan angka pengangguran dan
terganggunya sistem kesejahteraan sosial rakyat [Sumodiningrat, 1999 : 24].

Menurut perkiraan Departemen Tenaga Kena, pada akhir tahun 1998
diperkirakan jumiah pengangguran terbuka menjadi 14,7 % dari seluruh angkatan
kerja. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) akhir-akhir ini juga
memperburuk besarnya angka pengangguran, sebagai contoh adalah rekapitalisasi
perbankan Maret 1999 lalu mengakibatkan 13.000 orang mengalamt PHK
[Sumodiningrat, 1999 : 25}

Melihat kenyataan ini] dunia sckarang tak terkecuali Indonesia
mencari sistem ekonomi alternatif yangrdapat membantu mengatasi problem
tersebut. Dalam hal ini sistem| ekonomi Islam 'semakin dilirik. Sebagaimana
pernyataan Yusuf Qardhawi dalam mengkritik kegagalan Kapitalisme dan
Sosialisme bahwa semua problem‘yang terjadi di-atas adalah karena tidak adanya
nilai moral di dalam jperilaku ekonomi-mereka. Qardhawi memberikan solusi
alternatif yaitu ekonomi Istam yang lebih menitikberatkan pada norma dan etika
[Qardhawi, 1997].

Minat dan perhatian umat Islam di tanah air‘terhadap ekonomi Islam
dewasa ini semakin besar. Diskusi dan seminar mengenai ekonomi Islam
berlangsung di banyak tempat. Minat ini semakin serius, dalam hal im1 kehadiran
ekonomi Islam tidak hanya sekedar dibicarakan, kini sebagian unsurnya telah
dipraktekkan. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan sistem ekonomi Islam di
bidang keuangan dan perbankan, dikarenakan sektor perbankan memiliki posisi

strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian nasional.



Pelaksanaan sistem ekonomi Islam  im1 dibuktikan dengan beroperasinya
lembaga-lembaga keuangan berdasarkan syariah.

Scjak diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992, peluang untuk
mendirikan dan mengoperasikan bank berdasarkan syariah terbuka cukup lebar.
Hal ini merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk berpartisipast lebih besar
dalam mewarnai pereckonomian bangsa. Peluang ini menjadi tebih besar dengan
direvisinya UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998, sehingga
sejumlah umat Islam tidak map menyia-nytakan kesempatan ini. Usaha ini
diawali dengan berdirinya tiga BPRS@di Jawa Barat, yaitu PT BPR (S) Dana
Mardhatilla, PT BPR (S) Berkah Amal Sejahtera dan PT BPR (8) Amanah
Rabbaniah pada awal 1990-an, dan’disusul oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI)
pada tahun 1992. Sementara jumlah 'bank-Kategori umum seperti BMI tidak
bertambah sampai | saat ini, jumlah BPRS meningkat. Peérkembangan lebih lanjut
ditandai dengan berdinnya lembaga keuangan (syariah) yang bersifat lebih mikro
yang dikenal dengan nama_Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) [Adnan, 1999].
Keberadaan BMT ini juga disebabkan karena BMI dan BPRS masih dirasakan
kurang mencukupi karena dianggap bahwa kedua jenis bank syariah tersebut
belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu
maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang dikenal dengan nama
Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) [Arifin, 1999a]. BMI dan BPRS bersifat formal
dan mempunyat ikatan atau keterkaitan langsung dengan Bank Indonesia sebagai

pemegang otoritas moneter negara sedangkan BMT sebagian besar berbentuk



koperasi dan oleh karenanya secara kelembagaan lebih memiliki keterikatan
dengan Departemen Koperasi [Adnan, 1999].

Selain itu berdasarkan Peraturan Dasar Baitul Mal wat-Tamwil
(BMT), Bab I, pasal 1 pengertian BMT adalah suatu lembaga ekonomi rakyat
kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam
meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil berdasarkan
prinsip syariah dan prinsip koperasi [PINBUK, tanpa tahun a : 1].

BMT yang ada dewasa ini'dapat'didirikan dan dikembangkan dengan
suatu proses legalitas hukum yangbertahap; pertama dapat dimulai sebagai KSM
(Kelompok Swadaya Masyarakat), dan jika ‘telah rmencapai nilai aset tertentu
kemudian menyiapkan diri ke dalam_badan hukum koperasi. Jika mencapai
keadaan di mana para anggota dan pengurus siap dengan baik untuk mengelola
koperasi, maka BMT dapat dikembangkan menjadi badan hikum Koperasi.

Kebijakan i dilakukan karena, iegalitas usaha yang diakui di
Indonesia hanya tiga : Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), dan koperasi. Dengan demikian, pilihan legalitas paling logis bagi BMT
adalah koperasi. Maka badan hukum dan model BMT adalah koperasi. Bukan
lembaga keuangan, yayasan, bukan pula KSM atau yang lainnya. Dengan
demikian, pedoman kerja, penilaian kesehatan, AD/ART merujuk pada ketentuan
Departemen Koperasi, bukan yang lainnya [Dokumen Profil BMT Al Ikhlas,

tanpa tahun].



Koperasi di Indonesia merupakan bentuk usaha ekonomi masyarakat
yang dapat menjadi alat perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan alat
pendemokrasian ekonomi yang akhimya akan mengantar rakyat Indonesia kepada
kesejahteraan lahir dan batin seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD

1945,

Prinsip-prinsip ekonomi koperasi yang dianut oleh UUD 1945 dan
dijabarkan dalam UU Koperasi sebenarnya memiliki acuan yang sama dengan
prinsip-prinsip  perekonomian dalam __ ajaran Islam, yaitu menciptakan
kemaslahatan individu dan masyarakat di 7atas nilai-nilai kebersamaan,
keseimbangan, keselarasan dan | keserasianffDimyati, dkk., 1989 : 1-2] walaupun
di kalangan umat Islam sendiri-terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum
berkoperasi di dalam Islam, selain/ itu Baswir .mengemukakan bahwa antara
koperasi dan perekonomian rakyat merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Hal
imt dibuktikan dengan sejarah kelahiran koperasi sendiri'yang lahir sebagai protes
dan sarana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, namun dalam perjalanan
koperasi di Indonesia telah terjadi banyak penyimpangan karena sering tidak
selalu  sejalan dengan idealisme tersebut. Kecilnya frekuensi keterlibatan
masyarakat golongan bawah di dalam koperasi serta banyaknya terjadi manipuiasi
oleh para pengurus memberikan citra negatif bagi koperasi [Baswir, 1993 : 99)].

Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dasar koperasi ini juga diakui
pemerintah Indonesia, sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Negara

Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah RI, Drs. H. Zarkasih Nur dalam



sambutan tertulis beliau pada Rapat Anggota Tahunan XVII KOPMA IAIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta tanggal 29 Pebruari 2000 :
Berbagar kelemahan yang mewarnai koperasi saat ini antara lain
produktivitas yang rendah, partisipasi anggota rendah dan citra kurang baik.
Hal ini disebabkan karena dalam mengelola koperasi banyak ingkar dan
meninggalkan prinsip-prinsip koperasi, seperti anggota yang suka rela dan
terbuka, pengawasan oleh anggota, partisipasi anggota, otonomi, pendidikan
dan pelatihan, kerja sama antarkoperasi, dan kepedulian terhadap
masyarakat [dalam Laporan Tahunan 1999 KOPMA IAIN Sunan Kalijaga
2000 : 5].

Bahkan jauh sebelumnya, Bung Hatta telah mengemukakan kritiknya
terhadap pelaksanaan koperasi|'di Indonesia karena koperasi yang dianggap
sebagai soko guru sistem perekonomian nasional yang berlandaskan UUD 1945
pasal 33 dengan menjadikan  prinsip /“usaha~bersama berdasar atas azas
kekeluargaan™ sebagai landasan operasionainya; namun dalam kenyataan hampir
tidak ada koperasi| Indone$ia \yang[ menerapkan | prinsip’ini‘karena banyaknya
terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan koperasi)di Indonesia [dalam Baswir,
1997a : 132-133]. Hal ini juga ditegaskan oleh Baswir. Pada koperasi angkutan
misalnya,  para sopir dan kernet yang bekerja mengumpulkan uang setoran
ternyata sama sekali tidak terdaftar sebagai anggota koperasi itu. Begitu juga
dengan koperasi dosen. Bila pekerjaan sebagai dosen yang dijadikan kriteria
menjadi anggota, maka hal ini akan menutup kemungkinan bagi para karyawan

koperasi dosen itu untuk menjadi anggota [Baswir, 1993 : 133-134]. Hal ini

menandakan telah terjadi pemisahan hak bagi individu untuk menjadi anggota



koperasi yang telah menyimpang dari prinsip koperasi yang keanggotaannya
bersifat suka rela dan terbuka.

Contoh penyimpangan lain, misalnya di dalam salah satu prinsip
koperasi dinyatakan koperast bersifat otonom/mandiri. Namun dalam
kenyataannya di Indonesia, intervensi pemerintah terhadap koperasi sangat besar,
sebagaimana dikemukakan oleh Kemas H. Ahmad, Ketua Dekopinwil DKI
Jakarta :

Dalam UU No. 25/1992 fungsi—pembinaan \tidak disebutkan. Pemerintah
hanya disebutkan melaksanakan fungsi fasilitasi dalam rangka pemberian
badan hukum dan mencabut badan hukum. Seharusnya fungsi itu ditegaskan
kembali. Pasalnya, dengan fungsi itw'pemernintah kemudian meluas pada
fungsi-fungsi lain, seperti fungst pendidikan. Padahal seharusnya fungsi
pendidikan menjadi fungsi gerakan koperasi’[dalam Amsan, 2000 : 34].

Selain penyimpangan-penyimpangan -di| atas, hal yang lebih esensial
berkaitan dengan keterikatan BMT dengan kelembagaan koperasi adalah adanya
bantuan finansial yang diberikan “Pemerintah ‘Indonesia’ kepada BMT-BMT
melalui Departemen Koperasi' dengan-proyek KUT (Kredit Usaha Tani) [Arifin,
1999b : 107-109], namun ternyata, proses pcmberian pinjaman itu sendiri tidak
lepas dari sistem bunga sehingga BMT-BMT yang mendapat pinjaman tersebut
juga masih menerapkan sistem bunga bagi nasabahnya [Sulaiman, 12 Juni 2000].

Bahkan karena keraguan akan kesesuaian konsep koperasi dengan
syariah Islam, ada beberapa BMT di Yogyakarta yang tidak memakai legalitas

koperasi namun mereka tetap dapat berkembang [Khomsatun, 12 Juni 2000].

Dan wuraian di atas dapat kita lihat bahwa dalam pelaksanaannya,

koperasi di Indonesia telah banyak mengalami penyimpangan dari prinsip-prinsip



dasar koperasi yang lahir dari sejarah awal kelahiran koperasi dan ada beberapa
hal dan koperasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam. Berkaitan
dengan hal ini perlu ada peninjauan ulang atau evaluasi terhadap BMT sebagai
lembaga keuangan syariah dengan legalitas koperasi, apakah di  dalam
operasionalnya mengacu pada prinsip koperasi pada sejarah awal yang
mempunyai kesesuaian dengan Islam ataukah mengacu pada prinsip koperasi
Indonesia yang di dalamnya telah mengalami banyak penyimpangan, selain itu
juga adanya indikasi mekanisme bunga (riba) yang membuat BMT tidak berbeda
dengan lembaga keuangan konvensional lainnya.

Dari pengertian di atas;peneliti. memandang sangat perlu dan penting
untuk meneliti dan mengkaji ulang tentang bentuk kelembagaan dan prinsip
koperasi yvang digunakan oleh BMT dengan.alasan bahwa BMT adaiah lembaga
keuangan syanah sehingga di dalam operasionalnya hendaknya mengembangkan
aplikasi dar prinsip-pnnsip syarizh Islam..Dalam hal ini menunjukkan bahwa ada
kesenjangan antara prinsip BMT [sebagai\ sebuah lembaga keuangan syariah
dengan prinsip koperasi, schingga perlu ada kajian-yang lebih mendalam tentang
ketepatan bentuk kelembagaan koperasi yang diterapkan pada BMT agar nantinya
BMT sebagai lembaga keuangan syariah benar-benar mengacu kepada prinsip-
prinsip syariah dan dapat dijadikan sebagai salah satu lembaga keuangan yang
dijadikan sebagai alternatif bagi perekonomian umat.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji ulang apakah
bentuk kelembagaan koperasi adalah bentuk yang tepat untuk BMT. Jika sudah

tepat akan dicari koherensi antara keduanya kemudian bagaimana
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memberdayakan BMT dengan bentuk koperasi dapat dijadikan sebagai lembaga
keuangan alternatif umat dan memberikan kritik terhadap pelaksanaan koperasi di
Indonesia agar kembali mengacu pada prinsip awal pendiriannya serta
menyelaraskannya dengan nilai-nilai syariah Islam.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah pokok di atas, dapat dirumuskan
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep dasar koperasi dan Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)
serta relevansi antara keduanya ?

2. Penyimpangan-penyimpangan apa saja - yang dilakukan gerakan Koperasi
Indonesia terhadap pelaksanaan komsep dasar koperasi dan bagaimana
pengaruhnya terhadap BMT?

3. Apakah koperasi merupakan bentuk kelembagaan yang tepat untuk BMT
sebagai sebuah lembaga keuangan syariah ?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk
1. Mendeskripsikan konsep dasar koperasi dan Baitul Mal wat-Tamwil

(BMT) serta mencari relevansi antara kedua konsep tersebut.

'Untuk mengetahui hal ini, penulis mengadakan studi kasus terhadap 3 koperast di

Yogyakarta yang dianggap mewakili gerakan Koperasi Indonesia, hal ini berdasarkan asumsi
penulis bahwa penyimpangan yang terjadi merupakan fenomena umum pada gerakan Koperasi
Indonesia dan 3 BMT di Yogyakarta untuk mengetahui bagaimana pengaruh penyimpangan itu
terhadap BMT dengan mengacu pada penerapan prinsip koperasi oleh BMT.



2. Menemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh gerakan
Koperasi Indonesia terhadap pelaksanaan konsep dasar koperasi dan
pengaruhnya terhadap BMT.

3. Untuk mengkaji ulang/mengevaluasi  apakah bentuk kelembagaan
koperasi adalah bentuk yang tepat bagi BMT sebagai sebuah lembaga
keuangan yang berdasarkan syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian adalah :

a. Memberikan deskripsi mengenai konsep-dasar koperasi dan Baitul Mal
wat-Tamwil (BMT) serta menemukanrelevansi antara keduanya.

b. Dapat dijadikan acuan dalam | mengevaleasi terhadap penyimpangan-
penyimpangan konsep dasar | koperasi yang dilakukan oleh gerakan
Koperasi Indonesia .

c. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi
Islam mengenai konsep kelembagaan yang tepat bagi BMT sebagai
lembaga keuangan yang-berdasarkan syariah:

Secara praktis dapat dijadikan acuan bagi BMT dalam pengembangan
lebih lanjut agar BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang benar-benar
mengacu kepada nilai-nilai Islam dapat diberdayakan sebagai salah satu lembaga

keuangan alternatif bagi umat.
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E. Sistematika Penulisan

Agar seluruh isi yang dikandung dalam tesis ini mudah dipahami dan
ditangkap secara utuh arahnya, perlu diberikan sistematika dalam penyusunan
tesis ini. Sistematika penulisan tesis ini akan disusun berdasarkan urutan sebagai
berikut :

Bab 1 adalah pendahuluan yang dimulai dari latar belakang masalah yang
berisi tentang landasan pemikiran akan pentingnya penelitian ini dilakukan.
Kemudian rumusan permasalahan yang akap dicari pemecahannya, tujuan dan
manfaat dilakukannya penelitian ini, métode penelitian dan sistematika penulisan
tesis ini.

Bab i, berisi tentang studi kepustakaan yang dilakukan penulis terhadap
pustaka-pustaka yang mempunyai  kaitan) langsung maupun tidak langsung
terhadap judul yang diangkat,dalam-tesis-ini, sehingga.mata rantai dari penulisan
tesis ini dengan tulisan-tulisan maupun penelitian sebelumnya dapat diketahui.

Bab IiI, pada bab ini pembahasan dikhususkan tentang bagaimana
metode penelitian ini dilakukan, sehingga dapat tersusun sebuah tesis. Metode
penelitian ini meliputi pendekatan penelitian yang digunakan, metode yang
dipakai dalam pengumpulan data, sumber data serta bagaimana model analisis
data yang digunakan.

Bab IV, berist uraian mengenai konsep dasar koperasi dalam rangka

memberikan deskripsi yang jelas mengenai koperasi. Adapun konsep dasar yang
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dibahas meliputi pengertian dan sejarah koperasi, prinsip-prinsip, tujuan, fungsi
dan peranan serta mekanisme kerja koperasi.

Bab V, memuat konsep dasar tentang BMT dengan muatan yang sama
dengan konsep dasar koperasi. Hal ini dilakukan agar memudahkan di dalam
mengadakan stud: komparatif antara kedua konsep tersebut.

Bab VI, berisi studi komparatif antara konsep dasar koperasi dan BMT.
Studi komparatif ini dilakukan dengan melihat persamaan dan perbedaan antara
kedua konsep tersebut serta dicagi bagaimana/relevansi antara keduanya.

Bab VII, Bab ini memuat data empirik penyimpangan-penyimpangan
dalam pelaksanaan konsep dasar'koperasi’ oleh gerakan Koperasi Indonesia dan
bagaimana pengaruh penyimpangan tersebut terhadap BMT dengan legalitas
koperasi. Penelitian in1 mengacu pada konsep dasar koperasi dan BMT yang telah
dibahas pada bab sebelumnya.

Bab VIII, merupakaninti- pembahasan, dar keseluruhan tesis ini, yaitu
berist tentang telaah syaniah terhadap koperasi dan telaah kritis terhadap bentuk
kelembagaan koperasi untuk BMT yang berisi kesesuaian konsep dasar koperasi
untuk BMT, evaluasi terhadap pelaksanaan konsep dasar koperasi oleh gerakan
Koperasi Indonesia, dan kemudian akhirnya akan menghasilkan solusi alternatif
bentuk yang tepat bagi BMT sebagai lembaga keuangan syariah.

Bab IX, merupakan perumusan terakhir dari keseluruhan tesis ini yang

diwujudkan dalam bentuk butir-butir kesimpulan dari pembahasan tesis ini,
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implikasi secara teoritis dan praktis serta saran-saran dan harapan dari penulis

dengan telah diselesaikannya penyusunan tesis ini.
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BABII
STUDI PUSTAKA
A. Pendahuluan

Berkaitan dengan upaya mengevaluasi bentuk kelembagaan Koperasi
untuk BMT, pada bab ini penulis akan mengkaji/mereview beberapa tulisan
maupun hasil penelitian mengenai koperasi dan Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)
untuk mencari relevansi di antara keduanya, schingga dapat menggambarkan mata
rantai penelitian ini dengan berbagai tulisan/dan penelitian yang sudah dihasilkan
sebelumnya.

Bab ini bertujuan untuk menggambarkan penelitian-penelitian yang
telah dilakukan agar dapat dijadikanacuan bagi peneliti dalam melakukan
penelitian ini.

Bab ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan,
yang diikuti dengan hasil-hasil ¢penelitian yang telah ada pada bagian kedua.
Kemudian bagian yang terakhir bensi.penutup.

B. Hasil-hasil Penelitian yang Telah Ada

Penelitian yang khusus membahas mengenai keterkaitan Baitul Mal
wat-Tamwil (BMT) dengan koperast menurut penulis sejauh in1 belum pernah
dilakukan, tetapi kajian terpisah mengenai BMT dan koperasi telah banyak
dilakukan.

Kajian mengenai koperasi di Indonesia telah dimulai sejak tahun
1950-an, dalam pidatonya pada Menyongsong Hari Koperasi Pertama tanggal 12
Juli 1951 Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta mengemukakan kritiknya

16
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terhadap pelaksanaan koperasi di Indonesia, hal ini dikarenakan koperasi yang
dianggap sebagai soko guru sistem perekonomian nasional Indonesia yang
berlandaskan UUD 1945 pasal 33 dengan menjadikan prinsip “usaha bersama
berdasar atas azas kekeluargaan™ sebagai landasan operasionalnya. Ditegaskan
bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Namun dalam
kenyataannya hampir tidak ada Koperasi Indonesia yang menerapkan prinsip
usaha bersama (berdasar azas kekeluargaan) itu, karena banyaknya terjadi
penyimpangan dalam pelaksanaan koperasidi Indonesia [dalam Baswir, 1997a :
132-133]. Hal ini juga ditegaskan Baswir. Pada koperasi angkutan misalnya, para
sopir dan kernet yang bekerja méngumpulkan uang setoran ternyata sama sekali
tidak terdaftar sebagai anggota koperasiitu. Begitu juga dengan koperasi dosen.
Bila pekerjaan sebagai dosen yang dijadikan-kriteria untuk menjadi anggota,
maka hal ini akan menutup kemungkinan bagipara-karyawar Koperasi dosen itu
untuk mendaftar menjadi anggota [Baswir, 1997a,: 133-134], sehingga Bung

Hatta menegaskan : "Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya
pekerja yang bekerja sama untuk menyelenggarakan keperluan bersama* [Hatta,

1954]. Hal ini ditegaskan beliau lagi dalam pidato radio menyongsong Hari
Koperasi Kedua Tahun 1952. Bahkan Bung Hatta (1951) menegaskan perbedaan
konsep koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lain :

Di sinilah letak kelebihan koperasi dari bangun perusahaan lainnya, yang
merupakan perpisahan antara majikan dan buruh, semuanya pekerja yang
bekerja sama untuk menyelenggarakan keperluan bersama. Persekutuan
koperasi adalah persekutuan keluarga, yang menimbulkan tanggung jawab
bersama [dalam Baswir, 1997a : 139}.
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Dari kutipan ini terlihat perbedaan mencolok antara cita dan fakta
penerapan prinsip usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dalam penataan
lembaga koperasi Indonesia.

Kemudian tulisan yang berasal dari Baswir (1992) mengenai kajian
ulang kelembagaan koperasi. Kekecewaan terhadap perkembangan koperasi
selama 25 tahun belakangan ini diakui juga oleh pemerintah sehingga berbagai
upaya strategis dilakukan untuk menanggulangi keterbelakangan koperasi,
schingga perlu dilakukan pengkajian“ulang terhadap kelembagaan koperasi.
Schubungan dengan hal itu setidak-tidaknya'terdapat tiga persoalan pokok yang
berkaitan dengan tatanan kelembagaan koperasi yang perlu dicermati, yaitu
mengenai keanggotaan koperasi, permodalan.__dan kepengurusannya sehingga
kemudian dilakukan pengkajian terhadap “UU No. 12/1967 dan diganti dengan
UU No. 25/1992 yang merupakan/ penyempurnaan dari UU sebelumnya [Baswir,
1997a : 159-165].

Lebih lanjut lagi tegadi-perkembangan. pemikiran mengenai peran
dan pengertian koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia. Bahkan sejak
pertama kali dikenalkan Indonesia, peraturan dan UU koperasi sudah berganti
sebanyak delapan kali. Masing-masing adalah Peraturan Koperasi 1915, UU
Koperasi 1927, UU Koperasi 1933, Peraturan Koperasi 1949, UU Koperasi 1958,
UU Koperasi 1965, UU Koperasi No. 12/1967 dan terakhir diganti lagi dengan
UU No. 25/1992 [Baswir, 1997a: 138 dan 142]. Bahkan perkembangan terbaru

menyatakan gerakan Koperasi Indonesia yaitu LSP2I (Lembaga Studi



Pengembangan Perkoperasian Indonesia) yang dikomandoi Ibnoe Soedjono telah
mempersiapkan tim untuk mengkaji UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 vyang
merupakan produk Orde Baru dan rencana ini akan memperoleh bantuan dana
dari World Bank. Rencana revisi undang-undang im mendapat dukungan banyak
pihak di antara gerakan koperasi karena dirasakan UU No. 25/1992 tersebut tidak
dapat mengikuti perkembangan zaman dan banyak prinsip-prinsip koperasi yang
tidak tercantum dalam UU tersebut. Padahal koperasi merupakan gerakan yang
dinamis. Hal ini dikemukakan oleh Kémas /H. Ahmad, Pengawas Dekopin dan
Ketua Dekopinwil DKI Jakarta. Beberapa hal yang akan dibicarakan misalnya
mengenai pajak koperasi akan!'akan diatur sendin karena selama im tidak
tercantum dalam UU No. 25/1992 sehingga pemerintah memperlakukan koperasi
seperti badan usaha iain, kemudian tentang ketegasan pembinaan koperasi karena
selama ini intervensi ypemerintahsterlalu~besar~dan-menghambat perkembangan
koperasi, selain itu juga dipersealkan mengenai prinsip-prinsip koperasi bahkan
perlu ditambah dengan jati diri koperasi yang akan membedakan koperasi dengan
perusahaan lain. Nama-nama yang dijagokan untuk menjadi anggota tim di
antaranya adalah Prof Dr. Sri Edi Swasono dan Prof Dr. Thoby Mutis [dalam
Amsan, 2000 : 33-34].

Selain itu Pemerintah Indonesta melalui Menteri Negara Koperasi dan
Pengusaha Kecil Menengah, Zarkasih Nur telah mengeluarkan Petunjuk
Pelaksanaan (Juklak) baru mengenai pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta

pendinan dan perubahan anggaran dasar koperasi melalui SK Nomor
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05/KEP/MENEG/1/2000 Tanggal 14 Januari 2000. Hal ini menandakan bahwa
pemernintah telah berusaha untuk mengadakan perbaikan bagi pengembangan
koperasi di Indonesia agar Koperasi Indonesia dapat berkembang sesuai dengan
perkembangan zaman [rubrik Aturan, 2000 : 56].

Bahkan pada tingkat Internasional dalam Konperensi Menteri-menteri
Koperasi Asia Pasifik (Konperensi ICA Asia Pasifik) yang berlangsung di Beijing,
China yang dihadiri oleh 15 Menteri daan 36 pejabat eselon 1 dani 24 negara serta

139 pimpinan gerakan koperasi/nasionaltelah menyepakati "deklarasi bersama*

dalam bentuk resolusi dan rekomendasi dalam rangka pengembangan koperasi.
Ada delapan resolusi yang disahkan dalam konperensi ini, yaitu mengenai : (1)
Otonomi dan Independansi; (2) Pemundang-undangan; (3) Pengakuan; (4)
Permainan yang Jujur; (5) Pengaturan Sendin (dalam koperasi); (6) Kapitalisasi;
(7) Bantuan Pengembangan Koperasi;-dan.(8) Jaringan Kerjasama [Jhohan, 2000 :
38-39].

Penelitian yang membahas, tentang-BMT jinibukanlah yang pertama
kali dilakukan walaupun BMT merupakan suatu hal yang baru di Indonesia
karena baru lahir dan dikenal pada awal tahun 1990-an sehingga penelitian yang
membahas mengenai hal itu masih sedikit dan sampai saat ini BMT masih
mencari  bentuk yang tepat. Hertanto Widodo, dkk [1999] telah memberikan
kontribusi yang sangat besar bagi pengembangan BMT dengan karya mereka yang
membahas mengenai sejarah dan pentingnya keberadaan BMT sebagal sebuah

lembaga keuangan syariah untuk melawan sistem bunga yang masih berkembang
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bahkan memberikan panduan mengenai akuntansi syariat bagi pengelolaan BMT.
Kemudian Zainul Arifin [1999b] yang pernah menjabat sebagai
Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) memaparkan dengan jelas
mengenai konsep perbankan syariah termasuk juga BMT sebagai lembaga
keuangan syariah yang di dalamnya mencakup tantangan yang dihadapi BMT,
prospek pengembangannya dan peluang yang mungkin bagi BMT Pasca UU No.
10 Tahun 1998 dengan berbagai strategi yang diberikan yaitu peningkatan
manajemen BMT, pembinaan  sikap ‘mental- {artitude) yang positif serta
memperluas jaringan kerja (network) seperti dengan BMI, BPRS dan Kopontren.
Penelitian terbaru ‘mengenai BMT 'dilakukan oleh Adnan, et. al
[2000], penelitian ini dilakukan karena-keberadaan BMT yang menarik perhatian,
disebabkan karena pertama, BMT umumnya tidak bersifat formal dan tidak
mempunyai keterkaitan “dengan Bank Indonesia. Kedua, perkembangan yang
signifikan dari BMT baik secara.kuantitas/yang mencapai 2.000 BMT tersebar di
seluruh Indonesia yang menandakan. BMT yjmempunyai speranan cukup penting
dalam perekonomian nasional dan yang ketiga, meskipun terjadi krisis moneter di
Indonesia, sebagian besar BMT tetap cksis beroperasi tidak sepertt bank
konvensional yang banyak mengalami kebangkrutan, sehingga penelitian imi
dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketiga hal di atas
schingga BMT mempunyai prestasi yang baik. Dan dari hasil penelitian
ditemukan ada empat faktor utama yang mempengaruhi hal di atas yaitu tingkat

gaji, pendidikan dan keahlian manajemen para pengelolanya yang sangat



mempengaruhi kegiatan operasi sehari-harinya dan jenis produk yang ditawarkan
BMT. Namun yang paling dominan mempengaruhi di antara keempatnya adalah
pendidikan para pengelola dan tingkat gaji yang diberikan. Hasil penelitian 1ini
berimplikasi bahwa diperlukan usaha yang serius untuk meningkatkan keahlian
manajemen pengelola dan lebih memperhatikan masalah tingkat gaji agar BMT
tetap eksis dengan prestasi yang baik.

Selain itu ada beberapa penelitian yang membahas tentang BMT,
namun dalam tataran praktis dan lingkup'yang ‘kecil, di antaranya Rosilawati
[1997), penelitian ini hanya ' membahas » mengenai usaha-usaha yang telah
dilakukan oleh BMT Al-Ikhlas “Yogyakarta sebagai lembaga keuangan syariah
dalam meningkatkan perekonomian Umat, Jslam. Taufiq [1997], dengan hasil
penelitian im dapat diketahui bahwa “ada“banyak faktor yang mempengaruhi
motivasi kerja para pengelola'BMT!

Selain itu juga pada penelitian dari Widyastuti [1999], dengan
penelitian yang membahas, tentang. faktor-faktor.yang mempengaruhi perilaku
BMT-BMT yang ada di Yogyakarta dalam melakukan pembiayaan ke BMT
Mitra Nugraha dibanding BPRS atau yang lainnya dan mengetahui berapa besar
hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan keputusan untuk melakukan
pembiayaan ke BMT Mitra Nugraha dan dalam dataran konsep adalah karya dari
Muhammad [1999], yang dapat dijadikan petunjuk teoritis dan praktis sistem
akuntansi yang sesuai dengan syariah bagi pengelola Baitul Mal wat-Tamwil

sebagai alternatif terhadap sistem akuntansi kapitalis dan sosialis yang bukan saja
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tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga dinilai tidak menunjukkan
keseimbangan yang semestinya sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam.
C. Penutup

Dari beberapa penelitian di atas, peneliti melihat bahwa belum ada
penelitian yang khusus membahas dalam tataran konsep mengenai evaluasi
terhadap kelembagaan BMT sehingga peneliti menganggap penelitian ini sangat
penting dalam rangka melihat persesuaian konsep koperasi yang diterapkan di
dalam BMT sehingga BMT menjadi-“lembaga, keuangan yang benar-benar
berdasarkan syariah. Dan ternyata di dalam, tubuh koperasi sendiri di dalam
pelaksanaannya di Indonesia telah banyak terjadi| penyimpangan dan ide dan
prinsip dasarmmya, sehingga penulis_menganggap bahwa penelitian ini sangat
penting untuk melihat kesesuaian konsep koperasi pada BMT apakah telah sesuai

dengan syaniah yang menjadi landasan.dari BMT.,



BAB HI
METODE PENELITIAN

A. Pendahuluan

Bab ini membicarakan mengenai metode yang digunakan dalam
melakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji ulang
konsep dasar koperasi dan Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) kemudian dicari
relevansi antara keduanya. Kemudian digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan
prinsip-prinsip dasar koperasi [ oleh—gefakan Koperasi Indonesia dan melihat
bagaimana penerapan prinsip-prinsip. kopeérasi- pada BMT dengan legalitas
koperasi yang sekarang digunakan hampir seluruh BMT di Indonesia, apakah
penerapannya pada BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah tidak
menyimpang dari syariah Islam. Makaupaya untuk menemukan rasionalitas dan
kebenaran hakekat sesuatu | eksistensi itu perlu.didékati dengan pendekatan studi
yang tepat. Ketepatan pendekatan tersebut akan tercermin pada metode penelitian
yang digunakan.

Berdasarkan pada tujuan, bab ini menggambarkan bentuk penelitian
yang dilakukan meliputi pendekatan penelitian, metode pengumpulan data,
sumber data serta metode analisis data yang digunakan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif yang mempunyai tujuan khas, yaitu untuk mendeskripsikan kebutuhan
khusus dengan memahami makna dan gejala. Dengan kata lain, pendekatan
kualitatif ~memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang

24
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berlandaskan pada perwujudan dari satuan-satuan gejala yang muncul dalam
kehidupan manusia atau pola-pola [Suparlan, 1993 : 13].

Jenis penelitian ini adalah library research yang didukung dengan data
empirik melalui studi kasus dalam bentuk evaluatif, sehingga menggunakan
pendekatan teori kritis. Menurut Soejono Soekanto yang dikutip Bambang
Sunggono, penelitian ini bisa dikategorikan penelitian hukum empiris, atau
penelitian terhadap efektifitas hukum [Sunggono, 1997 : 43].

Berdasarkan pendekatan/) yang digunakan, ada beberapa tahap yang
dilakukan penulis di dalam penelitian ini, yaitu ;

1. Tahap Deskniptif

Tahap deskriptif adalah—tahap pengkajian yang dilakukan dengan
pendekatan phenomenologi yang bertujuan untuk mengetahui hakikat sesuatu.
Pendekatan phenomenologi dalam seébualpenélitian. menurut Edmund Husserl
tidak hanya ditujukan pada objek-ilmu yangterbatas pada yang bersifat empirik
(sensual), melainkan méncakup phentoniena [yangfidak Jain daripada persepsi,
pemikiran, kemauan dan keyakinan subjek tentang sesuatu di luar subjek; ada
sesuatu yang transenden di samping yang aposteriorik {dalam Muhadjir, 1998 -
12]. Pendekatan phenomenologi menurut Husserl bertujuan untuk mendapatkan
pengetahuan yang sejati, tidak dengan jalan induksi melainkan dengan intuisi,
yaitu dengan mengarahkan perhatian pada phenomena yang ada dalam kesadaran
[dalam Asdi & Aksa, 1982 : 65].

Lebih lanjut Muhadjir mengemukakan bahwa metodologi penelitian

kualitatif yang berlandaskan phenomenologi menuntut pendekatan yang bersifat
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holistik, mendudukkan objek penelitian dalam konstruksi ganda, melihat
objeknya dalam satu Kkonteks natural, bukan parsial schingga dalam
phenomenologi menolak sepenuhnya penggunaan kerangka teori sebagai langkah
persiapan penelitian agar sifat naturainya tidak hilang. Selain itu phenomenologi
menuntut  bersatunya subjek penelitian dengan subjek pendukung objek
penelitian [Muhadjir, 1998 : 13].
Hal ini didukung oleh pendapat Husserl yang menyatakan :
untuk menemukan hakekat sesuatu peneliti harus menyingkirkan prasangka,
sclanjutnya melakukan ideation atauhmembuat ide yang disebut reduksi,
tetapi tidak lagi fenomenologis melainkan eidethis, yaitu penyaringan untuk
mendapatkan hakekat sesuatu. Selanjutnya reduksi transendental, yaitu
penerapan metode fenomenologi pada subjeknya sendiri, yang akhirnya
bersifat idealisme transendental, yaitu pengakuan akan adanya kesadaran
transendental yang mengatast kesadaran‘individu [dalam Asdi & Aksa, 1982
- 1181
Pada tahap, ini, pendckatan. penelitian_ini dimaksudkan untuk
menemukan esensi dari konsep dasar mengenai koperasi dan Baitul Mal wat
Tamwil (BMT) dengan objektif. Pada tahap reduksi penulis mengarahkan
penelitiannya schingga mendapatkan-pilar-pilar-utama ‘dari konsep dasar koperasi
dan BMT dalam Islam.
2. Tahap Investigatif / Eksploratif
Tahap ini adalah tahap penelitian lapangan yang dilakukan penulis
dalam rangka mencari data empirik. Tahap ini, penulis melakukan penelitian
kasus terhadap koperasi dan BMT dengan masing-masing 3 buah sampel.

Penelitian terhadap koperasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan

prinsip-prinsip dasar koperasi oleh gerakan Koperasi di Indonesia dan penclitian
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terhadap BMT untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip koperasi
pada BMT

Adapun yang menjadi sampel adalah KOPMA IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Koperasi Karyawan Umversitas Islam Indonesia dan Koperasi
Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta serta 3 buah BMT, yaitu BMT Al-
Ikhlas yang berada di bawah binaan PINBUK Yogyakarta, BMT Mitra Nugraha di
bawah binaan Dompet Dhuafa Republika dan BMT Al-Iman di bawah pimpinan
PINBUK namun belum mempunyai legalitas Koperasi tetapi masih KSM.

Pengambilan sampel yang berbedaini dengan alasan bahwa sampel ini
cukup representatif mewakili gerakan Koperasi Indonesia, karena fenomena yang
sama yang dialami oleh gerakan_Koperasi-Indonesia. Hal ini berlaku juga bag
sampel BMT dengan 2 buah BMT yang berada di bawah binaan yang berbeda
serta 1 buah BMT yang tidak memakar-legalitas-keperasi.
3. Tahap Evaluatif

Pendekatan jyang ~digunakan_ pada=-tahap 1ni adalah pendekatan

deskriptif-analitik, yang kemudian dilanjutkan dengan komparatif. Deskriptif-
analitik yang dimaksudkan adalah menggambarkan mengenai konsep dasar dari
koperasi dan konsep dasar BMT, untuk selanjutnya akan dilakukan studi
komparatif, yaitu membandingkan antara kedua konsep tersebut. Komparasi ini
bersifat evaluatif-kritis terhadap konsep. Hal ini dimaksudkan untuk memberi
makna konsep secara kontekstual. Kontekstual itu sendiri paling tidak mempunyai
tiga arti, yaitu . (1) kontekstual diartikan sebagai upaya pemaknaan menanggapi

masalah kini yang umumnya mendesak atau situasional; (2) kontekstual berarti
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melihat keterkaitan masa lampau - kini - mendatang (teori meda: Kurt Lewin).
Sesuatu akan dilihat makna historik dahulu, makna fungsional sekarang dan
memprediksikan makna di kemudian hari; (3) mendukung keterkaitan yang
sentral dengan yang perifer [Muhadjir, 1990 : 207].

Untuk penelitian int digunakan pengertian yang kedua, dalam hal ini
konsep dasar koperasi yang telah dikomparasikan dengan konsep dasar BMT,
selanjutnya akan dianalisis dengan melihat persamaan dan perbedaan antara
keduanya untuk kemudian digunakan' untuk ‘melihat sampai bagaimana relevansi
di antara keduanya yang didukung dengan hasil-penelitian lapangan terhadap
koperasi dan BMT.

Dari tahap ini selanjutnya dihkarapkan dapat diperoleh suatu gambaran
mengenai kesesuaian konsep antara koperasi'dan BMT untuk kemudian dijadikan
acuan untuk mengevaluasi | ketepatan.koperasi-sebagai bentuk ‘kelembagaan bagi
BMT sebagai sebuah iembaga keuangan yangberlandaskan syariah.

C. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik
analisis 1si (content analisys). Teknik ini menurut Bogdan dan Biklen
dimaksudkan untuk pengambilan sampel internal (internal sampling). Internal
sampling yaitu keputusan yang diambil ketika peneliti memiliki suatu pemikiran
umum tentang sejumlah dokumen serta macamnya yang akan direview, dengan
siapa akan berbicara dan kapan akan melakukan observasi [Bogdan dan Biklen,

1982 - 30].
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Penggalian data primer mula-mula dilakukan dengan mengumpulkan
pokok-pokok pikiran mengenai konsep dasar mengenai koperasi dan BMT.
Sedangkan untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan mencari buku-
buku vyang ditulis oleh para pemikir atau ilmuwan yang berisi pokok-pokok
pikiran yang berkaitan dengan tema sentral yang telah diajukan, dalam rangka
menemukan esensi tentang konsep koperasi dan BMT. Dengan mengacu pada
data primer dan sekunder, penulis mengadakan studi lapangan untuk mencan data
empirik yang dilakukan melalui

1. Dokumen, berupa profil koperasiidan BMT yang diteliti.

2. Interview, yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip-
prinsip dasar koperasi pada 3 buah’sampel koperasi dan penerapan
prinsip koperasi pada BMT-

3. Mencan ddta, melalui [PINBUK dan PUSKOPFESY selaku pembina
BMT.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan-bahan mengenai konsep dasar koperasi beserta sejarah awal
kelahirannya dan konsep dasar BMT yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian
dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), Dompet Dhuafa Republika dan
Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

2. Data dan dokumen koperasi yang dijadikan sampel.
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3. Data dari PINBUK dan PUSKOPFESY DIY.
4. Data dari informan dalam penelitian lapangan.
E. Metode Analisis Data

Pada tahap awal, penuhs melakukan wnalisis deskriptif untuk
menemukan esensi dan konsep dasar koperasi dan BMT sehingga mendapatkan
ptlar-pilar utama dari kedua konsep tersebut.

Penelitian tentang konsep atau yang bersifat pemikiran pada dasamya
tidak terlepas dari pendekatan filosofis— Pendekatan filosofis pada hakikatnya
terdini dani analisis linguistik dan analisis konsep[Barnadib, 1987 : 89]. Analisis
linguistik adalah untuk mengetahui ~ makna yang sesungguhnya, sedangkan
analisis konsep adalah untuk | menemukan kata kunci yang mewakili suatu
gagasan.

Analisis kénsepini digunakanuntuk mendukung pencarian data empirik
di lapangan dalam rangka menginvestigasizpelaksanaan konsep dasar koperasi
oleh gerakan Koperasi di Indonesia dan pengaruhnya.terhadap BMT.

Dan yang terakhir adalah analisis komparatif dengan menggunakan
logika perbandingan. Komparasi yang dibuat adalah komparasi fakta-fakta
replikatif yang akan melahirkan konsep atau abstraksi teoritisnya. Berdasarkan
komparasi, kita dapat menyusun kategori teoritis pula. Bahkan kita juga dapat

membuat  generalisasi yang berfungsi untuk memperluas data prediksinya

{Muhadjir, 1998 : 88].
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Kemudian dengan data komparatif dan analisis cksplisit, kita dapat
mengarah pada ditemukannya keragaman dan selanjutnya bukan mustahil

menghasilkan modifikasi teori [Muhadjir, 1998 : 88].



BAB IV
KONSEP DASAR KOPERASI
A. Pendahuluan

Bab 1ni akan menguratkan  konsep dasar mengenai koperas: yang
dijadikan sebagai soko guru bagi perekonomian di Indonesia dengan berlandaskan
pasal 33 UUD 1945. Uraian ini akan dimulai dengan konsep dasar koperasi yang
memuat pengertian  dan sejarah awal lahimya koperasi dan sejarah koperasi di
Indonesia kemudian prinsip-prinsip koperasi,‘tujuan koperasi, fungsi dan peranan
koperasi, serta mekanisme kerja koperasi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam bab ini adalah membenkan
gambaran yang jelas mengenar- koperast, unttk kemudian digunakan untuk
menganalisis dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan vang terjadi pada
gerakan koperasi [yangsberkembang. di_Indonesia, sehingga.dapat ditemukan
pemecahannya.

B. Pengertian dan Sejarah Koperasi

Kata koperast berasal dari kata-kata Latin "cum* yang berarti "dengan*
dan “aperari* yang berarti “bekerja®. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris
dikenal istilah "co* dan “operation“, yang dalam bahasa Belanda "Cooperative
Vereneging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai

suatu tujuan [Pramono, 1986 : 8-9]. Makna usaha bersama ini adalah semua
kegiatan  usaha dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama, diurus

secara kekeluargaan, sehingga membenikan dasar bekerja vang saling

¥
r2



menguntungkan, saling membantu satu sama lain seperti layaknya dalam keluarga
sendiri yang harmonis.

Sedangkan secara terminologi, banyak sekali definisi koperasi yang
diberikan oleh berbagai pihak di antaranya :

Calvert memberikan definis) koperasi adalah suatu bentuk organisasi di
mana orang-orang secara sukarela bergabung bersama-sama, sebagai makhluk
manusia, atas dasar persamaan demi_peningkatan manfaat ekonomi mereka
sendiri [Calvert, 1959 : 19].

Menurut Roy, definisi koperasiadalah :

a cooperative Is defined as a business voluntary organized, operating at
cost, which is owned capitalized by members patrons us users, sharing risks
and benefits, proportional to their participation [Roy, 1981 : 6].

International Coperative Alliance {ICA, 1996] memberikan definisi

koperasi sebagai bertkat
a cooperative is an aulonomous-association’of persons united voluntary to
meet their common, economics,. social,and eultural needs and uspirations
through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise.

Menurut pengertian yang diberikan oleh perserikatan buruh sedunia
(JLO) -

Cooperative is un assosiation of persons usually of limited means, who have
volunturily joint together (o achieve a common economic and through the
Jormation of a democtarically controlled business organization, making
equitable business organization to the capital required and accepting a fair
share of the risk and benefits of the under taking [1L.O, 1975].

Bung Hatta menyatakan koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum

yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya



dengan ongkos yang semurah-murahnya Itulah vang dituju. Pada koperasi yang
didahulukan kepertuan bersama, bukan keuntungan [Hatta, 1954].

D1 dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 12 tahun 1967 pada pasal 3
nya dinyatakan bahwa :

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial,
beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi vang merupakan
tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan
[Republik Indonesia, 1997 : 67].

Sedangkan menurut Undang-tindang Nomor 25 tahun 1992 tentang
Perkoperastan, pada bab I Ketentuan @Wmum, Pasal | bagian kesatu, dinyatakan
bahwa :

Koperasi adalah badan usaha yanrg beranggotakan orang-orang atau badan
hukum koperasi dengan  melandaskan ‘kegiatannva berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagal gerakanekonomi rakvat vang berdasarkan atas
asas kekeluargaan [Republik Indonesia, 1997 : 2].

Walaupun diartikan’ dengan Cara yang berbeda-beda, namun dalam garis
besarnya, koperasi pada umuifinya'dipahami sebagai perkumpulan orang-orang
yang secara suka rela mempersatukan |dirl untuk.memperjuangkan peningkatan
kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan suatu perusahaan yang
dikelola secara demokratis.

Berdasarkan defimsi-definisi di atas dapat diketahui bahwa di dalam
koperasi terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur pertama
adalah unsur ekonomi/organisasi ekonomi sedangkan unsur kedua adalah unsur

sosial/watak sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan maka koperasi berusaha

memperjuangkan pemenchan ekonomi para anggotanya dengan sebaik-baiknya
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dan karena anggota koperasi adalah orang-orang, maka yang dipentingkan adalah
perkumpulan orang bukan modal sehingga partisipast anggota merupakan unsur
yang sangat penting dalam kehidupan koperasi dan keuntungan bukan merupakan
tujuan utama di dalam koperasi.

Sampai saat ini belum ada dokumen yang menjelaskan kapan koperasi
mulai ada, tetapi yang jelas koperasi sudah dikenal lama sekali. Gerakan koperasi
timbul karena inspirasi dan para_pembaharu-sosial pada abad X1V di daratan
Eropa, namun gerakan koperasi modernspertama. muncul pada abad 19 dengan
berdirinya Koperasi Rochdale padatanggal 24 Oktober 1844 di Inggris.

Mereka yang berperan dalam mengembangkan koperasi antara lain para
idealis yaitu Francois Charles Fourier|((1771-1837), Robert Owen (1771-1858),
William King, Louis Blanc (1811-1882). Keempat tokoh idealis ini memiliki
beberapa kesamaan=inti konsepsi “pemikirafi~ tentang bagdimana mengatasi
kemiskinan, kemelaratan dan sebagainya-yang biasanya menimpa rakyat kecil. Ide
mereka menyatakan bahwa mereka harus bekerja.bersama-sama dan berswadaya
menuju swasembada yang sebenarnya merupakan ciri koperasi yang paling
penting [Departemen Perdagangan dan Koperasi, tanpa tahun : 5]. Kemudian para
politikus yaitu N. V. S. Grundtwig (1783-1872), Herman Schulze Celitzch (1808-
1883), Freiderich William Raiffeisen (1818-1888), Alphonse Desjardius (1854-
1921), M. M. Cody (1882-1959). Selain para idealis dan politikus yang ikut
berjasa dalam  pengembangan koperasi, terdapat juga ilmuwan yang

mengembangkan koperasi sebagai suatu ilmu pengetahuan, di antaranya lvan
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Emelianaft (1880-1900) dengan karyanya l<conomic Theory of Cooperation yang
merupakan buku teori koperasi yang paling terkenal, Margaret Digby dan Paul
Lambert  dengan bukunya Srudies in The Social Philosophy of Cooperation
[Departemen Perdagangan dan Koperasi, tanpa tahun : 7].

Gerakan koperasi modern ditandai dengan berdirinya Koperasi Rochdale
di Inggns pada tanggal 24 Oktober 1844 dikarenakan penderitaan kaum buruh
vang berada di puncak penderntaan-drsebabkan-karena sistem ekonomi kapitalis,
sehingga untuk membebaskan difi danictindasart sistem kapitalis serta untuk
meningkatkan kesejahteraan anggota'\ masyarakat di sekitarnya, kaum buruh
bersepakat untuk menyatukan diri mereka dengan membentuk koperasi yang pada
awalnya hanva bergerak di bidang | konsumstdan kemudian berkembang
melakukan usaha-usaha produktif. Menyusul keberhasilan Koperasi Rochdale,
maka pada tahun 1852 telah berdin sekitar 100 koperasi konsumsi di Inggris
[Baswir, 1997b : 15]. Tujuan Koperasi Rochdale ini yaitu ingin meringankan
beban kaum buruh yang ‘makin-menderita karena-terdesak oleh perkembangan
teknologi pada waktu itu sebagai akibat adanya Revolust Industri [Pramono, 1986
143].

Koperasi di Prancis lahir karena Revolusi Prancis dan perkembangan
industri  yang menimbulkan kemiskinan dan penderitaan bagi rakyat Prancis.
Berkat dorongan dan Charles Fourier, Louis Blanc serta Ferdinand Lasalle, para
pengusaha kecil di Prancis mendirikan koperasi-koperasi di bidang produksi dan

dewasa 1 telah terbentuk Gabungan Koperasi Konsumsi Nasional Prancis
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(Iederation Nationale Dess Cooperative de Consommation) dengan jumlah
koperasi sebanyak 476 buah [Baswir, 1997b : 16-17].

Di Jerman dikembangkan koperasi pertaman karena latar belakang
mercka vang bercorak agraris. Tahun 1848, Raiffeisen mendinkan Koperasi
Simpan Pinjam di Jerman yang bertujuan untuk mempersatukan petani agar
mereka dapat saling bantu melalui kegiatan simpan pinjam [Baswir, 1997b : 17-
20]. Sedangkan perintis koperasi_konsumen di Denmark adalah Pastor H. C.
Sonne dan Dr. F. F. Ulrich pada tahun,1866,di antara buruh-buruh yang hidup
dalam kondisi sosial yang menyedihkan sehingga dibentuk koperasi menurut
model Inggris [Dimyati, dkk, 1987 : 18]

Usaha koperasi di Swedia /ditujukan/ untuk memerangi kekuatan
monopoli oleh kaum kapitalis. Salah satu pelopornya adalah Albin Johansen, dan
pada tahun 1926 ‘Koperasi Swedia-berhasil'menghaneurkan'monopoli penjualan
tepung terigu vyang dimiliki perusahaan’swasta'dan akhimya memegang peranan
vang besar dalam pemenuhann kebutuhan-rakyat Pada akhir 1949, jumlah
koperasi tercatat sebanyak 674 buah dengan 7.500 cabang. Selain itu juga
berkembang koperasi pertanian. Keberhasilan koperasi-koperasi Swedia ini
adalah berkat program pendidikan yang dilakukan secara teratur bagi karyawan
dan para pengurusnya [Baswir, 1997b : 20-21].

Sedangkan perkembangan koperasi di Amerika Serikat lahir karena
keadaan sosial ekonomi vang hampir serupa dengan Inggris pada pertengahan

abad 19. Ekonomi kapitalis yang menyebabkan terpuruknya para pekerja menjadi
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masyarakat yang sangat menderita. Namun pada awalnya perkembangan koperas:
di Amerika Serikat masih sangat lamban karena belum dikelola secara benar.
Perkembangan koperasi yang pesat di Amerika Serikat baru terjadi setelah tahun
1880 karena prinsip Koperasi Rochdale baru dikenal di sana pada tahun 1860 dan
Amerika Serikat mulai mempraktekkan pengalaman-pengalaman Koperast Eropa.
Dalam perkembangannya, jenis koperasi di Amerika Serikat semakin bertambah,
misalnya Koperasi Asuransi Bersama, Koperasi Listrik dan Telepon, Koperasi
Kredit juga Koperasi Rumah| Sakit dan Kopetasi Kesehatan. Saat ini koperasi
merupakan salah satu sarana| penting dalam kegiatan perekonomian di Amerika
Serikat karena telah terbukti manfaat dan jasanya bagi masyarakat [Baswir, 1997b
:22-23).

Selain di Fropa dan di Amerika Serikat, koperasi juga berkembang di
daratan Asia, di‘antaranya di Jepang, pertama kali koperasiberdiri tahun 1900,
bersamaan waktunya dengan--berlakunyaa/ Undang-undang Koperasi Industn
Kerajinan. Cikal bakal kelahiran' koperasi .diy Jepang mulai muncul ketika
perekonomian uang mulai dikenal oleh masyarakat pedalaman. Pada masa im
kerjasama dirasakan perlu untuk mempertahankan diri mereka dan untuk
mengantisipasi pengaruh buruk sistem baru tersebut. Pada tahun 1906, koperasi
terus berkembang. Terlebih lagi tahun 1920-an, ketika Jepang telah
mengembangkan industrinya koperasi benar-benar berfungsi sebagai tulang

punggung bagi pembangunan pertanian yang menunjang industrialisasi.
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Gerakan Koperasi Pertanian mengalami kemajuan yang sangat pesat
sejak 1930-an terutama ketika Jepang mengalami krisis ekonomi tahun 1933-1940
[Baswir, 1997b : 24].

Organisasi Koperasi Jepang yang berkembang sekarang berdasarkan
Undang-undang Koperasi Pertanmian tahun 1947 Ada dua bentuk koperasi
Pertanian di Jepang, yaitu Koperasi Pertanian Umum yang muiti purpose (serba
usaha) dan Koperasi Pertantan Khusus.yang hanya menyelenggarakan satu jenis
usaha [Pramono, 1986 : 47}.

Koperasi-koperasi ini| bergabungrdalam koperasi induk yang bernama
Gabungan Perkumpulan Koperasi | Pertanian | Nasional (Zenkoku Nogyo
Kyodokumiai Chuokai) atau Zen-Noh.  SelainZen-Noh, di Jepang juga terdapat
Induk Koperasi Asuransi Bersama, Induk Koperasi Perbankan untuk pertanian,
kehutanan dan pusat asosiasi penerbitan {Baswir, 1997b : 25].

Gerakan koperasi di ‘India-dimulai ‘dengan berdirinya Koperasi Kredit
untuk memben kemungkinan _pada’ produsen kecil untuk melanjutkan usahanya.
Koperasi ini muncul karena pengusaha kecil di India pada waktu itu selalu
menjadi korban lintah darat. Koperasi Kredit di India diperkenalkan oleh
Frederick Nicolson, pegawai pemerintah jajahan pada tahun 1897 [Dimyati, dkk,
1987 : 18]. Koperasi Kredit di India meniru model Raiffeisen di Jerman, namun
disesuaikan dengan keadaan setempat. Selain itu Koperasi Kredit di India dapat
pula berbentuk Koperasi Lumbung karena uang pangkal bisa dibayar dengan uang

atau berupa padi [Pramono, 1986 : 46-47].
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Perkembangan koperasi di Korea dimulai pada awal abad 20. Koperasi
Kredit Pedesaan mulai dikenal pada tahun 1907. Koperasi ini didirikan rakyat
pedesaan untuk membantu para petani yang membutuhkan uang untuk membiayai
usaha pertaniannya. Sedangkan Koperasi Kerajinan dan Koperasi Pertanian mulai
diorganisir pada tahun 1936. Pada tahun 1956, Koperasi Kredit Pedesaan
diorganisir oleh pemerintah Korea menjadi Bank Pertanian Korea dan tahun 1957,
Koperasi Pertanian mulai melebarkan sayapnya.dalam kegiatan simpan pinjam.

Pada tahun 1961 dalam rangka, pelaksanaan Undang-Undang Koperasi
Pertanian yang baru, Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian digabungkan
menjadi satu dengan nama Gabungan Koperasi Pertanian Nasional (National
Agricultural Cooperation Federation),fdisingkat/ NACF. Gabungan ini bekerja
dengan berdasar prinsip-prinsip koperasi modern dan melakukan kerjanya atas
dasar serba usaha {(muiti purpose).

Sejak NACF berdiri maka-gerakan'kopeérasi di Korea berkembang pesat
dengan anggota primer 1545 _buah,/ Koperasi Kerajinan-145 buah dan Koperasi
Pedesaan 104 buah [Baswir, 1997b : 25-26].

Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dan
sejarah awal perkembangannya di negara-negara Eropa yang selanjutnya menjalar
ke Asia dan Amerika, terutama sekali: dengan kehadiran para pedagang Eropa di
tanah air. Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia ketika itu masih bersifat
tradisional. Tata perekonomian Indonesia sebelum abad ke 16 masth bersifat

gotong royong [Chaniago, 1984 : 114]. Namun setelah terjadi gelombang
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pelayaran, hubungan perdagangan Indonesia dengan negara Eropa cenderung
meningkat. Pada abad 16 berdatanganlah bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol,
Portugis dan Belanda ke Indonesia untuk mencan rempah-rempah. Hal im
berakibat buruk karena bangsa-bangsa Eropa ingin menguasai Indonesia sehingga
terjadi  penindasan oleh para pedagang itu terhadap rakyat Indonesia vang
menyebabkan pendentaan selama ratusan tahun.

Penjajahan Belanda menyebabkan kemiskinan rakyat Indonesia dengan
segala akibatnya. Buruh, tam, pegawaybangsalndonesia menjadi hisapan lintah
darat Belanda dan bangsa asing lainnya:

Pada tahun 1896, Patih- Purwokerto, R. Ana Wiraatmaja mempelopori
berdinnya sebuah bank yang bertujuan menoelong para pegawai (privayi) agar
tidak terjerat oleh lintah darat. Usaha int mendapat dukungan dari Residen
Purwokerto E. Sicburgh. 'Bank ini“diberi nama Bank Penolong dan Tabungan
(Hulp en Spaarbank). Pada 'tahun’-1898 “ide  in1 diperluas oleh De Walff Van
Westerrode, pengganti, E. | Sieburgh | ke sektor Jpertanian  (Hulp-Spuar en
Lanbouwcrediet Bank), yaitu dengan meniru model koperasi pertanian Raiffeisen
di Jerman [Baswir, 1997b : 30-31]. Akan tetapi karena kondisi masyarakat
Indonesia yang hidup di alam penjajahan sehingga tidak bisa berkembang bebas
maka perkembangan koperasi juga diawasi secara ketat dan mendapat rintangan
dart pemenntah Belanda. Mereka mendinikan Algemene Naliescrediet Bank,

Rumah Gadai, Bank Desa (sekarang BRI) dan lumbung-lumbung sebagai
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pengganti Bank Simpanan dan Bank Kredit Petam yang telah dirintis oleh R. Ania
Wiriaatmaja pada waktu itu [Pramono, 1986 : 50].

Antara tahun 1908-1913 bersamaan dengan Kebangkitan Nasional vang
dipelopori R. Soetomo dengan dibantu oleh Serikat Dagang Islam yang kemudian
menjadi Serikat Islam, koperasi tetap berkembang. Gerakan Boedi Oetomo 1908
dengan dibantu Serikat Islam inilah yang pertama kali melahirkan koperasi
pertama kali di Indonesia. Hal ini_bersamaan dengan lahimya Gerakan
Kebangkitan Nasional [Departemen Perdagangan dan Koperasi, tanpa tahun : 29].

Namun demikian perkembanganrkoperasi pada waktu itu tidak begitu
memuaskan karena di samping- hambatan dari’pemerintah Belanda juga saingan
berat dengan pedagang pada waktu itu./Hambatan formal dari pemerintah Belanda
tampak dengan jelas dengan diterapkannya peraturan Koperast No. 431 tahun
1915. Dalam Undang-undang int; svarat adminsitratif untuk'mendirikan koperasi
dibuat sangat berat. Tetapi*-peraturantersebut ‘tidak bertahan lama. Setelah
dibentuknya panitia koperasy vang diketuai oleh Di.H. J. Boeke tahun 1920,
peraturan itu ditinjau dan diganti dengan peraturan Koperasi No. 91 tahun 1927
yang menetapkan peraturan yang lebih longgar untuk pendinian koperasi. Setelah
itu perkembangan koperasit menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan
[Baswir, 1997b : 31-32].  Sebagai puncaknya, dalam suatu kongres Partai
Nasional Indonesia tahun 1932, semangat baru ini memuncak untuk mendtrikan
koperasi-koperasi di Indonesia dan mengembangkan yang sudah ada, dengan

didorong oleh adanya Undang-undang Koperasi tahun 1927 yang diperuntukkan
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khusus bagi golongan Bumi Putra dan adanya Jawatan Koperasi yang dibentuk
sejak tahun 1930 dengan dipimpin oleh Dr. H J. Boeke, di dalam lingkungan
Departemen Dalam Negeri [Pramono, 1986 : 54].

Kemudian pada tahun 1935 Jawatan Koperasi dipindahkan dari
Departemen Dalam Negen ke Departemen Ekonomi dan diperluas lingkupnya
menjadi Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri tahun 1939
disebabkan karena koperasi masih perlu bimbingan, penyuluhan dan pengarahan
dan pemerintah [Pramono, 1986 : 55}

Setelah Jepang mendarat dinlndonesia tahun 1942, peranan koperasi
berubah lagi. Koperasi mengalami kemunduran terjadi penggantian Undang-
undang schingga peraturan Koperasi((tahun 1927/ No. 91 tidak berlaku lagi. Atas
perintah Jepang didirtkan “kumiai” yaitu koperasi model Jepang yang dijadikan
alat oleh Jepang “untuk mengumpuikan “hasil "bumi” darn “barang kebutuhan
pemerintah Jepang dan hal imi ‘sangat-merugikan\perekonomian rakyat Indonesia
[Chaniago, 1984 : 117]~ial imi_menjadikan .s€émangat, berkoperasi menjadi
semakin menurun.

Saat Jepang kalah perang dengan sekutu, maka Bangsa Indonesia
memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari
sesudahnya disahkan UUD 1945, vyang menjadi semangat baru untuk
menggerakkan koperasi karena koperasi mendapat landasan hukum yang kuat
dalam UUD 1945 pada pasal 33-nya, semangat koperasi ditempatkan sebagai

semangat dasar perekonomian Bangsa Indonesia dan akan disusun suatu sistem
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perckonomian usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dan sebagaimana
dikemukakan Bung Hatta bahwa koperasi dinyatakan sebagai bangun perusahaan
yang scsuai dengan sistem perekonomian yang hendak dikembangkan itu {dalam
Baswir, 1997b : 34].

Kemudian tanggal 12 Juh 1947 d Tasikmalaya, Jawa Barat
diselenggarakan Kongres Koperasi Indonesia vang pertama (hari Koperasi
pertama), di antara Kkeputusan penting yang dihasilkan adalah pembentukan
organisasi SOKRI (Sentral Organisasy,Koperasi Republik Indonesia) dan
menetapkan tanggal 12 Juli sebagar HarinKoperasi fAnoraga dan Widiyanti, 1998 :
42], yang bermakna sebagai hari-bertekad dari'seluruh Bangsa Indonesia untuk
melaksanakan kegiatan perekonomian meialui koperasi [Pramono, 1986 : 571.

Pada periode 1950-1960 atau yang dikenal sebagai periode “ekonomi
liberal”, koperasi harus berjuang keras'melawan kekuatan ckonomi lain sehingga
banyak koperasi yang macet. ‘Namun.telah™ada‘Konsolidasi organisasi koperasi
dan tingkat daerah sampais nasional. Pada tanggal 12 Juli 1953 diselenggarakan
Kongres Koperasi Indonesia Il di Bandung, di antara hasil keputusan adalah
membentuk Dewan Koperasi Indonesia (DKI), sebagai pengganti SOKRI dan
menetapkan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kemudian DKI
mengadakan Kongres 11 di Jakarta pada tahun 1956 dan Kongres [V di Surakarta
pada tahun 1959 [Anoraga dan Widiyanti, 1998 : 42].

Pada periode tahun 1960-1965 atau periode “Ekonomi Terpimpin”,

secara 1diil koperasi mengalami kemunduran dan kehilangan kebebasan karena



45

campur tangan pemerintah yang terlalu besar. Bahkan koperasi dijadikan alat
politik dengan memasukkan konsep Nasakom ke dalamnya, daripada sebagar alat
untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang tercantum dalam Undang-
undang Nomor 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian menggantikan Undang-
undang Nomor 79 tahun 1958. Namun Undang-undang ini tidak sempat
dijalankan.

Pada tanggal 21-24 Apml-1961-di-Surabaya dilangsungkan Kongres
Koperasi V yang disebut Musyawarah Nasional Koperasi (MUNASKOP [). DKI
dirubah menjadi KOKSI (Kesatuan Orgamsasi K operasi Seluruh Indonesia), yang
dijadikan alat pemerintah dan dipimpin langsung oleh Menterni Urusan Koperasi
sejalan dengan pelaksanaan Ekonomi | [Terpimpin/ KOKSI mengadakan Kongres
Koperasi VI (MUNASKOP 1I) pada tahun 1965 di Jakarta [Anoraga dan
Widiyanti, 1998 : 43].

Menjelang runtuhnya "Orde Lama dan pergantian ke Orde Baru, keadaan
bertambah buruk dengan adanya“inflasi yang ‘membumbung tinggi sehingga
makin sulit menyediakan barang kebutuhan anggota.

Sejak lahirnya Orde  Baru, pemernntah Orde Baru bertekad
mengembalikan citra koperasi sesuai dengan kehendak pasal 33 UUD 1945
sejalan dengan tekadnya dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen.

Dalam pada itu terbentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara (MPRS). Ketetapan MPRS No. XXIII / MPRS /1966 yang dibuat
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pemerintah Orde Baru merupakan awal dari gerakan Koperasi Indonesia dalam
berkiprah secara lebih bebas lagi dan disusunnya Pola Pembangunan Koperasi
baik jangka panjang maupun jangka pendek [Sukamdivo, 1999 : 25].

Tanggal 12-17 Juli 1966 di Jakarta berlangsung Kongres Koperasi Vi
yang disebut MUNAS GERKOPIN (Musyawarah Nasional Gerakan Koperasi
indonesia). Kongres in1 menghasilkan keputusan menggantikan KOKSI dengan
Organisasi Kesatuan Gerakan Koperasi-Indonesia. Pokok Perkoperasian pada
tanggal 23 Januart 1970 diresmikan angganan dasar baru dan GERKOPIN diganti
dengan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).

Pada bulan Desember 1967 dikeluarkan’UU No. 12 tahun 1967 tentang
Pokok-pokok Perkoperasian. Dalam| | Konsolidetans Undang-undang ini
dinyatakan bahwa UU No. 14/1965, nyata hendak menyelewengkan landasan,
asas, serta sendi dasar koperasi dari kémurniannya [Anofaga dan Widiyanti, 1998
: 43]. Dengan keluarnya UU No. 12<tahun 1967, koperasi-koperasi yang ada mulai
ditertibkan. Pada akhir [1967, jumlah koperasi_mencapai=64.000 buah, namun
hanya 45.000 yang berbadan hukum dan pada akhir tahun 1968 jumlah koperasi
tinggal 15.000 dan telah sesuai dengan ketentuan UU No. 12 tahun 1967
[Departemen Perdagangan dan Koperasi, tanpa tahun : 145].

Kongres Koperasi VIIl diadakan pada tahun 1968 di Jakarta, juga
MUNAS Koperasi IX tahun 1973, Sedangkan Kongres Koperasi (MUNAS
Koperasi X) diselenggarakan tanggal 7-8 Juli 1977 di Jakarta. DEKOPIN-

DEKOPIN diubah menjadi bentuk kesatuan dan dalam pimpinannya dimasukkan
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unsur  masyarakat, antara lain Perguruan Tinggi agar memberikan nafas
masyarakat ke dalam koperasi [Anoraga dan Widiyanti, 1998 : 43].

Salah satu program pengembangan koperasi yang cukup menonjol adalah
pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD), yang mulai dibentuk sejak
dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1973 tentang BUUD dan KUD. Dan pada
MUNAS X di Jakarta diputuskan untuk menyempurnakan KUD dengan
dikeluarkannya Inpres No. 2 Tahun 1978 tentang penyatuan KUD dan Koperasi
Pertantan ke dalam wadah | (KUD. Kemudian kedudukan KUD sebagai
penghimpun potensi ekonomi( pedesaan’ menjadi lebih mantap dengan
dikeluarkannya Inpres No. 4 Tahun 1984 juga’dikeluarkannya Inmenkop No.
64/inst/M/VI/1988  tentang pedoman|/Pembinaan dan Pengembangan KUD
Mandin.

Pengembangan koperasi menjadi pesat, hal im dapat™ dilihat dari segi
kuantitasnya yang selalu bertambahy-namun' dari’ segi kualitas masih terdapat

PerhIm Ly (€ o
banyak kelemahan. Sehingga dalam | rangka  .méngakselerasi pengembangan
koperasi secara kuantitatif dan kualitatif, pemerintah berupaya mengambil
langkah-langkah strategis dengan mengganti Undang-undang Koperasi No.
12/1967 dengan Undang-undang Koperasi No. 25/1992. Dengan terjadinya
perubahan undang-undang ini juga terjadi perubahan yang cukup mendasar. Baik
pada segi pengertian koperasi maupun pada berbagai aspek teknis
pengelolaannya [Baswir, 1997b : 37]. Dan Undang-undang No. 25/1992 ini masih

berlaku sampai sekarang.
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Demikianlah sejarah perkembangan koperasi baik sejarah awal maupun
sejarah koperasi di Indonesia yang telah mengalami pasang surut dalam
perkembangannya. Namun dapat dikatakan bahwa koperasi lahir sebagai protes
dan sarana untuk melindungi din terhadap pemerasan dan penindasan oleh sistem
ekonomi yang tidak adil, akhirnya berkembang sebagai suatu gerakan dan
malahan sistem ekonomi di samping sistem vang telah ada. Koperasi berhasil
berkembang sebagai gerakan karena memiliki cita-cita yang dilahirkan oleh
ideologi yang dianutnya dan memtliki relevansi sosial dengan masyarakat di mana
koperasi hidup. Koperasi berkembang menjadi; ajaran yang melahirkan mazhab
yang dianut oleh masyarakat banyak negara. “Bahkan di Indonesia diterapkan
sebagai sistem ekonomi seperti (yang (disebutkan dalam UUD 1945 dan
penjelasannya. Semua ini terjadi karena nilai-nilai sosial yang dijadikan asas dan
aspirasi koperasi dan merupakan landasan tanggung jawabsostal karena koperasi
disebut sebagai organisasi ekonomi (rakyat) yang berwatak sosial.

Di samping = negara-negara yvang dikemukakan\di atas koperasi juga
terdapat di negara-negara lain, baik di Eropa sepert: Norwegia, Italia, Spanyol,
Belanda, Polandia, Finlandia dan di Yugoslavia, maupun di negara-negara
Amernka Latin, Canada, Afrika, Asia Barat, dan Australia. Hal ini membuktikan
bahwa koperasi telah berkembang hampir di seluruh dunia.

C. Prinsip-prinsip Koperasi
Perbedaan koperas: dengan bentuk-bentuk perusahaan lain tidak hanya

terletak pada landasan dan asasnya. Namun juga pada prinsip-prinsip pengelolaan
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organisasi dan usaha yang dilakukannya. Prinsip-prinsip ini merupakan
penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianut oleh koperasi. Prinsip-
prinsip koperasi atau yang disebut juga sebagai sendi-sendi dasar koperasi ini
adalah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah pengelolaan dan
usaha koperasi. Prinsip-prinsip ini berperan sangat penting di dalam menentukan
pola pengelolaan usaha koperasi dan merupakan ciri khas koperasi yang
membedakannya dengan organisasi ekonomi lainnya dan membedakan watak
koperasi dari badan-badan lainnya yang bergerak'di bidang ekonomi.

Prinsip-prinsip ini biasanya ‘mengatur_baik mengenai hubungan antara
koperasi dengan para anggotanya, hubungan antar sesama anggota koperasi, pola
kepengurusan organisasi koperasi; tujuan yafg ingin dicapai oleh koperasi sebagai
lembaga ckonomi yang berasas kekeluargaan serta mengatur pola kepengelolaan
usaha koperasi [Baswir, 1997b: 497:

Prinsip-prinsip koperast “yang pertama bersumber dari aturan-aturan
umum yang ditemukan oleh_pelopor-pelopor. Képerasi-Rochdale yang berdiri
tanggal 24 Oktober 1844 di Rochdale, Inggris yang dikenal dengan Prinsip-
Prinsip Rochdale.  Prinsip-prinsip ini telah dijadikan contoh dan pedoman bagi
koperasi di seluruh dunia walaupun telah mengalami perkembangan sesuai
dengan keadaan, waktu, tempat serta kebudayaan setempat.

Namun Dr. Fauguet dalam bukunya The Cooperative Sector (1951),
menegaskan adanya 4 prinsip pokok yang setidak-tidaknya harus dipenuhi  oleh

setiap badan yang menamakan dirinya koperasi, yaitu :
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. Adanya ketentuan tentang perbandingan vang berimbang di dalam hasi!

yang diperoleh  atas pemanfaatan jasa-jasa oleh setiap pemakai dalam
koperasi. Bersumber dari ketentuan itu timbul ketentuan-ketentuan
tentang pembagian sisa hasil usaha, kewajiban penyertaan uang
simpanan untuk partisipasi dalam pembiayaan koperasi, kewajiban 1kut
serta bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian yang terjadi pada
koperasi, atau tkut serta dalam  pembentukan cadangan perorangan
atau cadangan bersama dalam koperasi.

Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para
anggola.

Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan
kesukarelaan.

Adanya ketentuan atau peraturan ientang partisipasi dari pithak anggota
dalam ketatalaksanaan/ dan—usaha’' koperasi [datam Anoraga dan
Widiyanti, 1998 : 11].

Menurut Dr. Fauguet, pnnsipipertama dan kedua mutlak ada dalam

setiap organisasi koperasi, sedangkan prinsip kétiga dan keempat tergantung

kepada keadaan dan kehendak anggota koperasi|

Pada bagian awal telah disinggung bahwa sejarah prinsip koperasi

bermula dan prinsip-prinsip yang dikembangkan-oleh Koperasi Rochdale. Prinsip-

prinsip Rochdale atau 7he Principle-of Rechdale itw'adalah sebagai berkut :

R D

AN

7.

8.

Pengawasan oleh anggota secara demokratis)

Keanggotaan yang terbuka dan sukarela.

Pembatasan atas bunga.

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan
pembelian yang dilakukan pada koperasi.

Penjualan dilakukan sepenuhnya atas dasar tunai.

Penjualan hanya atas barang-barang yang sungguh-sungguh bermutu
dan tidak dipalsukan.

Menyelenggarakan usaha pendidikan bagi anggota sesuai dengan
prinsip-prinsip koperasi.

Netral terhadap politik dan agama [Anoraga dan Widiyanti, 1998 : 12].

Karena penerapan prinsip-prinsip Rochdale di  berbagai negara

disesuatkan dengan kebutuhan koperasi  pada masing-masing negara yang
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bersangkutan, maka hal ini menyebabkan terdapatnya beragam prinsip koperasi di
seluruh dunia. Mengingat keadaan ini maka international Co-operative Alliance
(ICA) mengambil inisiatif untuk merumuskan prinsip-prinsip koperasi vang dapat
berlaku umum. Langkah pertama yang dilakukan ICA adalah membentuk sebuah
komisi yang bertugas merumuskan prinsip-prinsip koperasi. Usaha ini dilakukan
antara tahun 1930 sampai 1934 [Watkins, 1970 : 187-192}.

Melalui kongres ICA di London-pada-tahun 1934, rumusan prinsip umum
Koperasi yang disepakati akhirnya adalah sebagai berikut :

1. Keanggotaan yang terbuka.

Pengawasan dilakukan secara demokratrs.
Pembagian sisa hasil usaha didasarkan atas partisipasi masing-masing
dalam usaha koperast.
Bunga yang terbatas atas madal;
Netral dalam lapangan politik dan‘agama.

Tata niaga yang dijalankan secara tunai.
Menvelenggarakan pendidikan [Baswar, 1997b :55].

SN

~N o B

Dalam kongres ini bebérapa negara menyatakan keberatan terhadap
pencantuman 3 prinsipterakhir; karena banya.cocok diterapkan di negara-negara
yang keadaan koperasinya sangat maju. Hanya 4 prinsip pertama yang diakui
secara penuh sedang 3 prinsip lainnya bersifat fakultatif. Kemudian pada sidang
ICA di Paris tahun 1937, diputuskan pencantuman keempat sendi dasar pertama
sebagai sendi dasar ICA sendiri {Watkins, 1970 :202]. Bahkan dalam kongres
ICA tahun 1948 di Praha, keempat sendi dasar tersebut dijadikan sebagai syarat

bagi sebuah koperasi untuk menjadi anggota ICA. Dan hal ini tercantum dalam

anggaran dasarnya |Watkins, 1970 : 251].
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Dalam pelaksanaan pada anggota ICA di berbagai negara timbul
penafsiran yang berbeda mengenai prinsip-prinsip dasar koperasi karena keadaan
sosial, politik dan ekonomi yang berbeda. Sehubungan dengan hal ini, tahun 1963
di Bournemouth, Kongres ICA menyusun sebuah komisi yang bertugas meninjau
dan mempelajart pelaksanaan prinsip-prinsip dasar koperasi tersebut pada
berbagai anggota ICA. Kemudian hasilnya dibawa dalam Kongres ICA ke-23 di
Wina tahun 1966 [Watkins, 1970-333] Rumusan baru prinsip-prinsip koperasi
hasil Kongres Wina adalah :

Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka.

Koperasi harus diselenggarakan secara demokratis.

Modal yang berasal darisimpanan vang dibatasi tingkat bunganya.

Sisa hasil usaha, jika“ada;~yang berasal dari usaha koperasi harus

menjadi milik anggota.

5. Koperasi  harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggota-
anggotanya, _pengurus, pegawai. koperasi, . serta terhadap  warga
masyarakat pada umumnya.

6. Seluruh organisasi koperasi, baik koperasi pada tingkat lokal, pada

tingkat propinsi, pada tmgkat nasionalydan koperasi di seluruh dunia,

hendaknya menyelenggarakan usaha sesuai dengan kepentingan
anggotanya. Peningkatan pelayanan Kepentingananggota itu hendaknya
dilakukan melalui kerjasama’antarkoperasi;baik secara lokal, nasional,

regional maupun internasional [Baswir, 1997b : 56].

B =

Dan dalam perkembangan selanjutnya, prinsip-prinsip ini diperbaharui
lagi pada Kongres dan Pertemuan Umum ICA, tahun 1995 di Manchester dalam
rangka memperingati Seratus Tahun ICA. Prinsip-prinsip baru yang dirumuskan
adalah sebagai berikut :

Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
Pengawasan secara demokratis oleh anggota.

Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi.
Otonom dan bebas/mandiri.

Lol
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5. Menyelenggarakan pendidikan, latihan dan memberikan informasi di
kalangan anggotanya dalam rangka untuk mengembangkan koperasi.

6. Bekerjasama antar koperasi baik dalam lingkup lokal, regional maupun
internasional.

7. Memperhatikan kepentingan anggotanya [ICA, 1990].

Dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan sendi-sendi dasar koperasi
secara internasional, penyusunan prinsip-prinsip Koperasi Indonesia tidak lepas
dari hal 1tu. Namun perlu disadari sepenuhnya bahwa penyusunan prinsip-prinsip
Koperasi Indonesia harus sesuai—dengan—kondisi dan tingkat perkembangan
koperasi di negeri 1ini.

Sejak pertama kali dikenalkan, peraturan koperasi di Indonesia telah
mengalami delapan kali perubahan, yaitu Peraturan Koperasi 1915, UU Koperasi
1927, UU Koperasi 1933, Peraturan|Koperasi=1949, UU Koperasi 1958, UU
Koperasi 1965, UU Koperasi No. 12/1967 dan terakhir diganti dengan UU
Koperasi No. 25/1992 [Baswir, 1997a : 138 dan 142]. Perubahan-perubahan ini
terjadi karena Peraturan atautUndang=undang tersebut dirasakan tidak sesuai lagi
dengan keadaan, kebutuhan,..dan_usaha [gerakan | koperast untuk mengatasi
permasalahan yang dihadapinya dewasa ini maupun di masa yang akan datang.
Dengan perubahan ini tentu saja juga terjadi perubahan yang cukup mendasar,
baik pada segi pengertian koperasi maupun pada berbagai aspek teknis
pengelolaannya.

Prinsip-prinsip koperast yang termuat dalam pasat 6 UU No. 12 Tahun

1967 adalah :

1 Sifat keanggotaannya suka rela dan terbuka untuk setiap warga negara
Indonesia;
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Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan
demokrasi dalam koperasi:

Pembagian sisa-hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing
anggota;

Adanya pembatasan bunga atas modal;

Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat
pada umumnya;

Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka;

Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan daripada
prinsip dasar : percaya pada diri sendiri [Republik Indonesia, 1997 : 68-
69].

Karena dirasakan bahwa Ul No. 12 Tahun 1967 tidak sesuai lagi dengan

keadaan dan kebutuhan, serta umtuk menghadapi peluang dan tantangan yang

akan dihadapi koperasi, UU No. 12 Tahun 1967 diganti dengan UU No. 25 Tahun

1992 sehingga juga terjadi perubahan pada prinsipprinsip Koperasi Indonesia.

Prinsip-prinsip Koperasi~ Indonesid yang digunakan sekarang adalah

yang termuat di dalam pasal 5 UU No. 25/1992, yaitu :

—

Keanggotadn bersifat sukarela dan terbuka;

Pengelolaan dilakukangecara demokrasi;

Pembagian sisa hasil “usaha-dilakukan\Secara adil sebanding dengan
besarnya jasa usaha masing-masing anggota,

Pemberian balas jasa yang terbatas t€rhadap modal,

Kemandirian; [Republik Indonesia, 1997 : 4].

Selain itu dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi

melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :

1.

2.

Pendidikan Perkoperasian;

Kerjasama antarkoperasi [Republik Indonesia, 1997 : 5].
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D. Tujuan Koperasi

Sebagaimana telah diuraikan di dalam sejarah koperasi bahwa koperasi
lahir sebagai protes dan sarana untuk melindungt din terhadap penindasan,
pemerasan dan perlakuan yang tidak adil dan sistem ekonomi yang telah ada,
maka tujuan utama yang hendak dicapai adalah dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan ekonom:i para anggotanya. Namun demikian dalam rangka
memperjuangkan peningkatan kesejahteraan—ekonomi anggotanya, koperasi
senantiasa berpedoman pada asas<dan prnsip-prinsip 1deal yang telah dirumuskan
schingga kegiatan koperasi juga, diharapkan @ akan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu karena gerakan
koperasi berkembang menjadi gerakan fyang bersifat nasional, maka keberadaan
koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian
tertentu. Bahkan dalam perekonomian Indonesia, Koperasi diterapkan sebagai
sistem ekonomi dengan landasan hukumryang kaat'vaitu pasal 33 UUD 1945 serta
penjelasannya.

Tujuan Koperast Indonesia dapat ditemukan di dalam pasal 3 Undang-
undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992. Menurut pasal 3 tersebut, tujuan
Koperasi Indonesia adaiah :

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan
masvarakat pada umumnya serta tkut membangun tatanan perekonomian
nasional dalam rangka mewujudkan masvarakat yang maju, adil, dan

makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 [Republik
Indonesia, 1997 : 3].
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Berdasarkan bunyi pasal 3 UU No. 25/1992 itu, dapat kita lihat bahwa
tujuan Koperast Indonesia dalam garis besarnya mencakup tiga hal, yaitu :

Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya:

Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat;

lkut serta membangun tatanan perckonomian nasional [Baswir, 1997b :
48].

Dengan ketiga tupuan terscbut dapat dipahami bahwa koperasi
menempati  kedudukan yang penting dan terhormat dalam tata perekonomian
Bangsa Indonesia. Koperasi tidak hanya‘dinvatakan sebagai satu-satunya bentuk
perusahaan vang secara konstitusiondl sesuai dengan susunan tata perckonomian
yang hendak dibangun di negeri int, mamun juga dinyatakan sebagai soko guru
perckonomian nasional.

E. Peranan dan Fungsi Koperasi

Pada sejarah keperasi,/diketahui” bahwapendirian Kgperasi Konsumsi
pertama di Rochdale, Inggris tefitama dimaksudkan untuk membantu para buruh
dalam memenuhi kebutuhan_pokok.dengan_harga. murah karena kondisi sosial
ekonomi yang sangat memprihatinkan. Hal ini juga dapat dilihat dalam kasus
pendirian koperasi di Prancis yaitu untuk menolong para petani dari para
tengkulak karena harga barang yang tinggi akibat dan Revolusi Industrt di Eropa.

Berbicara mengenai fungsi dan peranan koperasi di dalam masyarakat
setidak-tidaknya dapat dikelompokkan ke dalam tiga aliran, sebagaimana
dikemukakan Casselmen vaitu aliran Yardstick, aliran Sosialis dan aliran

Persemakmuran [dalam Baswir, 1997b : 76], namun ada yang membagi menjadi
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lima aliran vyaitu dengan menambahkan aliran Pendidikan dan aliran Nimes

[Anoraga dan Widiyanti, 1998 : 57-58].

1. Aliran Yardstick
Menurut pandangan aliran ini, koperasi sebenarnya tidak banyak melakukan
perubahan terhadap sistem dan struktur perekonomian kapitalis. Fungsi dan
peranan koperasi menurut aliran in1 pada dasamya hanya sebagai tolok ukur
atau penawar atas keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh ekonomu
kapitalis, sehingga sasaran | koperasydalam Suatu masyarakat kapitalis hanya
terbatas melenyapkan praktek persaingan yang tidak sehat yang biasanya
terdapat dalam sistem kapitalis.

2. Aliran Sosiahs
Aliran 1m1 mempunyai pandangan yang agak berbeda dengan pandangan
aliran Yardstick” Aliran ini menganggap bahwa'sistem ekonomi kapitalislah
yang menyebabkan penderitaan-rakyatisehingga harus dirubuhkan, maka
kehadiran koperasi di“dalam'masyarakat Kapitalis harus difungsikan sebagai
kekuatan untuk mengganti sistem perekonomian kapitalis. Sejalan dengan
tujuan itu, maka fungsi dan peran koperasi bagi mereka adalah sebagai alat
untuk mewujudkan masyarakat Sosialis.

3. Aliran Persemakmuran
Aliran in1 mungkin bisa dikatakan sebagai aliran jalan tengah. Aliran ini tidak
memandang sistem ekonomi kapitalis harus dihancurkan, namun di sist lain

juga sepakat bahwa ekonomi kapitalis harus dikoreksi. Menurut aliran i
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fungsi dan peran koperast di dalam masyarakat bukan sekedar tolok ukur,
bukan pula sebagai penawar melainkan sebagai alternatif darn bentuk-bentuk
perusahaan kapitalis. Sehingga menurut aliran 1m koperasi harus ditingkatkan
peranannya, serta dikembangkan sebagai suatu gerakan masyarakat untuk
mewujudkan suatu masyarakat koperasi.

4. Aliran Pendidikan
Aliran int menyatakan bahwa_koperasi pertama-tama dimaksudkan untuk
tujuan pendidikan, baru kemudian tujuan ekonomi.

5. Aliran Nimes
Aliran 1m didasarkan pada- religi dan filsafat. Aliran 1m tudak terlalu
menckankan  pembagian sisa/hasil menurut jasa dan mencakup semua
golongan,

Terlepas dari"pandangan “ahran-aliran“di atas, koperasi pada dasamya
adalah organisasi ekonomi orang-orang.yang memiliki kemampuan terbatas yang
tidak hanya mementingkan. motifickonomi t€tap: juga mempertimbangkan motif
sosial. Berdasarkan kedua motif itu, maka koperasi memiliki dua fungsi penting
vang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu fungsi dalam bidang ekonomi
dan fungsi dalam bidang sosial yang keduanya saling melengkapi satu sama lain,
dan tidak dapat dipisahkan dari hakikat koperasi sebagai sebuah bentuk

perusahaan alternatif
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Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi

Sebagai sebuah organisasi ekonomi, fungsi utama koperasi adalah dalam

bidang ekonomi, namun karena Koperasi berbeda dengan bentuk perusahaan

lain, maka fungsi dan perannya pun berbeda. Fungsi dan peran Koperasi

dalam bidang ekonomi secara khusus adalah :

1)

2)

3)

4)

5)

Menumbuhkan motif berusaha yang lebih mementingkan nilai-nilai
kemanusiaan, schingga keuntungan bukan merupakan motif utama
melainkan pelayanan.

Mengembangkan metode-pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil,
dan ini dilakukan bukan berdasarkan besarnya modal melainkan atas
perimbangan jasa partisipasi masing-masing anggota dalam membentuk
hasil usaha perusahaan.

Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk penguasaan moda lainnya.
Koperasi ‘bukan ‘merupakan._kumpulan | modal-=melainkan kumpulan
orang-orang  sehingga =tujuan / utamanya adalah meningkatkan
kesejahteraan anggotanya.

Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah sehingga
orang-orang dengan kemampuan ekonomi terbatas tetap dapat memenuhi
kebutuhannya dengan harga vang terjangkau.

Meningkatkan penghasilan anggotanya karena keuntungan vyang
diperoleh tidak dinikmati  oleh sebagian orang saja melainkan
dikembalikan kepada para anggota sesuai dengan perimbangan jasa dan

partisipasinya dalam membentuk hasil usaha koperasi.



60

6) Menyederhanakan dan mengefisienkan sistem tata niaga dengan cara
mengurang! kegiatan perdagangan vyang tidak perlu, melindungi
konsumen dari penipuan dan menghiltangkan praktek-praktek perniagaan
yang tidak benar dan tidak jujur.

7 Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan
perusahaan sehingga koperasi memberikan kesempatan kepada para
anggotanya untuk mengetahui  kondisi keuangan perusahaan dan
mengikutsertakan setiap (anggota dalam mengelola dan mengawais
kegiatan perusahaan.

8) Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran atau antara
kebutuhan dan pemenuhan—kebutuhan-sehingga tidak terjadi praktek
penumpukan barang dalam rangka mencan keuntungan yang sebesar-
besarnya.

9) Melatih masyarakat untuk menggunakan/ pendapatan secara efektif,
menumbuhkan kebiasaan, vang baik dalampola konsumsi, membrasakan
hidup hemat dan mengembangkan jiwa membangun bagi kesejahteraan
umat manusia [Baswir, 1997b : 79-80].

b. Fungsi Koperasi dalam Bidang Sosial

Sebagaimana fungsi Koperasi dalam bidang ekonomi, fungsi Koperasi
dalam bidang sosial juga sangat erat kaitannya dengan asas dan prinsip yang
dianutnya. Fungsi dan peran Koperasi dalam bidang sosial adalah :

1} Mendidik anggotanya agar memiliki semangat bekerja sama, baik dalam

menyelesatkan masalah maupun dalam membangun suatu tatanan sosial
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masyarakat yang lebih baik. Koperasi membantu untuk mengembangkan
prakarsa perseorangan untuk mengembangkan martabat dan harga dirinya.

2) Mendidik anggotanya untuk memiliki semangat berkorban sesuai dengan
kemampuan agar terwujud tatanan sosial yang adil dan beradab.

3) Mendorong terwujudnya tatanan sosial yang manusiawi yang dibangun
atas dasar persaudaraan dan kekeluargaan.

4 Mendorong terwujudnya tatanan sosial yang demokratis yang menjamin
terlindunginya hak dan kewajiban; settap/manusia.

5) Mendorong terwujudnya suatu kehidupan -masyarakat yang tentram dan
damai [Baswir, 1997b : 81},

Dari fungsi dan peran yangtelah diuraikan'di atas, dapat diketahui betapa
pentingnya kehadiran  koperasi bagi kemanusiaan., Koperasi dibutuhkan sebagai
sarana untuk memenuhi ekonomi para anggotanya dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat “sekitarnya_juga', sebagai media, unfuk membangun
sistem perekonomian suatu bangsa-dan juga sebagai pendorong terwujudnya suatu
tatanan sosial yang manusiawi dan.demokratis.

Fungsi dan peran koperasi di Indonesia diatur di dalam Undang-undang
Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, imi dilakukan agar Koperasi Indonesia dapat
mengemban tujuan pendiriannya di dalam pembangunan perekonomian
Indonesia. Tujuannya agar pengembangan koperasi di Indonesia dapat memiliki
arah yang jelas sehingga diharapkan koperasi dapat benar-benar mengemban

misinya sebaga? soko guru perekonomian nasional.



Fungst dan peran Koperasi Indonesia sebagaimana tertuang pada pasal 4
UU No. 25/1992 adatah sebagai berikut :

i . Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggota
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh pereckonomian  rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan  perekonoinian  nasional dengan  Koperasi  sebagai
sokogurunya.

4. Berusaha mewujudkan _dan-mengembangkan perekonomian nasional
vang merupakan usahi bersama' berdasar atas asas kekeluargaan dan
demokrasi ekonomi [Republik Indonesia, 1997 : 4.

Berdasarkan uraian di catas‘jelas terlihat bahwa Koperasi Indonesia
memegang fungsi dan peranan yang sangat besar dalam sistem perekonomian
Indonesia, sebagai soko guru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi
rakyat Indonesia dan mempertinggi kualitas kehidupan rakyat Indonesia dengan
mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional.

F. Mekanisme Kerja Koperasi

Latar belakang berdirinya koperasi tidak dapat dipisahkan dari keinginan
masyarakat golongan ekonomi lemah untuk memperbaiki keadaan ekonomi
mereka. Meskipun dengan latar belakang sosial ekonomi dan historis yang
berbeda, berkat keberhasilan para pelopornya semangat koperasi menjalar ke
berbagai negara di duma.

Pendirian koperasi memang tidak dapat dilepaskan dari adanya

kesadaran akan manfaat usaha koperasi. Berkaitan dengan hal ini dalam
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perkembangannya, jenis koperasi cenderung meningkat yang dan tentu saja sangat

dipengaruhi oleh latar belakang pembentukan dan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan latar belakang dan tujuannya, koperasi dapat digolongkan

menjadi beberapa kelompok besar, yaitu : [Baswir, 1997b : 97-107].

1. Berdasarkan Bidang Usaha

Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis jasa yang ditawarkan oleh

Koperasi kepada para anggota.Berdasarkan bidang usaha, koperasi dapat

digolongkan menjadi subgolongan sebagai berikut :

a)

b)

c)

Koperasi Konsumsi

Koperast konsums: adalah koperasi yang berusaha dalam bidang
penyediaan barang-barang -konsumsi | yang|dibutuhkan oleh anggotanya,
yang tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja tempat koperasi
didirikan.

Koperast Produksi

Koperas1  produksi| | _adalah/ | koperasi «..yang—kegiatan utamanya
memproduksi  bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah
jadi. Dan biasanya juga bergerak dalam bidang pemasaran barang yang
diproduksinya.

Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk
membantu para anggotanya untuk memasarkan barang-barang yang

dihasilkannya.
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d) Koperasi Kredit

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi vang
bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya,
untuk kemudian dipinjamkan kepada anggota yang memeriukan modal.
Koperasi kredit juga bertujuan untuk membebaskan anggotanya dari para

rentenir.

2. Berdasarkan Jenis Komoditi

Berdasarkan jenis komoditinya,koperasidibedakan menjadi :

a)

Koperasi Ekstraktif
Koperasi int adalah koperast yang melakukan usaha dengan menggali atau
memanfaatkan sumber-sumber | alam [secara langsung, misal koperasi

pendulangan emas.

b) Koperasi Pertaniian dan Peternakan

Koperasi pertaman melakukan usaha schubungan dengan komoditi
pertanian tertentu, misal_Koperasi Tembakau) | Koeperasi Karet, dan lain-
lain. Sedangkan Koperasi Peternakan berhubungan dengan komoditi
peternakan tertentu, misal Koperasi Unggas, Koperasi Susu, dan
sebagainya.

Koperasi Industri dan Kerajinan

Koperasi kerajinan melakukan usahanya dalam bidang usaha industri atau
kerajinan tertentu, seperti Koperasi Batik, Koperasi Tenun dan

sebagainya.
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d) Koperasi Jasa-jasa

Koperasi ini mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan

memasarkan jasa tertentu, misal Koperasi Jasa Angkutan.

3. Berdasarkan Profest Anggota
Berdasarkan profesi anggotanya, koperasi dapat dibedakan antara lain
a} Koperast Karyawan (Kopkar)
b) Koperasi Pegawai (KP)
c) Koperasi Angkatan Darat (Kopad)
d) Koperasi Mahasiswa (Kopma)
e) Koperasi Pedagang Pasar (Koppas)
f) Koperasi Veteran Republik-Indonesia (Koveri)
g) Koperasi Nelayan dan sebagainya
Namun “dengan adanya penggolongan berdasarkaf profesi ini, maka

secara tidak langsung terjadi‘pembatasan dalam pencrimaan anggota koperasi.
Walaupun keanggotaannya bersifat/terbuka, namun halitu hanya berlaku bagi
mereka yang memiliki profesi yang sama dan yang memuliki profes: berlainan
tidak diterima sebagai anggota, schingga dalam koperasi profesi tidak dapat
dihindari terjadi pemilahan antara pemilik modal yang terdin dan para
karyawan dengan para karyawan koperasi. Hatta mengatakan bahwa jika
dilihat dan sudut prinsip koperasi, maka koperasi profesi tidak dapat

dikategorikan sebagai koperasi dalam arti sebenarnya [Hatta : 1954 : 191].
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4. Berdasarkan Daerah Kerja

Yang dimaksud daerah kerja koperasi dalam hal ini adalah luas sempitnya

wilayah vang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani

kepentingan anggotanya. Berdasarkan daerah kerjanya koperast dibagi

menjadi :

a)

b)

c)

d)

Koperast Primer

Koperasi prnimer adalah keperast—yang beranggotakan orang-orang, dan
biasanya didirikan pada lingkup késatuan wilayah terkecil tertentu, misal
Koperasi Mahasiswa dan Koperast Unit Desa (KUD).

Koperasi Pusat

Koperasi i1 beranggotakan Koperasi-koperasi primer dan berkedudukan
di 1bukota kabupaten_atau kotamadya, misalnya Pusat Koperasi Unit
Desa (Puskud), Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad), dan lain-
lain.

Koperasi Gabungan

Koperasi ini hampir sama dengan koperasi pusat, namun dalam wilayah
kerja yang lebih luas yaitu berkedudukan di ibukota, misalnya Gabungan
Koperas: Batik Indonesia (GKBI).

Koperasi Induk

Koperasi induk beranggotakan koperasi pusat atau gabungan, yang
berkedudukan di ibukota negara. Fungsinya sebagai tempat komunikasi

bagt koperasi-koperasi anggotanya.
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Demikianlah, namun sejalan dengan perkembangannya di berbagai
bidang, saai ini jarang ditemui koperasi yang bergerak hanya di satu bidang usaha
tertentu saja tapi tclah meluas ke berbagai bidang dalam rangka memenuhi
kebutuhan anggotanya. Di satu segi hal ini menggembirakan, namun pada segi
lain juga merupakan kendala serius bagi kesehatan masing-masing koperasi
karena akan memerlukan modal yang sangat besar, padahal hampir semua
koperasi mengalami kendala permodatan; Akibatnya koperasi cenderung tidak
efisien dan kalah bersaing dengan perusahaan lain’

Dalam rangka menjalankan ‘kegiatannya agar koperasi tetap berdiri dan
berkembang dengan baik serta dapat bersaing disektor perekonomian, koperasi
harus memiliki alat perlengkapan, organisasi, |Alat perlengkapan organisasi Ini
merupakan pilar-pilar yang akan__menentukan = keberadaan koperasi. Selain
menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh koperasi, alat perlengkapan
organisasi ini juga merupakan alat yang menentukan cara-cara untuk mencapati
tujuan. Organisasi internal ' dapat ~“diartikan— Sebagai pembagian tugas dan
wewenang sesuai dengan fungsi dan unit-unit yang ada dalam organisasi koperasi
[Sukamdiyo, 1996 : 12].

Dalam bab VI Pasal 21 Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992
ditegaskan bahwa perangkat organisasi koperasi secara keseluruhan terdiri atas -

. Rapat anggota;

. Pengurus; dan
. Pengawas: [Republik Indonesia, 1997 : 10].

L
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Berikut ini akan diuraikan satu persatu dari alat kelengkapan organisasi

tersebut :

I.

L)

Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggr. Sebagar pemegang
kekuasaan tertinggi, maka melalui forum rapat anggota inilah setiap anggota

koperasi akan memakai hak suaranya yang diatur berdasarkan prinsip “saru
orang - satu suara“. Melalui forum inilah para anggota akan memiliki peluang

untuk mempengaruhi jalannya~organisasi, dan usaha koperasi, mengevaluasi
kinerja pengurus dan pengawas koperasi, serta memutuskan apakah koperasi
dapat berjalan terus atau perlu dibubarkan.

Pengurus adalah anggota koperasi yang mendapat kepercayaan dari rapat
anggota untuk memimpin jalannya organisasi'dan usaha koperasi. Pengurus
koperast terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta anggota yang
dipilih oleh Rapat Anggota sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Pengurus
menentukan apakah program kerja yang disepakati dapat dijalankan. Untuk
menjadi  pengurus diperlukan “syarat-syarat tertentu  agar layak memikul

tanggung jawab tersebut.

. Agar koperasi dapat benar-benar mencapai tujuannya, maka pengurus

koperasi harus mengusahakan agar pengelolaan koperasi dapat dilakukan
secara efektif dan efisien sesual dengan peraturan yang berlaku. Salah satu
cara yang ditempuh adalah dengan membentuk dewan pengawas koperasi

sehingga kegiatan koperasi dapat dikendalikan secara lebih memada: dan
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mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan oleh
pengurus. Dengan adanya lembaga pengawas ini, kepercayaan anggota
terhadap koperasi akan meningkat [Baswir, 1997b : 149-178].

Selain ketiga perangkat di atas, apabila dirasa perlu maka dapat diangkat
scorang penaschat atau pembina. Fungsi ini biasanya dijabat oleh personil dari
Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil atau dari PEMDA atau dari Koperasi
Sekunder. Dan yang terakhir manajer yaitupemimpin semua karyawan yang
dimiliki koperasi yang diserahi| 4ugas dan tanggung jawab oleh pengurus. Tugas
manajer adalah mengelola dan menjalankan usaha koperasi sebagai organisasi
ekonomi, namun kedudukannya “hanyalah sebagai pelaksana dari kebijakan yang
ditetapkan oleh RAT, schingga dia|bertanggung jawab terhadap pengurus
[Sukamdiyo, 1996 : 13].

Entang Sastra’ [1985 " : 59] ' memberikan bagan struktur  organisasi

internal dari koperasi, yang akan‘disajikan‘pada gambar 1 berikut ini



RAPAT ANGGOTA

¥

DEWAN PENGURUS
PENASEHAT <— > 1L

¥ PENGAWAS

MANAJER
e e -8
KEPALA UNIT KEPALA UNIT KEPALA UNIT
¥ ¢ ¥ ¢ 7 ¥
KARYAWAN KARYAWAN KARYAWAN

70

Keterangan ssmpganis perintah
——> garis tanggungjawab

Sumber : Sastra [1985 : 59]

Gambear 1 : Struktur/Internal Organisasi Koperasi

Dari bagan struktur organisasi internal di atas, dikemukakan bahwa yang
menjadi titik sentral adalah :Vrapat-anggota;-pengunis-dan-manajer, karena
kegiatan itulah yang menjadi unsus.pokok manajemen koperasi.

Selain organisasi| internal, secara individu, keperasi mempunyai struktur
organisasi eksternal yang secara bersama-sama mengadakan ikatan, yang juga
mempunyai pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran masing-
masing. Ikatan ini dikenal dengan struktur organisasi eksternal koperasi, seperti
koperast primer, koperasi pusat, koperasi gabungan dan induk koperasi. Sesuai
dengan kebutuhan dan efisiensinya, koperasi di tingkat terbawah dapat
membentuk koperasi pusat dan koperasi gabungan. Sedangkan koperast primer

sampai tingkat teratas harus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
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dipisahkan. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 25 tahun 1992 tentang koperasi primer

dan koperasi sekunder, dikemukakan bahwa koperasi gabungan dan pusat adalah

bentuk dari koperasi sekunder [Sukamdiyo, 1996 : 14].

Bagan berikut merupakan gambaran mengenai isi dan luas organisasi dan

ruang gerak masing-masing tingkatan koperasi dalam lingkungan eksternal.

t

Pusat

Koperasi
Gabungan

Tingkat Koperasi
Dati | Gabungan

Koperasi
Gabungan

i
Tingkat Koperasi Koperasi
Dati it Pusat Pusat

Koperasi
Pusat

Koperasi || Koperasi || Koperasi
Primer Primer Primer

Koperasi Koperasi
Primer Primer

Sumber : Sukamdiyo [1999 : 14}

Gambar 2 : Struktur Organisasi Koperasi menuarut Tingkatnya

Dalam rangka mencapat cita-cita, tujuan kepentingan bersama Koperasi

Indonesia dibentukiah satu badan yang disebut Gerakan Koperasi Indonesia.

Bentuk organisasi ini adalah tunggal

dan dibenn nama DEKOPIN (Dewan

Koperasi Indonesia). DEKOPIN ini merupakan tembaga tertinggi yang mewakili

gerakan Koperasi Indonesia, bersifat idiil yaitu menampung dan mengelola segala

aspirasi serta masalah koperasi di Indonesia [Sukamdiyo, 1996 : 15]. DEKOPIN

juga merupakan wadah resmi dari pergerakan koperasi di Indonesia.
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Gambar berikut adalah bagan mengenai struktur organisasi dengan

jenjang vertikal dari DEKOPIN :

Tingkat Nasional ( DEKOPIN PUSAT ]

L\

[ DEKOPIN WILAYAH j

Tingkat Propinsi
{Daerah Istimewa)

ﬁn?;:;ﬁ::ﬁ: o [ DEKGOPIN DAERAH j

[ Koperasi }F(operasi ][ Koperasi }LKoperasi } Koperasin

—

Sumber : Sukamdiyo [1999 : 16]

Gambar 3 : Struktur Organisasi DEKOQRIN




BAB V
KONSEP DASAR BAITUL MAL WAT-TAMWIL

A. Pendahuluan

Bab 1ni akan menguraikan konsep dasar mengenai Baitul Mal wat-
Tamwil (BMT) yang meliputi pengertian dan sejarah BMT dengan kelahirannya
pada masa awal Islam dan latar belakang pendiriannya, prinsip-prinsip BMT,
tujuan pendirian BMT, fungsi dan peranan BMT serta mekanisme kerja BMT.

Adapun tujuan yang hendakdicapai - dalam bab ini adalah untuk
memberikan gambaran secara tepat, mengenai BMT sebagai sebuah lembaga
keuangan syariah. Konsep dasar ini| akan digunakan untuk menganalisis
keberadaan BMT yang saat ini“sedang dikembangkan di Indonesia sehingga
benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.
B. Pengertian dan Sejarah BMT

Secara etimologis istilabil.Bditul Mal berarti "Rumah Uang “ sedangkan
"Baitut-Tamwil “ mengandung-pengertian, RumahPenibigyaan “ Dalam beberapa

literatur Islam dikatakan bahwa istilah BMT (Baitul Mal wat-Tamwil)
sesungguhnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang waktu itu bernama
Baitul Mal (BM). Baitul Mal yang berfungsi sebagai lembaga pengelolaan dana
amanah dan harta dan rampasan perang (ganimah), zakat, dan lain-lain
meskipun saat itu belum terbentuk suatu lembaga yang permanen dan terpisah.

Kebutuhan akan Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW belum begitu besar
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disebabkan standar kehidupan yang relatif sederhana, selain itu juga karena
realitas berikut ini

8 [ertama, belum adanya pegawai yang selalu menunggu gaji tetap. Setiap yang
menunaikan pekerjaannya mengambil upah darinya, semisal amil zakat
mendapat bagian dari zakat sebagai upah atas pekerjaannya dan orang yang
berperang maka baginya harta rampasan;

B Kedua, harta orang-orang kaya dan umat Islam dianggap sebagai penghasilan
untuk menyebarkan dakwah Islamiyahsehingga Ketika ada kesulitan menimpa
umat, Rasulullah SAW mengajak orang-orang kaya untuk bersedekah di jalan
Allah  dan membantu kebutuhan yang lainfbahkan menbantu kebutuhan
perang seperti menanggung makan/keluarganya, memberikan senjata dan
bekal (kuda dan makanan) serta pakaian {Syalabi, 1987 : 163].

Berdasarkan reahitas 'di /atas, terlihat.bahwa kéberadaan Baitul Mal
belum terlalu dibutuhkan padajmiasa) Rasujallahy SAW. Hal ini berlanjut pada
masa  khalifah  Abu  Bakar..ra.,. disebabkan,-karena singkatnya masa
pemerintahannya  dan tidak cukup untuk melakukan perubahan-perubahan
peraturan dan kebijaksanaan yang sudah berjalan pada masa Rasulullah SAW,
juga karena banyaknya yang menolak membayar zakat pada pemerintahannya.
Abu Bakar ra. juga berjuang memerangi mercka sehingga beberapa sumber
pendapatan pada masa Abu Bakar ra. tidak mencukupi, kecuali sejumlah
seperlima dari ganimah dari Iraq dan Syiria. Pada masa Abu Bakar r.a., Baitul

Mdl digerakkan di lingkungan khalifah dan dikumpulkan melalui zakat, jizya,
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ganimah atau pajak tanah. Dan dalam periode Abu Bakar r.a. yang singkat
terkumpul sebanyak 200.000 dirham [Zaman, 1991 : 143].

Kelembagaan Baitul Mal secara mandiri sebagai lembaga ekonomi
berdiri pada masa khalifah Umar bin Khattab ra. Hal in1 disebabkan karena
lamanya masa pemerintahannya juga karena wilayah kekuasaan Islam telah
meluas ke Parsi, Syam dan Mesir, sehingga urusan negara Islam menjadi
bermacam-macam dan keuangan negara juga bertambah. Berkaitan dengan hal ini
maka diperlukan peraturan-peratusan baru untuk mengatasi kesulitan-kesulitan
yang dihadapi negara Islam danuntuk meningkatkan langkah-langkah ke depan
maka didinkanlah Baitul Mal oleh-khalifah Umar bin Khattab r.a. [Syalabi, 1987 :
165]. Al Mawardi menceritakan——Dan pertama-kali yang mendirikan diwan
(kantor) dalam negara Islam adalah Umarr.a., dikatakan karena Abu Hurairah
datang dan Bahrain. Maka Umar berkata: Membawa apa kamu datang 7 Abu
Hurairah menjawab : Saya membawa limt ratus ribu dirham. Maka Umar kaget
dan mengulangi bertanyas, [Apakah kamu| sadariapa yang kamu katakan 7 Abu
Hurairah menjawab : Ya, seratus ribu lima kali. Maka Umar pun naik ke mimbar
dan berkata (berpidato) : Wahai manusia telah datang kepada kita harta yang
banyak, jika kalian mau maka kami takarkan buat kalian dan jika kalian mau
maka kami hitungkan buat kalian [Mawardi, 1973 : 198 dan Yusuf, 1392 H : 53].

Ibnu Khaldun menambahkan bahwa mereka (umat Islam) capek dalam
membagikan harta 1tu kepada yang berhak menerimanya, maka Khalid bin Walid

mengusulkan untuk dibentuk diwan (kantor) dan dia berkata : Saya melihat raja-
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raja Syam mendirikan diwan, maka diterima usul itu oleh Umar r.a. [Khaldun,
tanpa tahun : 170-171].

Keberadaan diwan  imi dibutuhkan Umar r.a. untuk menyimpan
pendapatan negara yang mehputi apa saja yang berhubungan dengan harta negara
yang berasal dari pajak tanah, sadagah, usyru (sepersepuluh) dan akhmas

(seperlima), jizya dan lain-lain. Dan dinamakan Baitul Mal dengan "/ diwan al
sapu*  atau “diwanul amwal* yang merupakan asal mula kantor-kantor dan

tugasnya adalah menetapkan semua yang dimiliki oleh Baitul Mal dari uang,
tanah dan hewan sebagaimana juga menetapkan bagian rezeki bagi tentara, para
qadi dan apa-apa yang lazim daripada  perbekalan dan persenjataan dan lainnya
yang dibelanjakan untuk kemaslahatan umum [Zaedan, tanpa tahun : 221-222].
Syariat Islam telah menetapkan peraturan-peraturan untuk mengatur
keuangan dalam Islam. 'Allah tefahl.menerangkan | pembagianszakat, seperlima
ghanimah dan al fai tapi tidak menérangkan pembagian lainnya. Kemudian bagian
Rasul setelah wafatnya dibenkanuntuk kemaslahatan umat Islam, dalam hal ini
diberikan kesempatan bagi para wali untuk membagikan sesuai hajat yang
dibutuhkan. Dan Umar ra. membagikan zakat dan seperlima ganimah serta fai
sesuai dengan syariat Islam, dan dia menyimpan selainnya di Baitul Mal yang bisa
dipakai untuk keperluan lainnya dan gaji pegawai sepanjang tahun. Demikianlah
pertumbuhan awal menteri keuangan dalam negara Islam [Syalabi, 1987 : 168].
Selanjutnya pada masa Usman bin Affan ra., dia tidak merubah

kebijakan-kebijakan pada masa Umar r.a., barulah pada masa Ali ra. terjadi
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beberapa perubahan berkaitan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
Namun yang jelas keuangan Islam pada masa khulafaurrasyidin telah mencapat
puncaknya, dengan surplus pada pendapatan negara, sebagaimana penghasilan
dari pajak di Kufah saja pada masa Umar mencapai 100 juta dirham, dan pada
waktu itu distribusi pendapatan telah dilakukan dengan adil dan merata [Syalabi,
1987 . 168]. Dan hal ini juga berlanjut pada masa kejayaan Islam yaitu masa
Dinasti Abbassiyah dan Umayyah, Baitul Mal telah menjadi institust yang cukup
vital bagi kehidupan negara. Ketika itu Baitul Mal telah menangani bermacam-
macam urusan dari penarikan zakat, (juga pajak), gonimah sampai membangun
fasilitas umum seperti jalan, jembatan, menggaji tentara, pejabat negara serta
membangun fasilitas umum lainnya<“{Ensiklopedi Islam, 1994 : 222-224]
Berdasarkan sejarah di atas, maka dalam hal ini keberadaan Baitul Mal tidak bisa
diabaikan dan bila dipersamakan dengan-saat imi, maka Baitul ' Mal dalam sejarah
[slam dapat dikatakan menjalankan fungsi /sebagai Departemen Keuangan,
Ditjend Pajak, Departemen~Sesialy, Departemen~Pekerjaan Umum dan lain-
lainnya.

Secara terminologi, istilah Baitul Mal wat-Tamwil merupakan gabungan

dart “Baitul Mal* dan Baitut-Tamwil*. Baitul Mal adalah suatu lembaga keuangan

Islam dengan kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) yaitu
menghimpun dan mendistribustkan dana zakat, infaq, sadaqah (Z1S) dan sumber
lain yang halal tanpa mengambil keuntungan. Sedangkan Baitut-Tamwil adalah

lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana
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masyarakat dan bersifat profit motive. Penghimpunan dananya diperoleh melalui
simpanan pthak ketiga dan penvalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan
atau investasi yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah {Widodo dkk, 1999 :
81].

Walaupun Baitul Mal dan Baitut-Tamwil mempunyai definisi dan fungsi
yang berbeda, namun dalam operasinya tidak harus merupakan badan yang
terpisah  tetapi saling mendukung dan berhubungan. Misalnya, sebagian
keuntungan Bartut-Tamwil, baik dari lembaga maupun anggota yang sudah nisab
dimasukkan ke kas Baitul Mal begitu pula kelebihan dana di Baitul Mal dapat
distimpan di Baitut-Tamwil sehingga assetnya makin besar sekaligus memperkuat
likuiditasnya [P3UK, 1995 : 5].

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal wat-
Tamwil adalah institusivatau, lembaga “keuangan nonbank yang di dalamnya
tercakup dua jemis kegiatan sekaligus, vaitu, kegiatan  pengumpulan dana dari
berbagai sumber (sepertirzakat;“infaq, sadagah; dan laipslain) untuk kemudian
disalurkan kepada yang berhak menerimanya dengan tujuan mengatasi
kemiskinan dan kegiatan produktif dengan memberikan pembiayaan kepada
usaha-usaha yang menguntungkan dalam rangka memberi nilai tambah serta
mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Di Indonesia, lembaga keuangan Baitut-Tamwil (BT) mulai dikenal
pada sekitar tahun 1980-an, yakni dengan didirikannya Baitut-Tamwil (BT)

Teknosa di Bandung dan Baitut-Tamwil (BT) Ridho Gusti di Jakarta. Namun
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sayangnya kedua lembaga tersebut tidak dapat bertahan lama, sebelum sempat
berkembang [P3UK, 1995 : 1]. Meskipun dengan bentuk yang berbeda namun
memiliki persamaan dalam tata kerjanya, pada awal tahun 1990-an berdiri tiga
BPR (S) diJawa Barat yaitu PT. BPR (S) Dana Mardhatilla, PT. BPR (S) Berkah
Amal Sejahtera dan PT. BPR (S) Amanah Rabbaniah [Adnan, 1999].

Kemudian untuk menindaklanjuti Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang
dikeluarkan Pemerintah pada tahun 1988 yang berist mengenai liberalisasi
industri perbankan, para ulama berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga.

Setelah adanya rekomendasi dan;Lokakarya, Ulama tentang "Bunga Bank dan
Perbankan« di Cisarua Bogor padal |tanggal 19-22 Agustus 1990 dan

diberlakukannya UU No. 7. tahun. 1992 tentang perbankan, dengan
diakomodasikannya perbankan bagi hasil, maka didinkanlah Bank Muamalat
Indonesia (BMI) ‘sebagai 'bank umum Syamah pertama-di.Indonesia [Anfin,
1999b : 1] pada bulan Juni| 1992 [P3UK,1995 #2]. Pendirian BMI im dukuti
dengan meningkatnya jumiah BPR(S))Namun..BMIL dan BPR(S) masih dirasakan
kurang mencukupi karena dianggap bahwa kedua jenis bank syariah tersebut
belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Hal disebabkan
beberapa kendala, baik karena peraturan perundang-undangan, perijinan yang
memerlukan waktu cukup lama, rumit dan sulitnya memobilisasi dana lokal maka
dibanguniah lembaga keuangan simpan pinjam yang lebih mikro yang dikenal
dengan nama Baitul Mal wat-Tamwil (BMT){Arifin, 1999a).

BMT pertama berdin pada awal tahun 1992 vyaitu BMT Bina Insan
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Kamil di Jakarta. Lembaga keuangan non perbankan int mengenalkan konsep bagi
hasil dalam bentuk mudarabah, murabahah, musyarakah dan bai bisaman ajil juga
konsep qgardul hasan. Perkembangan ini ditkuti dengan munculnya Baitut-Tamwil
di Semarang dengan prinsip yang sama [Widodo dkk, 1999 : 37].

Tahun 1993 muncul lembaga kemanusiaan Dompet Dhuafa Republika
(DD). Lembaga ini menghimpun sumbangan berupa ZIS (zakat, infak dan
sedekah) dari pembaca Republika dan menjadi lembaga pemberdayaan karena
mengedepankan visi pengembangan ekonomi” 'yang sesuat dengan konsep BMT.
Dan akhimya DD meng-go publicckan BMT.,Pada awal 1995 telah tumbuh
sekitar 60-an BMT di lingkungan. DD. Menjelang akhir 1995, muncul Pusat
Inkubast Bisnis dan Usaha Kecill 4PINBUK) yang mempunyat tugas
memberdayakan pedagang gurem dan menengah. PINBUK berada di bawah
organisast induk Yayasanwnkubasi | Bismis.dan-Usaha Kecil (YINBUK). Strategi
PINBUK juga menggunakan BMT_scbagai Jini terdepan. Kini, sukar menghitung
secara akurat jumlah BMT pyang telahjtumbuh.di-indongsia. Konon BMT yang
ada sckarang berkisar antara 3.000 lembaga [Widodo dkk, 1999 : 38] sedangkan
di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2000 tercatat 57 unit BMT binaan
PINBUK [Dokumen PINBUK DIY : 2000} dan 9 unit BMT binaan Dompet
Dhuafa [Dokumen PUSKOPFESY Dompet Dhuafa Yogyakarta : 2000].

D1 dalam pelaksanaannya, keorganisasian BMT direkayasa menjadi
lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi rakyat kecil untuk bersaing di

pasar bebas. BMT berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, tagwa dan
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materi secara optimal sehingga diperoleh efisiensi dan produktifitas yang
membantu para anggotanya bersaing secara efektif.
C. Prinsip-prinsip BMT
BMT adalah lembaga keuangan bukan bank dalam skala kecil yang
pengelolaannya berdasarkan syariah. Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah
dalam operasionalnya BMT hendaknya mengembangkan aplikasi dari prinsip-
prinsip Islam dan syariah dengan prinsip-prinsip utama yang mengacu pada
prinsip-prinsip yang dianut oleh bank Tslam.
Prinsip-prinsip bank Islam-adalah: [Aziz, 1990 : 2-6}
1. Larangan riba
Riba dalam Islam hukumnya haram‘sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an
dan Hadis :

B QS. Al-Baqarah (2) : 275-279; yang ‘astinya : Qrang-orang yang makan
(mengambil) “riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang
vang kemasukan syaifun.ldntarag\ (t¢kanan) penyakit gila. Keadaan
mereka yang demikian™"itw ~adalal disebabkan mereka  berkata
(berpendapat), sesungguhnya~jual beli=itirsamasdengan riba, pudahal
Allah telah menghalalkanjialbeli dan.menghardmkan riba. Orang-orang
yang  tclah sampai kepadanya  larangan dari Tuhannva, lalu ferus
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diampiinva
dahulu (sehelum  datang larangan); dun urusannya (terserah) kepada
Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah
penghuni-penghuni  neraka;  mereka  kekal di  dalamnya.  Allah
memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai
setiup orung yang ltetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal suleh,
mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala
di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak
(pula) mercka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah
kepuda Allah dan tinggalkan  sisa riba (vang belum dipungut) jika kamu
orang-orang  yang  heriman.  Maka  jika kamu  tidak  mengeriakan
(meminggulkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nyva



akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan ribu),
muka bagimu pokok hartamu; kamu tidek menganiaya dun tidak (pula)
dianiaya [Departemen Agama, 1989 : 69 - 70].

B QS. Ali Imran (3) : 130 yang artinya : Hai orang-orang yang beriman,
Jjanganlah kamu memakan riba dengan berlipat gandu dan bertukwalult
kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan [Departemen
Agama, 1989 : 97].

B QS. Ar-Rum (30) : 39 yang artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang
kamu berikun agar dia menumbeh pada hartu manusia, moka riba it
tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupu
zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (vang

berbuat demikian} itulah orang-orang-yang melipatgandakan pahalanya)
[Departemen Agama, 1989 . 647].

B Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Jabir bahwa
Rasuluilah SAW bersabdar : dllafi meluknut pemakan riba dun  yang

memberi makannya, penulisnya dan kedua saksinya, mereka semuanya
sama [Muslim, 1981 : 26].

M Hadi§ Riwayat Bukhari dan<Ahmad dari*Abu Said berkata : Rasullullah
SAW bersabda : FEmas dengan Emas, Perak dengan Perak, Gandum
dengan Gandum dan Garam dengan Garam sama-sama dari langan ke
tangan. Sidpa \yang menambahkun atau, minta ditambahkan sungguh ia
teluh berbual ribu. Pengambil dan Pemberi sauma [Mushm, 1981 : 14 -15].

2. Mengutamakan dan mempromosikan-perdagangan dan jual beli
Hal ini berdasarkan !

B QS. Al-Bagarah (2) : 275 yang menyatakan : padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba [Departemen Agama,
1989 : 694.

M QS. An-Nisa (4) :29 yang menyatakan : Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
bathil, kecuali dengan jalun perniagaan yang berlaku dengan suka sama
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;

sesungguhnva  Allah adalah Maha Penyayans: kepadamu [Departemen
Agama, 1989 : 122].



W Perhatikan pula QS. Faathir (35):29-30; Ash-Shaft (61): 10-11 dan At-
Taubah (9 111,

W Hadis Riwavat lbnu Majah, dari Ibn Umar berkata @ Rasulullah SAW
hersubda © pedugung vang muslim, jujur dan dupat dipercava, bersama
para svuhada puda hari kiamat [Majah, tanpa tahun : 723].

3. Keadilan

Keadilan adalah salah satu nilai yang esensial di dalam [slam, bahkan di

dalam al-Qurian ditegaskan keadilun febih dekat pada ketakwaan (QS. Al-

Maidah (5) : 8). Juga berdasarkan :

® QS An-Nahl (16) : 90 yang artinya : Seswngguhnva Allah menvuruh
kamu berlaku adil dun berbuat kébajikan, memberi kepada kaum kerabat,
dan Allah  melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.
Dia  memberi  pengajaranll kepadamu agar kamu  dapat  mengambil
pelajaran [Departemen Agama, 1989 : 415]

B Juga perhatikan QS. Al Israa’ (17)+16;An-Nisa (4) : 160-161; Al-An’am
(6):152.

W Hadi§ Rasulullah SAWY yang- dintwayatkan "Mushin;=dari Abu Dzar,
Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah berfirman ; Walii hantbaKu

sesungguhnva  Aku mengharamkup—dculm/ atas  JdirikKu dan Aku
Judikannyva haram_ diantaramu. Maka janganifalt berfaku d-ulm [Mushm,
1996 : 179].

4. Kebersamaan dan tolong menolong

B QS. Al Ma-idah (5) : 2 vang artinya : Dan tolong menolonglah kamu
datam mengerjukan kebajikun dun takwa, dan jangan tolong menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran [Departemen Agama, 1989 : 157].

B Hadi$ Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Nu‘man bin

Basyir berkata : Rasulullah SAW bersabda perumpamaan orang mukmin
dalum saling mencintai, mengasihi dan berlemah lembut (menyavangi)
seperti satu fubuh, jika satu anggota  darinya sakit maka semua
mierasakannya [Mushim, 1996 : 182].
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1. Saling mendorong untuk meningkatkan prestasi

® QS. An-Najm (53) : 39-41 vang artinva . “dan bahwasanya scorang
manusia tiada memperoleh seluin apa yang telah diusahakannya. Dan
buhwasanya  usahanya itu  kelak akan diperlihatkan (kepadanva).
Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling
sempurna” [Departemen Agama, 1989 : §75].

B Hadis Rasulullah SAW yang dirtwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah
berkata : Rusulullluh SAW bersabda : Sesungguhnya yvang paling baik dari
apa yang dimakan seseorang adalah vang berasal dari apa vang dia
kerjakan, dan sesungguhnya apa yang dimakan anaknya yang paling baik
adalah yang berasal dari pekerjaannya [Majah, tanpa tahun : 723].

Lebih luas lagi Metwally [1993 : 116=117] menguraikan bahwa bank

Islam dt dalam operasionalnya harus mendasarkanpada :

[y

Pelarangan riba dalam segala bentuk transaksi.

Perusahaan bisnis dan dktivitas perdagangan yang mendasarkan pada
keuntungan yang adil dan-masuk akal-

Penarikan dana dan pard'tcnaga mengambil dari negara-negara Islam.
Membangun kebiasaan menabung di antara pribadi-pribadi muslhim.
Memajukan persaingan.

Memberikan zakat.

Bekerjasama antara bank-bank Islam di berbagai negara untuk
membantu perkembangan, pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial
masyarakat muslim.

b2

N e

Sedangkan dalam Pedoman—~Cara Pembéntukan BMT [PINBUK, tanpa
tahun b : 3], dikatakan bahwa BMT melaksanakan kegiatan dan fungsinya
berdasarkan prinsip utama secbagat bertkut

1. Keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dengan
mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke
dalam kehidupan nyata;

2. Keterpaduan (kaffah) di mana nilai-nilai  spinitual berfungsi

mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis,

proaktif, progressif, adil dan berakhlak mulia;

Kekeluargaan/koperasi,

Kebersamaan;

Kemandirian;

ok
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6. Profesionalisme; dan

Istigomah : konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti
dan tanpa pernah putus asa. Seteluh mencapai suatu tahap, maju ke
tahap berikutnya; dan hunva kepuda Ailah kita berharap.

~

Karena BMT mengacu pada bank Islam, maka BMT dalam menjalankan

usaha komersialnya, BMT mempunyai prinsip operasional yang sama dengan

bank Islam dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia [Perwataatmadja dan

Antonio, 1992 : 88], yaitu :

1.

Sistem Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistemilyang meliputi tata cara pembagian hasil usaha
antara penyedia dana dengan pengelola’ dana; baik antara BMT dengan
penyimpan dana maupun antara BMT dengan anggota (nasabah) penerima
dana. Dalam sistem bagi hasil:ini pada dasarnya adalah penentuan proporsi
berbagi keuntungan pada saat akad dilakukan. Kejadian atau pelaksanaan
berbagi keuntungan ini dilakukan pada saat keuntungan telah tersedia dan
telah tampak menurut proporsi~pembagian vang telah disepakati.

Sistem Jual Beli

Sistem ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli,
dalam hal 1ni BMT mengangkat anggota (nasabah) sebagai agen BMT untuk
melakukan pembelian barang atas nama BMT. Kemudian BMT akan
bertindak sebagai penjual barang tersebut kepada anggota (nasabah) dengan
harga senilai harga beli ditambah keuntungan bagi BMT. Dalam sistem jual

beli i dapat dilakukan dengan cara membayar tangguh, yaitu barang
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tersebut telah dimanfaatkan dan telah menghasilkan uang yang akan dibayar
sesual jadwal yang disepakati dan melalu1 analisa atas usaha yang telah
dilakukan.

3. Sistem Fee (Jasa), adalah meliputi seluruh layanan nonpembiayaan yang
diberikan oleh BMT.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diuraikan di atas, maka jelas
terlihat bahwa BMT merupakan sebuah lembaga keuangan yang berlandaskan
syariah Islam. Ini berarti sistem dan operasi BMT mengikuti tata cara berusaha
maupun perjanjian berusaha berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.
Dalam hal ini prinip-prinsip itu -merupakan pedoman pokok dalam setiap gerak
langkah pengelolaan dan usahal yang.dijalankan BMT sehingga akan tampak
dengan jelas cin utamanya sebagal sebuah lembaga keuangan syariah yang
membedakannya dengan lembaga/keuangan.yang.bukan berdasarkan syanah.

D. Tujuan BMT

Berdasarkan sejarah .awal pertumbuhannya,; BMT pada masa Rasuluilah
SAW dibentuk dengan tujuan sebagai tempat untuk mengelola keuangan negara
yang meliputi sumber pemasukan dan pengeluaran keuangan negara [Widodo,
dkk, 1999 : 84]. Lebih jelas lagi Zaedan menyatakan bahwa Baitul Mal meliputi
apa saja yang berhubungan dengan harta negara dar pajak, tanah, sadaqah, usyru
(sepersepuluh) dan akhmas (seperlima), jizya dan lain-lain. Selain itu juga
menetapkan bagian rizki bagi tentara, para gadi dan apa-apa yang lazim daripada

perbekalan dan persenjataan dan lainnya yang dibelanjakan untuk kemaslahatan



87

umum [Zaedan, tanpa tahun : 221-222].

Sedangkan di Indonesia, scbagaimana telah diuraikan bahwa BMT
mutlak diperlukan sebagai sebuah lembaga keuangan bagi pengusaha kecil dan
mikro yang benar-benar amanah dan sesuai dengan aturan-aturan syariah, maka di
dalam pendinannya BMT mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan
dibentuknya BMT didasarkan sebagai manifestasi ibadah yang semata-mata hanya
untuk mendapatkan ridho Allah SWT [P3UK, 1995 : 5]. Sedangkan tujuan BMT
menurut PINBUK yang memuat Peraturan’Dasar \& Contoh AD - ART BMT
adalah untuk meningkatkan kesgjahteraan jasmaniah dan rohaniah serta posisi
tawar anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui kegiatan
ekonomi dan kegiatan pendukung lainnya-{PINBUK, tanpa tahun a : 2].

BMT merupakan lembaga pérekonomian umat yang berperan aktif dalam
meningkatkan kualitas hidup masyarakat (khususnya anggota) yang harus mampu
berperan  sebagai khalifah | Allai  di sbumi untuk memakmurkan dan
mensejahterakan kehidupan ;anggota-pada jkhususnya, dan umat manusia pada
umumnya secara lahir batin serta membangun tata perekonomian vyang
berlandaskan syariah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan
makmur yang diridhor Allah SWT.

Lebih luas lagi BMT harus mempunyai tujuan sebagai berikut :

I. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya para
pengusaha kecil dan mikro.

2. Meningkatkan produktifitas usaha dengan memberikan pembiayaan
kepada para pengusaha kecil yang membutuhkan dana.

Membebaskan umat/pedagang/pengusaha  kecil dari cengkeraman
bunga dan rentenir.

w2



88

4. Menmngkatkan kwalitas & kwantitas kegiatan usaha, di samping
meningkatkan kesempatan kenja & meningkatkan penghasilan umat
Islam.

5. Menghimpun dana umat Islam yang selama ini enggan menyimpan
dananya (uangnya) di bank-bank/lembaga keuangan yang masth
menggunakan bunga.

6. Dan tujuan lainnya yang mcngarah kepada perbaikan ckonomi umat
Islam [P3UK. 1995 : 5-6].

Dengan demikian BMT merupakan lembaga pendukung usaha ekonomi
rakvat kecil yang dijalankan dengan berdasarkan konsep dan prinsip syariah Islam
yang merupakan salah satu Jlembaga—yang. berperanan penting  untuk
meningkatkan perekonomian umat walau dalam skala kecil.

E. Peranan dan Fungsi BMT

Berdasarkan tujuan BMT”yang telah diuraikan di atas, maka keberadaan
BMT sebagai salah satu lembaga-keuangan sangat dibutuhkan dalam rangka
mengembangkan perekonomian umat.

BMT adalah lembaga keuangan bukan bank dalam skala kecil yang
mempunyai dua fungs: utama, yaitu Baitul Mal'(BM) yang berfungsi sosial vang
berperan sebagai amil! lyang.mengumpulkan. kekayaandari berbagai sumber
seperti zakat, infag, sedekah dan lain-lain yang kemudian dapat didistribusikan
kepada yang berhak dengan tujuan  mengentaskan kemiskinan dan Baitut-
Tamwil yang berfungsi bisnis seperti layaknya lembaga pembiayaan vang
menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan yang merupakan kegiatan

produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan

ekonomi ummat,
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Selain itu dalam rangka pencapaian tujuannya, di dalam Peraturan Dasar
BMT pasal 12 telah diuraikan peranan dan fungsi dar pendirtan BMT. Adapun
peranan BMT adalah sebagai :
. Motor penggerak perekonomian masyarakat lapisan bawah

. Ujung tombak pelaksanaan sistcm ckonomi syariah
. Penghubung antara agnia dengan duafa [PINBUK, tanpa tahuna : 3|

Ll D =

Sedangkan fungsi BMT adalah untuk :

I. Mempertinggi kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan
[siami  schingga semakin—utuh—dan,_ tangguh dalam beribadah
menghadapi tantangan global

2. Mengorgamsir dana schifhgga beérkembang dan berputar di masyarakat

lapisan bawah

Mengembangkan kesempatan kerja

4. lkut menata dan memadukan program/lpembangunan di masyarakat
lapisan bawah

5. Memperkokoh usaha anggota [PINBUK tanpa tahun a : 3].

[¥5]

Berdasarkan uraian di ata$, maka peranan dan fungsi BMT adalah
sebagai sebuah lembaga yang' berusaha untuk-membantu mengatasi kemiskinan
umat dan sebagai motor penggerak [dalam/pelaksanaan ekonomi berlandaskan
syariah  yang lebih difokuskan .pada_masyarakat, lapisan bawah dengan
membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi untuk
meningkatkan keuntungan  usaha ekonomi dan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini BMT harus berperan
aktif dalam upaya mempertinggi kualitas SDM anggota sehingga terbentuk SDM
yang profesional dan Islami dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan
manusia dan masyarakat secara luas.

Selain 1tu, BMT juga berfungsi mengembangkan kelompok-kelompok
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usaha anggota untuk peningkatan efisiensi, membentuk jaringan usaha antar
anggota dan antar BMT dalam rangka menghadapi tantangan global.
F. Mekanisme Kerja BMT

Pada awal perkembangannya, BMT memang tidak memiliki badan
hukum resmi. Karena BMT merupakan lembaga keuangan nonbank, maka status
keorganisasiannya berkembang scbagai kelompok swadaya masyarakat (KSM)
atau kelompok simpan pinjam (KSP) [Widodo, dkk., 1999 : 85]. Hal ini
disesuaikan dengan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992, pasal 16 ayat
(1) : Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito 'berjangka, Sertifikat Deposito,
Tabungan dan atau bentuk lainnyayang'dipersamakan dengan itu wajib terlebih
dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan
Rakyat dan Menteri, kecuali apabila-kegiatan menghimpun\dana.dari masyarakat
dimaksud di atas dengan undang undang tersendini. Dengan demikian maka KSM
mempunyai hubungan jdengan—Bank, Inodnesiac(Bl} dalam bentuk Proyek
Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK.BI). Bank
Indonesia memberikan izin kepada PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)
yang disiapkan oleh Majelis Ulama indonesia (MUI), ITkatan Cendekiawan
Muslim Indonesia (ICMI) dan Bank Muamalah Indonesia (BMI) sebagai
Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang menjadi pembina
KSM [PINBUK, tanpa tahun b : 5].

Namun untuk mengantisipasi ke depan, status hukum menjadi kebutuhan
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mendesak. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, perbankan dan
koperasilah yang memungkinkan diterapkannya  sistem operasi bagi hasil
sehingga saat ini BMT diarahkan untuk berbadan hukum koperasi mengingat
BMT berkembang dari kelompok swadaya masyarakat (KSM). Selain 1tu dengan
berbentuk koperasi, BMT dapat berkembang ke berbagai sektor usaha seperti
keuangan dan sektor riil yang diharapkan dapat memenuhi tujuan
memberdayakan masyarakat luas [Widodo, dkk, 1999 : 85].  Hal ini juga
disebutkan di dalam Peraturan Dasar & Contoh AD - ART BMT dan PINBUK,
bahwa BMT dapat memperoleh status kelembagaan, sebagai berikut :

1. Kelompok Swadaya Masyarakat yang berada di  bawah pengawasan
PINBUK, berdasarkan” Naskah Kerjasama dengan PHBK-Bank
Indonesia.

2. Berbadan Hukum Koperasi-

a. Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP Syariah)
b. Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU Syariah) atau Koperasi Unit
Desa Syariah(KUD Syanah)
¢ Unit Usaha Otonom dari koperasi seperti KUD, Kopontren, atau
lainnya [PINBUK, tanpalahuna\; 4]
Sebagaimana diuraikan~di ataspbahwa=BMTj dalam perkembangannya
selain bergerak di bidang keuangan juga melakukan kegiatan di sektor riil,
sehingga ada tiga jenis aktivitas yang dijalankan BMT, yaitu jasa keuangan; sosial

atau pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZI8); serta sektor nil [Widodo, dkk,

1999 - 82].
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1. Jasa Keuangan

Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan BMT berupa penghimpunan

dana dan meyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk

anggota atau nonanggota.

a. Penghimpunan Dana
Penghimpunan dana yang diselenggarakan BMT adalah bentuk simpanan
yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu
dalam penyertaan dan|penarikannya. Berkaitan dengan hal itu, jenis
simpanan yang dikumputkan BMT sangat beragam dan sesuai dengan
kebutuhan dan kemudahan yang memiiiki'simpanan tersebut yang berupa

Simpanan Sukarela Mudharabah{(S:M.), yaitu :

1.1. S.M. Biasa
1.2, S.M. Pendidikan
1.3. S.M. Hapn

1.4 SM. Umrah

1.5. S.M. Qurban

1.6, S.M. Idul Fitri

1.7. S.M. Walimah

1.8. S.M. Akekah

1.9. S.M. Perumahan (Pembangunan dan Perbaikan)

1.10. S.M. Kunjungan Wisata

1.11. S. Titipan BAZIS dari dana Zakat, Infaq dan Sadaqah

1.12. Dan lain-lain produk simpanan dikembangkan sesuai dengan
lingkungannya [PINBUK, tanpa tahun b: 13].

Adapun jenis akad yang berhubungan dengan penghimpunan dana
di BMT adalah Akad Simpanan Wadi'ah dan Mudarabah.
1) Akad Wadi’ah adalah akad penitipan barang atau dana oleh pemilik

kepada BMT untuk dipelihara dan dijaga semestinya dan
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mengembalikannya sewaktu-waktu st pemilik menghendakinya.

Terdapat dua jenis akad wadi’ah, yaitu :

a) Wadi’ah yad al-‘amanah, titipan murni, yaitu pihak yang diamanahi
tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan. Akadnya adalah
saling mempercayai, sehingga penerima amanah tidak mengganti
jika barang yang dititipkan tersebut hilang atau rusak, kecuali
adanya unsur kelalaian dari si penerima amanah. Sebagai 1mbalan
atas pemeliharaan barang tersebut, pihak yang diberi amanah dapat
meminta biaya penitipan,

b) Wadi'ah yad al-damanah, titipan, yang mengandung pengertian
bahwa penerima amanah diperbolehkan memanfaatkan dan berhak
mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Keuntungan
yang | diperoleh ‘dapatdiberikan )sebagian.-kepada pihak yang
menitipkan, dengan-syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Namun
penerima famanah bertangpung_jawab_ jika/terjadi kerusakan atau
kehilangan barang titipan [Widodo, dkk., 1999 : 50-51].

2) Akad Mudarabah adalah suatu akad étau perjanjian antara dua orang
atau kelompok. Salah satunya memberi modal kepada yang lainnya
untuk melakukan usaha sedang keuntungannya dibagi sesuai
kesepakatan.

b. Penyaluran Dana

Sebagaimana diketahui bahwa BMT direkayasa menjadi lembaga
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keuangan yang bersifat sosial dan lembaga ekonomi yang bersifat
komersial bisnis dalam rangka memperbaiki dan mengembangkan
perckonomian umat. Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT
kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT
dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bag: hasil
vang disepakati [Widodo, dkk, 1999 : 83]. Sasaran pembiayaan ini
adalah di semua sektor perekonomian. Adapun jenis pembiayaan yang
dikembangkan BMT di antaranya : [P3UK, 1995 : 19-20]
1). Pembiayaan Mudarabah
yaitu suatu perjanjian-usaha antara BMT dengan anggotanya, dalam
hal ini BMT menyediakan”seluruh-dana dan anggota melakukan
pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama dibagi sesuai dengan
kesepakatan, pada‘\waktu—~akad pembiayaan \ditandatangani yang
dituangkan datam nisbah, misalnya/\70/: 30, 65 : 45, dan seterusnya.
Jika terjadi kerugianwyang-bukan merupakan kensekuens: bisnis maka
pihak BMT akan menanggung kerugian dana dan anggota
menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta kehilangan
nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh.
2). Pembiayaan Musyarakah
Suatu perjanjian usaha antara BMT dengan anggotanya untuk
menyertakan modalnya pada suatu proyek atau usaha tertentu,

masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan
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atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek/usaha.
Keuntungan akan dibagikan sesuai proporsi penyertaan modal masing-
masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika terjadi
kerugian, maka kewajiban hanya sebatas sampai batas modal masing-

masing.

. Pembiayaan Murabahah

Murabahah  berarti pembelian barang dengan pembayaran
ditangguhkan. Pembiayaan 1ni diberikan kepada anggota dalam
rangka pemenuhan kebutuhan produksi. Pembiayaan inmi biasanya
berjangka waktu di bawah 1 tahun.

Pembiayaan Bai Bisaman Ajil

Pembiayaan im berarti pembelian barang dengan pembayaran cicilan.
Pembiayaan| ini diberikan-kepada “anggota dalam rangka pemenuhan
pemenuhan kebutuhan barang/modal. Pembiayaan ini lebih mirip
dengan kreditunvestasi danberjangka-waktu lebih dari 1 tahun.
Pembiayaan Lainnya

Selain pembiayaan di atas masih banyak lagi jenis pembiayaan yang
diberikan BMT kepada anggota, seperti pembiayaan al 1jarah (sewa
menyewa barang/jasa), pembiayaan al ju’alah (pembenan suatu jasa
oleh BMT kepada anggotanya), pembiayaan al qardul hasan
(pembiayaan kebajikan yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya,

dengan tidak dikenakan/ditentukan bagi hasil atau mark upnya) dan
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pembiayaan-pembiayaan lainnya yang ada dan diperbolehkan oieh
syariah.
2. Sosial
Kegiatan pada sektor ini adalah pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS).
Titipan ZIS ini merupakan satu potensi yang luar biasa  di dalam
memberdayakan perckonomian umat karena BMT dapat berperan untuk
mengefektifkan program MPMK (Memantapkan Program Menghapus
Kemiskinan) yang akan sangat strategis' dalam memanfaatkan dana ZIS untuk
usaha-usaha (zakat) produktif [PINBUK; tanpa tahun b : 14].
Selain itu sektor ini juga merupakan salah satu kekuatan BMT karena juga
berperan dalam pembinaan agama-bagi-para_nasabah sektor jasa keuangan
BMT, schingga pemberdayaan yang dilakukan BMT tidak terbatas pada sisi
ekonomi, tetapi juga ‘dalam hal-agama; Dan diharapkan pula para nasabah
akan memperkuat sektor sosiahBMT ini dengan menyalurkan ZIS-nya kepada
BMT [Widodo, dkk, 1999844,
3. Sektor Rul

Pada dasarnya sektor riil juga merupakan bentuk penyaluran dana BMT.
Namun berbeda dengan kegiatan sektor jasa keuangan yang penyalurannya
berjangka waktu tertentu, penyaluran dana pada sektor nil bersifat permanen
atau jangka panjang dan terdapat unsur kepemilikan di dalamnya yang
disebut juga investasi atau penyertaan [Widodo, dkk : 1999 : 84]. Investasi

yang dilakukan BMT dapat dengan mendirikan usaha atau bergabung dengan
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usaha vang ada dengan cara membeli saham. Usaha-usaha sektor riil yang
dapat dikembangkan seperti TUS (Telepon Umum Satelit), Kios Telepon,
Kios Benda Pos dan Materai, memperkenalkan teknologi maju untuk
peningkatan produktifitas hasil produksi para anggota. Mendorong
tumbuhnya industri rumah tangga atau pengolahan/pemasaran masukan dan
hasil produksi, dan usaha lainnya yang layak, menguntungkan dalam jangka
panjang dan tidak menganggu program jangka pendek. Usaha sektor riil BMT
tidak boleh menyaingi usaha anggota, tetapi justeru akan mendukung
memperlancar dan mengorganisir secara ~bersama-sama usaha anggota
[PINBUK, tanpa tahun b : 14];

Untuk mendukung kegiatan sekterritbanggota BMT ada dua jenis kegiatan
yang sangat mendasar yang perlu dikembangkan oleh BMT dalam kapasitas
yang layak dan memadai untuk-mempercepat perbaikan nasib anggota BMT,
pertama adalah mengumpulkan informasi, dan sumber informasi tentang
berbagai jenis kegiatan preduktifunggulanuntitk mendukung usaha kecil dan
kelompok usaha anggota, termasuk MPMK (Memantapkan Program
Menghapus Kemiskinan), di daerah itu. Kedua adalah kegiatan mendapatkan
informast harga dan melembagakan kegiatan pemasaran yang efektif
sehingga produk-produk hasil usaha anggota dan kelompok-kelompok usaha
dapat dijual dengan harga yang layak memenuhi jerih payah seluruh anggota
vang bekerja untuk usaha itu [PINBUK, tanpa tahun b : 14].

Usaha yang dilakukan BMT adalah usaha yang berkaitan langsung
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dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya,

yang meliputi antara lain :

1

(V%)

L

10.

Menggalang dan menghimpun dana yang dipergunakan untuk
membiayal usaha-usaha anggota dan usaha BMT.

. Membenkan pembiayaan komersil kepada usaha-usaha produktif

anggota melalul cara pelayanan yang cepat, layak, aman dan tepat
sasaran.

Mengembangkan usaha-usaha sektor riil yang menunjang usaha
anggotanya, dengan manajemen profesional dan sama sekali terpisah
dengan manajemen simpan pinjam.

Menghimpun dana ZIS bekerjasama dengan BAZIS setempat.
Menggalang dan menghimpun-dana—sesial dari sumber-sumber yang
halal dan batk yang tidak' mengikat.

Memberikan pembiayaan dalam beatuk Qard al-Hasan.

Melaksanakan pendidikan dan bimbingan berusaha kepada anggota dan
Pokusma yang menerima pembiayaan_mereka agar merecka mampu
mengembangkan usahanya.

. Melaksanakan pendidikan dan bimbingan pemanfaatan hasil usaha

untuk meningkatkan taraf hidup:

Mengorgamisir pendidikan-dan|pembinaan ruhiyah pengurus, pengelola,
anggota dan Pokusma BMT untuk membentuk kepribadian/akhlak
[slami yang tangguh.

Mengorganisir | pendidikan -dan -penyuluhan | kesejahteraan masyarakat
dan lingkungannya {PINBUK, tanpa tahun a : 9] .

Demikianlah usaha dan“kegiatan yang dilakukan oleh BMT sebagai

sebuah lembaga keuangan syamah, namun dalam rangka menjalankan usaha dan

kegiatannya agar BMT tetap berdiri dan berkembang dengan baik serta dapat

bersaing di sektor perekonomian, BMT harus memiliki alat kelengkapan

organisasi yang akan memperlancar kegiatannya. Alat kelengkapan organisasi

BMT ada empat, yaitu :

by —

Rapat Anggota

Rapat Pendirn

Pengurus

Pengelola [PINBUK, tanpa tahun a ; 9].
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Berikut ini akan diuratkan masing-masing alat kelengkapan organtsasi

tersebut.

1.

Rapat Anggota

Rapat Anggota adalah lembaga kekuasaan tertinggi BMT yang wajib dihadin
oleh setiap anggota. Pelaksanaannya diatur dalam AD/ART. Rapat ini
dilakukan minimal setahun sekali. Rapat pembentukan BMT merupakan
Rapat Anggota yang pertama. D1 dalam Rapat Anggota ditetapkan :

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

ebijakan umum bidang organisasi, manajémen dan usaha BMT.

pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus.

pengesahan pertanggung jawaban pengurus termasuk laporan keuangan

BMT.

e. pembagian Sisa Hasil Usaha.

f. rencana kerja, anggaran \pendapatan..danbelanja BMT serta pengesahan
laporan keuangan BMT.

g. penggabungan, kerjasama dan pembubaran BMT.

h. menerima dan menolak keputusan berakhimya keanggotaan [PINBUK,

tanpa tahun a : 10}

eo o

Setiap keputusan dalam Rapat Anggota diambil secara musyawarah untuk
mufakat. Jika tidak tercapal mufakat, maka keputusan.diambil berdasarkan
suara terbanyak dar anggota yang memiliki hak suara yang hadir dalam
rapat.

Rapat Pendiri

Sebelum membahas mengenai Rapat Pendiri, terlebih dahulu akan dijelaskan
mengenal keanggotaan BMT. Anggota BMT adalah pemilik atau pengguna
jasa BMT yang dapat terdiri atas :

a Pendin Kehormatan yaitu anggota yang membayar simpanan pokok
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khusus minimal 20 % dari jumlah modal BMT.

b. Anggota Pendiri yaitu anggota yang membayar simpanan pokok,
simpanan wajib dan simpanan pokok khusus minimal 5 % dari modal
BMT.

c. Anggota Biasa yaitu anggota yang membayar simpanan pokok dan
simpanan wajib.

d. Anggota Luar Biasa yaitu mercka yang memanfaatkan jasa BMT tetapi
belum melunas: simpanan pokok dan simpanan wajib.

e. Anggota Kehormatan yaitu anggota yang mempunyai kepedulian untuk
ikut serta memajukan BMT baik moril maupun materil tetapi tidak bisa
ikut serta secara penuh sebagai anggota BMT [PINBUK , tanpa tahun a :
71.

BMT yang beranggota lebih dari 40 orang dapat membentuk kelompok usaha

anggota (Pokusma) dalam “rangka 'meningkatkan kualitas usaha baik

berdasarkan jenis usaha maupun‘berdasarkan tempat tinggal/usaha. Setiap

Pokusma beranggotakan 3-25orang tergantung pertimbangan kelayakan dan

Pokusma memilih pengurus dan menyelenggarakan pertemuan sesuai dengan

kebutuhannya. Yang termasuk pendiri adalah Pendiri_Kehormatan dan

Anggota Pendin. Rapat Pendiri dilaksanakan sedikitnya 2 kali dalam satu

tahun. Rapat Pendini sah bila dihadin minimal 50 % dan jumlah anggota

pendiri. Rapat Pendin bertujuan-untuk "pengembangan kualitas ke-BMT-an
dan gerakan BMT yang meliputi evaluasi kinerja pengurus, membantu
pengurus dalam menemukan masalah yang dihadapi serta memberikan
alternatif pemecahan masalah dan gerakan BMT juga membahas rancangan
rencana kerja dan anggaran pendapatan/belanja BMT tahun yang akan

datang. Sedangkan kegiatan Anggota Pendinn adalah Mengamati dan

memahami kondisi masyarakat di sekitar BMT dalam rangka mewujudkan
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visi, misi, tujuan dan prinsip BMT dalam kegiatan keseharian Pengurus,
Pengelola dan Anggota BMT serta merumuskan usulan dan saran kepada
Pengurus dan Pengelola untuk mewujudkan pelaksanaannya dengan
pendekatan ukhuwah Islamiyah, bilfukmah wal mauizatil hasanah.

. Pengurus

Pengurus adalah mandataris seluruh anggota yang bertanggung jawab penuh
pada pelaksanaan program pencapaian tujuan BMT. Pengurus yang pada awal
pendirian dipilih dari dan ol¢h pendini'yang selanjutnya dipilih dari dan oleh
anggota dalam rapat anggota;Pengurus sekurang-kurangnya terdini dan tiga

orang. Pengurus mengadakan rapat minimal satu kali dalam satu bulan antara

lain untuk :

a Memantau kesehatan BMT “dan mengevaluasi sefuruh kegiatan
pengelola.

b. Menentukan besan, bonus untuk anggota-penyimpan dengan akad wadiah
damanah.

c. Mengarahkan kegiatan ‘pengelola /untuk lebth meningkatkan kualitas
kesehatan BMT.

d. Menerima atau menolak-pengunduran.diri anggota {PINBUK, tanpa tahun

a:13]
Selain itu pengurus bertanggung jawab melaksanakan keputusan Rapat
Anggota, mengajukan rancangan rencana kerja dan  anggaran
pendapatan/belanja BMT, menyelenggarakan rapat anggota,
mempertanggungjawabkan  laporan  keuangan serta memantau  dan

mensupervisi seluruh pelaksanaan kegiatan BMT. Dengan tugas tersebut

pengurus berhak mendapatkan imbalan jasa bulanan sesuair dengan
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kemampuan BMT vyang telah ditetapkan oleh rapat anggota.

. Pengelola

Pengelola adalah tenaga profesional yang melaksanakan kegiatan operasional
program kerja yang menjadi tanggung jawab pengurus. Yang dapat dipilih
menjadi pengelola BMT adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut

a. Memiliki sifat jujur, aktif, terampil, berdedikasi terhadap BMT, proaktif,
sabar dan istigomah.

b. Mempunyai potensi untuk — berprakarsa, belajar dan terampil
mengoperasionalkan program kerja untuk pencapaian tujuan BMT.

c. Memiliki wawasan keagamaan dan pergaulan sosial yang memadai untuk
mampu mengaplikasi konsep \sistem syariah dalam mengoperasionalkan
BMT dan pengembangan “SDM anggota BMT [PINBUK, tanpa tahun a :
14].

Pengelola terikat dalam kontrak:kerja-dan'-bertanggung jawab sepenuhnya
kepada pengurus. Dengan tugas tersebut pengelola berhak mendapat imbalan

dan bonus sesuai dengan kemampuan dan perkembangan pendapatan BMT.

Berikut in1 adalah contoh struktur orgamisasi BMT:



Rapat Anggota Tahunan

Pengawas Syariah | Pengurus | Pengawas Management
Manager
Pemasaran Akuntansi Sektor Riil
Penggalangan Pembiayaan Teller Admimistrasi Produksi Pemasaran
Dana
Account
Offiser
Keterangan :

----------- Garis Konsultatuf

Garis Komando

Sumber : Dokumen BMT Al Ikhlas, Yogyakarta
Gambar 4 : Struktur Orgamisasi BMT

Selain alat kelengkapan organisasi di atas, agar BMT dapat berkembang

dan senantiasa sehat perlu ada pembinaan dan pengawasan BMT. Pembinaan

adalah semua usaha mengarahkan pengelolaan BMT dalam rangka pencapaian

visi, misy, tujuan, fungsi dan prinsip-prinsip BMT vang dilaksanakan dengan

prinsip billiikmah wal mau

‘izatil hasanah. Sedangkan pengawasan adalah
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kegiatan ~ pemantauan, pemeriksaan, penilaian, dan pengendalian terhadap
pengelolaan BMT [PINBUK, tanpa tahun a : 18]. Pembinaan dan pengawasan
BMT dilakukan oleh Pengurus BMT dan PINBUK bagi BMT di bawah binaan
PINBUK dan PUSKOPFESY Dompet Dhuafa bagi BMT di bawah binaan FESY.

PINBUK adalah Badan Pekerja dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha
Kecil (YINBUK). YINBUK (Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) adalah
Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat yang berfungsi untuk menumbuhkan,
membina, mengembangkan dan imengawasi BMT | yang didirikan oleh Ketua
Umum ICMI, Ketua Umum MUI; dan Direktur Utama BMI (Bank Muamalat
Indonesia) pada tanggal 13 Maret 1995 [PINBUK, tanpa tahun a : 18]. Pengurus
PINBUK dibentuk di Pusat, Dati-l-dan Dati-Il-yang merupakan perwakilan
otonom dan YINBUK, tetapi berhubungan keja langsung dengan PINBUK
PUSAT dan PINBUK Datil sesuai dengan-hierarkinya, dan sesuai dengan prinsip
gerakan dan kemandirian. Pembentukan/ini /dalam rangka pembinaan dan
pengawasan BMT yang telah beroperasi.

Untuk lebth memperjelas, berikut ini adalah bagan landasan pemberian
sertifikat operasi bagi pendirian BMT oleh PINBUK, dengan adanya sertifikasi ini

BMT sudah dapat beroperasi.
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Naskah Kerjacama
Direktur BT dengan
Ketua Umum

I
Pengakuan
PHEE - BRI
|
f ]

PINBUK
(sebagai LPSX)
| -

’
Settfikat

Operasi

N

[Bh}rj LBN}T ] (o)

Sumber : PINBUK [tanpa tahun a : §]

Gambar 5 : Landasan Pemberian-Sertifikat Operasi pada BMT

Selain melalui PINBUK, ada juga BMT di bawah binaan PUSKOPFESY
(Pusat Koperasi Forum Ekonomi Syariah) yang didirikan oleh Dompet Dhuafa
Republika. Dompet Dhuafa didirikan™pada tanggal 2 Juli 1993 yang merupakan
bagian dari kesekretariatan Republika. Seiring-dengan perkembangan waktu dan
meningkatnya partisipasi masyarakat dan tantangan yang dihadapi, Dompet
Dhuafa mencatatkan diri sebagai yayasan sosial pada notaris Abu Yusuf, SH
dengan nomor akta 41/1994 dan resmi menjadi unit mandiri. Tujuan Dompet
Dhuafa adalah menghimpun, menggalang dan mengelola dana ZIS (Zakat. Infaq
dan Sadaqoh) dari masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan yang optimal maka
Dompet Dhuafa mempersiapkan beberapa pilar program, di antaranya program

ekonomi  produktif melalui penguatan dan pengembangan Jaringan Baitul Mal
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wat-Tamwil  (BMT) dan sosial [Dokumen Dompet Dhuafa, 2000].
PUSKOPFESY adalah perpanjangan tangan dari Dompet Dhuafa dalam
membangun jaringan kelembagaan ekonomi syariah melalui pembinaan BMT-
BMT.  PUSKOPFESY Yogyakarta didirikan tanggal 20 Pebruari 1999 dan
memperoleh Badan  Hukum pada tanggal 31 Mei 1999 dengan No. Badan
Hukum : 342/BH/KWK.12/1999 [Dokumen PUSKOPFESY Yogyakarta, 2000]
dengan visi dan misi membangun jaringan ekonomi syariah yang tangguh dan
optimalisasi ZIS dalam upaya memberdayakan umat {Dokumen PUSKOPFESY,
2000] dan bertujuan :

Membangun jaringan kelembagaan ekonomi syariah

Mengoptimalkan pengelolaan dana Zakat Infak Sedekah (ZIS)
Mengembangkan model dan-aplikasi-ekonomi syariah

Meningkatkan kualitas. “SIDM-pelaku| jaringan ekonomi syariah
[Dokumen PUSKOPFESY, 2000].

o=

Berikut ini adalah sistem informasi pembinaan PUSKOPFES Y. teshadap BMT
Gambar 6 : Sistem Inlormasi PUSKOPFESY

DOMPET
DHUAFA

BMT BMT
| "N e
BMT—> FESy<+——BMT FESy
| / \
BT BMT BMT

Sumber : DD Republika - FESY - BMT [1997 : 9]
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Demikianiah mekanisme kerja BMT. Dengan pola manajemen dan
pengelolaan yang profesional BMT diharapkan mampu menjadi lembaga
pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah dan kecil dengan berlandaskan
syariah. Dengan menyimpan uang di BMT, insya Allah dana akan aman,
bermanfaat untuk masyarakat banyak, orang miskin dan fakir, dan lebih dari 1tu
akan menguntungkan dengan mendapat bagi hasil yang tidak akan jauh berbeda
besarmnya dengan jumlah yang dibayarkan oleh lembaga-lembaga keuangan
konvensional lainnya (dengan sistem bunga}, selain itu simpanan di BMT akan
bebas dan unsur riba. Aman dan menguntungkan di dunia dan akhirat kelak jika

kita kembali kepada-Nya. Dan BMT harus mampu membuktikan hal itu.



BAB VI
STUDI KOMPARATIF KONSEP DASAR
KOPERASI DAN BMT
A. Pendahuluan
Setelah menguraikan tinjauan umum mengenai konsep dasar koperasi
Jan BMT pada Bab IV dan V, maka pada bab in1 penulis akan mengadakan studi
komparatif antara kedua konsep tersebut untuk mencar relevansi antara
keduanya.
Bab ini akan mengemukakan persamaan dan perbedaan di antara dua
konsep tersebut yang akan menggambarkan relevansi/kesesuaian antara keduanya.
Twuan dari bab int adatah untuk mengetahut kesesuaian antara kedua
konsep tersebut sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengadakan evaluasi
terhadap bentuk kelembagaan keperasi untuk BMT.
B. Persamaan antara Koperasi'dan BMT
Dengan membandingkan antara, Konseép‘dasar /mengenai koperasi dan
konsep dasar mengenai BMT, akhirnya penulis menemukan beberapa persamaan
di dalam kedua konsep tersebut, yaitu :
Berdasarkan latar belakang dari sejarah kelahiran kedua lembaga ini dapat
dilihat bahwa kedua lembaga im lahir dalam rangka memperjuangkan
kepentingan rakyat golongan bawah sebagai reaksi terhadap sistem ekonomt
yang berlaku pada saat itu. Koperast lahir sebagat sarana dan protes atas
sistem ekonomi kapitalis di negara-negara Barat. Koperasi yang pertama

didirkan adalah Koperasi Rochdale tahun 1844 karena penderitaan kaum
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buruh akibat dari sistem ekonomi kapitalis, schingga untuk membebaskan dir
dari tindasan sistem tersebut serta untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
masyarakat di sekitamya maka kaum buruh mendirikan Koperasi [Baswir,
1997b : 15]. Hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan di Prancis, Jerman,
Denmark, Swedia, Amerika Serikat serta negara-negara Eropa lain. Dan ini
juga terjadi di negara-negara Asia, seperti Jepang, India, Korea bahkan
indonesia. Koperasi Indonesia) lahir karena - penjajahan yang dilakukan oleh
bangsa-bangsa Barat yang mengakibatkan penderitaan selama ratusan tahun.
Koperasi Indonesia pertama>berdiri| tahun 1896 [Baswir, 1997b : 30-31].
Begitu juga BMT yang lahirsebagai salah-satu praktek dari dilaksanakannya
sistem perckonomian secara Islami di bidang keuangan dan perbankan.
Keberadaan BMI danBPR.(8) belum-dapatmenjangkau masyarakat golongan
bawah. Hal ini disebabkan“~karena bérbagai kendala, di antaranya peraturan
perundang-undanganjperijinan-yang, mumit- dan lama serta mobilisasi dana
yang sulit. BMT lahir sebagai alternatif untuk mengatasi keadaan ini [Arifin,
1999a].

. Dengan mengacu pada pengertian yang dikandung keduanya. Berdasarkan
pengertian  koperasi yang diberikan oleh berbagai pihak terkandung dua unsur
yaitu unsur ekonomi / organisasi dan unsur sosial [lihat Bab IV, sub A
mengenai pengertian koperasi, hal. 32-34] dan BMT yang merupakan
gabungan dari Baitul Maal yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat

nirlaba (sosial) dan Baifwt Tamwil vang kegiatannya menghimpun dan
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menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit motive (motif ckonomi)
[Widodo, dkk., 1999 : 81}, terkandung pengertian bahwa kedua lembaga i
mempunyai dua unsur. Kedua unsur itu adalah unsur ekonomi / organisasi dan
unsur sosial yang keduanya saling berkaitan satu sama lain. Ini juga
menandakan bahwa kedua lembaga ini tidak hanya berorientasi bisnis semata.
namun aspek sosialnya juga tidak dilupakan.

. Persaman ini juga dilihat melalui prinsip-prinsip yang dikandung oleh kedua
konsep ni. Sebagaimana diketahui prinsip-prinsip koperasi atau yang biasa
discbut sendi-sendi dasar koperasi adalah pedoman pokok yang menjiwai
setiap gerak langkah pengelolaan“danusaha koperasi yang mempunyai
peranan sangat penting dalam gerak langkah perkoperasian. Selain itu prinsip-
prinsip im  merupakan ¢iri, Khas“koperasi “yang membedakan koperasi dari
badan-badan usaha lainnya [Baswir, 1997b : 49}/ Begitu juga dengan prinsip-
prinsip BMT vyang merupakan pedoman) pokek bagifsetiap gerak langkah
pengelolaan dan usaha yang dijalankannya. Prinsip-prinsip ini akan
menggambarkan ciri utama BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah
vang di dalam operasionalnya mengembangkan aplikasi prinsip-prinsip Islam
[lthat Aziz, 1990 : 2-6; Metwally, 1993 : 116-117; Perwataatmadja dan
Antonio, 1992 : 88]. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar kedua
konsep tersebut ditemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung di datam prinsip
kedua lembaga tersebut tidak bertentangan. Pada intinya kedua lembaga ini

berusaha untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat
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pada umumnya melalui pengelolaan yang sarat dengan ntiai-mlai etik dan
moral yang akan membedakannya dengan bentuk usaha ekonomi lainnya.

4. Adanya kesamaan tujuan pada kedua lembaga tersebut. Tujuan koperasi yang
termuat dalam Undang-undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 mencakup
tiga hal, yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta
turut serta membangun tatanan perckonomian umat [Baswir, 1997b :48].
Begitu juga dengan BMT yang merupakan lembaga perekonomian umat yang
harus mampu menjadi khalifah | Allah™ di (bumi dengan tujuan untuk
memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan anggotanya khususnya dan
umat manusia pada umumnya—secara lahir-batin serta membangun tata
perekonomian yang berlandaskan syariah dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju,‘adil dan makmuryang diridhoi/Allah"SWT [PINBUK,
tanpa tahun a : 2 dan P3UK, 1995, 5-6].

5. Berdasarkan pada fungsi 'danperanan.dafikoperasi dan BMT terlihat bahwa
keduanya mempunyai dua fungsi. Fungsi tersebut adalah fungsi sosial dan
fungsi ekonomi yang saling berkaitan. Sedangkan peranan kedua lembaga im
adalah sebagai motor penggerak perekonomian dengan mengembangkan dan
membangun potensi serta kemampuan masyarakat lapisan bawah untuk
mencapai perekonomian yang lebih baik. Bahkan koperasi dijadikan soko
guru bagi perekonomian nasional [lihat Baswir, 1997b : 79-81 dan PINBUK,

tanpa tahun a : 3].



6. Dan yang terakhir, jika mengacu pada konsep mekanisme kerja antara
Koperast dan BMT, akan ditemukan bahwa kedua lembaga int diusahakan
untuk bergerak pada tiga sektor, yaitu sektor jasa keuangan melalui simpan
pinjam, sektor sosial dan sektor ril [Widodo, dkk, 1999 : 82 dan PINBUK,
tanpa tahun b : 13-14]. Selain itu dalam alat kelengkapan organisasi koperasi
dan BMT ditemukan adanya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas 1im bertugas
untuk  mengendalikan dan.,mengawasi kedua lembaga itu. Tujuan
pengendalian dan pengawasan ini adalah agar dalam kegiatannya sesuai
dengan tujuan yang diharapkan serta dapat mengurangi kemungkinan
terjadinya penyimpangan dan-penyclewengan oleh pengurus di dalam
pengelolaannya [lihat Baswir, 1997b: 167-178 dan PINBUK, tanpa tahun a :
18].

C. Perbedaan antara Koperasi dan BM'L

Jika mengacu jpada koenscp~dasankoperasi-dan BMT secara umum Kkita
akan menemukan banyak sekali persamaan di antara kedua konsep itu
scbagaimana telah diuraikan di atas. Namun jika kita melihat pada mekanisme
kerja keduanya akan ditemukan perbedaan. Bahkan perbedaan yang itu
merupakan hal yang paling esensial bagi kedua lembaga tersebut. Perbedaan itu
adalah pada prinsip dalam mekanisme kerjanya. Walaupun ditemukan bahwa
prinstp di antara kedua konsep tersebut tidak bertentangan, namun tidak berarti
bahwa prinsip yang dikandung kedua konsep itu sama. BMT merupakan lembaga

keuangan yang beroperasi berdasarkan syariah Islam, sehingga dalam praktek
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tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip yang ada dalam syariah Islam, salah
satu prinsip yang esensial dalam BMT adalah pelarangan riba, karena nba akan
menyengsarakan dan menyebabkan ketidakadilan bagi umat. Sehingga di dalam
mekanisme kerja BMT tidak boleh ada unsur nba dengan sistem bunganya
melainkan diganti dengan sistem bagi hasil [lihat Aziz, 1990 :2-6; Metwally,
1993 - 116-117 serta Perwataatmadja dan Antonio, 1992 : 88]. Sedangkan di
dalam Koperasi mekanisme kerjanya tidak lepas. dari unsur riba dengan sistem
bunganya. Berdasarkan hasil studi)lapangan pada KOPMA [AIN dan KOPKAR
Ull, ditemukan dalam transaksi simpan pinjam tidak lepas dari sistem bunga.
Pada KOPMA IAIN, bunga pinjaman 1 % perbulan menurun, misal peminjaman
satu juta rupiah, terkena bunga 1 % perbulan dan jika sisa pinjaman berkurang,
maka bunganya dihitung 1% ‘dan Sisa pinjaman [Khairunmsay 7 Jum 20001
Begitu juga dengan KOPKAR Ull, Pada KoperasiBakti Insani, simpan pinjam
dikenakan bunga 15 %/ pertalun) di tambah/administrasi‘l,5 %, jadi total bunga
16,5 % pertahun [Subarto, 7 Juni 2000]. Hal ini merupakan mekanisme yang
biasa ditemui pada semua Koperasi di indonesia.
C. Penutup

Berdasarkan analisa mengenai persamaan dan perbedaan konsep dasar
koperasi dan BMT dan didukung dengan data empirik di lapangan, maka dapat
disimpulkan bahwa secara umum banyak ditemukan persamaan antara kedua
konsep tersebut, di antaranya meliputi sejarah awal kelahirannya, pengertian yang

dikandungnya, tujuan yang ingin dicapai, peranan dan fungsi serta mekanisme
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kerja. Hal ini menandakan bahwa kedua konsep tersebut mempunyai
relevansi/kesesuaian. Namun berdasarkan data empirik di lapangan ada sedikit
perbedaan, yaitu pada prinsip yang dikandungnya. Prinsip fundamental pada BMT
adalah adanya larangan riba agar BMT benar-benar merupakan lembaga keuangan
yang berdasarkan syariah. Sedangkan praktck riba ini masih ditemukan pada
pelaksanaan koperasi dengan sistem bunganya. Perbedaan ini merupakan hal yang
sangat esensial bagi kedua lembaga itu, yang menyebabkan kedua lembaga ini

tidak bisa dianggap sama.



BAB VII

DATA EMPIRIK PELAKSANAAN KONSEP DASAR KOPERASI

A. Pendahuluan
Setelah membahas mengenal konsep dasar koperast dan BMT pada Bab
IV dan V, kemudian mengadakan studi komparatif antara kedua konsep tersebut
pada Bab VI, pada bab ini penulis mengadakan studi lapangan untuk menemukan
data empirik mengenai pelaksanaankonsep dasarkoperasi oleh gerakan Koperasi
Indonesia dan penerapannya pada' BMT! Hal ini; dilakukan untuk menemukan
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan ‘oleh gerakan Koperasi Indonesia
dalam pelaksanaan konsep dasarnya, karena dalam kenyataan di lapangan telah
tegadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Konsep yang ada. Sebagaimana
yang diungkapkan oleh Menten Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah
RI, Drs. H. Zarkasth Nur dalam sambutan tertulis beliau pada Rapat Anggota
Tahunan XVII KOPMA iAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 29 Pebruan
2000 ;
Berbagai kelemahan yang mewarnai koperasi saat ini antara lain
produktivitas yang rendah, partisipasi anggota rendah dan citra kurang baik.
Hal imi disebabkan karena dalam mengelola koperasi banyak ingkar dan
meninggalkan prinsip-prinsip koperasi, seperti anggota yang suka rela dan
terbuka, pengawasan oleh anggota, partisipasi anggota, otonomi, pendidikan
dan pelatihan, kerjasama antarkoperasi, dan kepedulian terhadap
masyarakat [dalam Laporan Tahunan 1999 KOPMA IAIN Sunan Kalijaga,
2000 : 51

Berkaitan dengan hal itu, pada bab ini akan dibahas mengenai

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan konsep dasar

t15
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koperasi oleh gerakan Koperasi Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap
BMT.

Dalam rangka studi lapangan untuk mengetahui pelaksanaan konsep
dasar koperasi 1ni, penulis mengacu pada prinsip-prinsip dasar kopérasi.
Sebagaimana diketahui prinsip-prinsip koperasi atau yang disebut juga send:-
sendt dasar koperasi ini adalah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak
langkah pengelolaan dan usaha koperast dan merupakan cin khas koperasi yang
membedakannya dengan organisasi)ekonomi lainnya yang bergerak di bidang
ekonomi. Hal ini berdasarkan apa yang diungkapkan Baswir bahwa prinsip-
prinsip ini biasanya mengatur mengenai hubungan antara koperasi dengan para
anggotanya, hubungan antar scsama—anggota—koperasi, pola kepengurusan
organisasi koperasi, dan tujuan yang ingin dicapai koperasi sebagai lembaga
ekonomi yang berasas| kekeluargaan serta meéngatur pola pengelolaan usaha
koperasi [Baswir, 1997b : 49].

Berdasarkan konsep diatas, pemuilis menganggap bahwa dengan mengacu
pada pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi, kita dapat menilai mengenai
pelaksanaan konsep dasar koperast secara keseluruban.

Tujuan dari bab ini adalah memberikan gambaran yang konkrit mengenai
pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia, apakah masih mengacu pada
prinsip koperasi vang lahir pada sejarah awalnya ataukah telah terjad:
penyimpangan yang berarti bahwa telah terjadi kesalahpahaman terhadap konsep

dasar koperasi. Dan jika terjadi penyimpangan, hal itu akan memberikan
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pengaruh terhadap penerapannya pada BMT sebagai sebuah lembaga keuangan

syariah.

B. Pelaksanaan Prinsip-prinsip Dasar Koperasi oleh Gerakan Koperasi
Indonesia

Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip-prinsip dasar koperasi di
Indonesia, penulis mengadakan studi kasus terhadap 3 buah koperasi, yaitu
Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, Koperasi Karyawan Universitas Islam
Indonesia dan Koperasi Pondok Pesantren “Al'Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Sebelum menganalisa mengenail pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi
pada tiga koperasi di atas, akan'diuraikan secara singkat profil dan ketiga
koperasi tersebut.

1. Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (KOPMA IAIN Suka)
KOPMA [AIN berdin tanggal 24 Nopember 1982 dan resmimemiliki badan
hukum pada tanggal 9 September 1983 dengan nomor BH : 1294/BH/XI,
yang kemudian dirubah karena menyesuaikan UU Perkoperasian No. 25
tahun 1992 dengan nomorBH 13/BH/PAD/KWEK-12/X¥/1995 sejak tanggal
22 Nopember 1995.

Unit usaha yang dijalankan KOPMA 1AIN terdini dar Toko Buku (berdirt
1982), Mini Market (1984), Cafetana (1984), Agen Pos dan Giro (1987) dan
Warpostel (berdin sejak 26 Januant 1994). Kemudian sejak bulan November
1998, unit Mini Market dan Toko Buku digabung menjadi satu unit dengan
sistem swalayan, serta penambahan usaha warung intermet pada unit

warpostel sehingga menjadi unit Warpostelnet yang diresmikan tanggal 21
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Nopember 1998 [dalam Laporan Tahunan 1999 KOPMA JAIN Sunan
Kalijaga, 2000 :16] selain itu juga KOPMA IAIN mengadakan unit simpan
pinjam bagi anggotanya walaupun dalam skala kecil {Khairunnisa, 7 Juni

2000].

. Koperasi Karyawan Universitas Islam Indonesia (KOPKAR - Uil)

Universitas Islam Indonesia mempunyai lima fakultas dan di setiap fakultas
mempunyai Koperasi Karyawan masing-masing. Dalam penelitian ini,
peneliti meneliti tiga buah Koperasi, yaitu Koperast Karyawan Amanah, yang
terletak di Kantor Pusat Ull; }H,"Cik Ditiro. No. 1 Yogyakarta. Koperast
Amanah im berdin tanggal. 25 Nopember 1987 dengan beranggotakan
karyawan dan dosen Ull Koperasi Amanah' bergerak di bidang simpan
pinjam dan toko yang menyediakan sembitan bahan pokok. Kemudian
Koperasi Bakti Insani, yaung/ jugaterletak-di Kantor/Pusat-lJli, berdiri tahun
1988. Bidang usaha yang dijalankan adalah simpan pinjam namun skalanya
lebih besar dani Koperasy Amanah.dan penyediaan kavling bagi karyawan dan
dosen. Dan yang ketiga adalah Koperasi FIAI Sejahtera, vang terletak di
Fakultas Ilmu Agama Istam UIl Ji. Demangan Baru No. 24 Yogyakarta.
Koperasi in1 berdiri pada tanggal 14 September 1999 dan belum mempunyai
badan hukum. Koperast ini bergerak di bidang simpan pinjam dan toko yang

menyediakan sembilan bahan pokok.
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3. Koperasi Pondok Pesantren Al Munawvﬁr Krapyak Yogyakarta
(KOPONTREN Al Munawwir Krapyak Yogyakarta)
Kopontren Al Munawwir berdiri (embrio) pada tanggal 11 Juli 1984. Hal ini
dilatarbelakangi oleh adanya desakan kebutuhan pada santri akan hadirnya
suatu penanganan dan pengelolaan potensi ekonomi di Pesantren ini. Pada
awalnya usaha yang ditangani adalah penjualan snack, kertas surat dan
amplop. Adanya kegiatan ini ternyata dapat dijadikan sebagai wahana
berlatih bagi para santri dalam bisnis dan mengelola suatu usaha, sehingga
akhirnya mendapat perhatian yang senius dari-pengasuh, pengurus dan santn.
Kesadaran akan pentingnya - penanganan suatu usaha bersama dan nilai
kemanfaatannya menjadikan kegiatan-iniccpat berkembang, hingga pada
tahun 1994 mendapat kepercayaan dan pemernintah, dibuktikan dengan
diberikannya Badan“ Hukum | pada-tanggal 23 September, 1994, dengan
Nomor Badan Hukum : 1753/BH/X1./Unit,usaha yang sekarang ditangant
adalah Mini  Market-Wartel-Pos-Telegram-Paket-Simpan  Pinjam-dll
[Dokumen KOPONTREN Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, 1997].

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip koperasi, peneliti mengadakan
studi lapangan terhadap ketiga koperasi tersebut di atas dan ternyata dalam
praktik di lapangan ditemukan banyaknya penyimpangan-penyimpangan terhadap
beberapa prinsip koperasi. Hal ini dapat dilihat melalu :

a. Pnnsip pertama, yaitu Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.

Penyimpangan terhadap prinsip ini dapat terlihat pada KOPMA IAIN yang

anggotanya hanya terdini dari mahasiswa JAIN Sunan Kalijaga dan tidak



membuka kesempatan kepada yang bukan mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga
untuk menjadi anggota, bahkan untuk mahasiswa yang ingin menjadi anggota
KOPMA IAIN harus melalui prosedur yang panjang dengan mengikuti
serangkalan tes mengenai perkoperasian karena diharapkan anggota KOPMA
akan menjadi kader koperasi dan jika tidak lulus tes, tidak boleh menjadi
anggota KOPMA IAIN. Pada satu sisi, hal ini merupakan hal yang sangat
baik untuk perkembangan KOPMA karena beranggotakan mahasiswa-
mahasiswa yang memiliki pengetahuan perkoperasian yang baik namun di
sisi lain akan menutup kemungkinan bagi mahasiswa yang mempunyai
pengetahuan perkoperasian yang lemah untuk' menjadi anggota, bahkan yang
menjadi karyawan pada KOPMA-JAIN-tersebut adalah orang luar IAIN yang
digaji dan tidak boleh menjadi anggota KOPMA [Khairunnisa, 7 Juni 2000].
Hal ini juga ditemui pada ketiga KOPKAR UIl, KOPKAR imiymempekerjakan
orang luar untuk menjadit karvawan\KOPKAR dengan sistem gaji dan
karyawan tersebut j tidak—menjadijanggota KOPKAR, [Suharto dan Mas, 7
Juni 2000}. Dari hasil penelitian ini dapat terlihat bahwa di dalam tubuh
koperasi di Indonesia masih terdapat pemisahan antara buruh dan majikan.
Padahal sebagaimana dikemukakan Bung Hatta bahwa Koperasi Indonesia

vang berlandaskan prinsip "usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan®

sebagai landasan operasionalnya tidak memisahkan antara buruh dan
majikan, semuanya pekerja yang bekerja sama untuk menyelenggarakan
keperluan bersama. Dan jika pemisahan ini terjadi maka koperasi tidak akan

berbeda dengan bentuk perusahaan lain [dalam Baswir, 1993 :133-134].
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koperast tidak akan berbeda dengan bentuk perusahaan lain [dalam Baswir,

1993 : 133-134]. Pelaksanaan prinsip ini dapat dilihat pada KOPONTREN

Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, keanggotaan KOPONTREN ini sudah

bersifat sukarela dan terbuka karena mereka mempunyai tiga anggota, yaitu :

1) Anggota Biasa, yaitu Santri PP. Al Munawwir yang terdaftar sebagai
angota KOPONTREN Al Munawwir,

2) Anggota Luar Biasa/Istimewa, yaitu Anggota yang tidak berstatus sebaga

santi PP. Al Munawwir tetapi ingin berpartisipasi menjadt anggota
KOPONTREN Al Munawwir;

3) Anggota Kehormatan, yaitu—Anggota—yang pernah berjasa terhadap
KOPONTREN Al Munawwir7/-vang' ditetapkan oleh pengurus dengan
persetujuan rapat anggota [Dokumen KOPONTREN Al Munawwir
Krapyak Yogyakarta, 1997].

Bahkan yang menjadi karyawan (KOPONTREN Al Munawwir
Krapyak adalah para santri yang/menjadi~anggota KOPONTREN dengan
mendapat imbalan balas jasa yang disepakati dalam Rapat Anggota [Nasihah,
7 Juni 2000].

. Prinsip kelima, yaitu Kemandirian.

Prinsip 1n1 mengandung.arti.bahwa koperasi-harus dapat berdiri sendin, tanpa

bergantung dengan pthak lain. Dalam prinip ini juga terkandung pengertian

kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, dan kehendak untuk
mengelola dir sendiri namun juga harus melakukan kerja sama dengan
badan-badan usaha lain [Hadhikusuma, 2000 : 50-51]. Namun dalam
kenyataannya di Indonesia, intervensi pemerintah terhadap koperasi besar

sekali sehingga prinsip kemandinan ini tidak terlaksana dengan baik,

sebagaimana diungkapkan oleh Kemas H. Ahmad (Ketua Dekopinwil DKI



Jakarta) yang dikutip Amsan ketika menyoal mengenai ketegasan pembinaan

koperasi :
Dalam UU No. 25/1992 fungsi pembinaan tidak disebutkan. Pemerintah
hanya disebutkan melaksanakan fungsi fasilitasi dalam rangka pemberian
badan hukum dan mencabut badan hukum. Seharusnya fungsi itu
ditegaskan kembali. Pasalnya, dengan fungsi itu pemerintah kemudian
meluas pada fungsi-fungsi lain, seperti fungsi pendidikan. Padahal
scharusnya fungsi pendidikan menjadi fungsi gerakan koperast {dalam
Amsan, 2000 : 34].

Dan hal di atas disepakati oleh Berbudi Tjokrowinoto, Pengurus LSP2I

(Lembaga Studi Pengembangan Perkoperastan Indonesia) dan mantan Sekjen

Dekopin yang dikutip Amsan; Berbudi' mengatakan :
bahwa perlu penegasan fungsi pemenntah) Menurutnya ﬁmgs: pemenntah
vang mungkin masih bisa” dipertahankan- adalah fungsi reg_,ulator fungsi
audit dan juga fungsi pembinaan~Namun fungsi pembinaan itu harus
dipertegas, jangan disalahartikan_menjadi/intervensi. Artinya ada batasan
fungsi 1tu, misalnya dalam memberikan fasilitasi [dalam Amsan, 2000
34].

Berdasarkan hal di atas, terlihat telah terjadi penyimpangan prinsip koperasi

yang dilakukan oleh pemerintalrdi‘Indonesia,” hal ini akan mempengaruhi

gerak dan perkembangan. koperasi di Indonesia karena akan mengakibatkan

ketergantungan yang sangat tinggi bagi koperasi-koperasi di Indonesia

terhadap pemerintah.

¢. Prinsip keenam, vaitu Pendidikan Perkoperasian
Untuk prinsip keenam ini, KOPMA IAIN dan KOPONTREN Al Munawwir
sudah melaksanakan yaitu dengan mengadakan dan mengikuti pendidikan

dan pelatihan perkoperasian [lihat lampiran 7 dan 8], namun pada KOPKAR

Ull, ketiga KOPKAR tersebut tidak pernah mengikuti dan mengadakan



pendidikan dan pelatihan perkoperasian. Hai im disebabkan kurangnya
pemahaman mengenai perkoperasian karena kegiatan koperasi hanya
dianggap kegiatan simpan pinjam dan toko {Suharto dan Mas, 7 Juni 2000].

. Prinsip ketujuh, yaitu Kerjasama antarkoperasi

Pada KOPMA IAIN Suka, Jalinan kerja sama antar koperasi ini tclah dibina
dengan baik melalui komunikasi, koordinasi dan kunjungan di antara sesama
koperasi [lihat lampiran 9]. Begitu pula dengan KOPONTREN Al Munawwir
Krapyak Yogyakarta, kerja sama 1ni berupa pelatihan bahkan dalam rangka
penyediaan sembilan bahan -pokok untuk unit usaha, KOPONTREN Al
Munawwir mengadakan kerja sama dengan Koperasi BMT Natura
Yogyakarta sebagai penyalur|[Nasthah, 7. Juni 2000]. Namun pada KOPKAR
Ull, kerja sama antar koperasi ini tidak tegjadi, walaupun setiap fakultas di
Universitas Islam | Indonesia s/mempunyai KOPKAR mfamun., masing-masing
KOPKAR ini berdini sendini_dan tidak\ pernah berhubungan satu sama lain
terlebih lagi dengan koperasi yang,berada.di-luar lingkungan Universitas
Islam Indonesia [Suharto dan Mas, 7 Juni 2000]. Hal ini jelas menyimpang
dari prinsip ketujuh dari koperasi, padahal jika semua KOPKAR yang ada di
tingkungan Universitas Islam Indonesia bekerjasama satu sama lain akan
dapat membentuk koperasi gabungan yang tentunya akan lebih maju dan
dapat lebith berperan dalam mensejahterakan karyawan dan dosen di
lingkungan Universitas Islam Indonesia. Kerjasama itu juga akan membantu
di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masing-

masing koperasi yang ada di setiap fakultas.



e. Selain mengalami penyimpangan pada prinsip-prinsip dasarnya, Koperasi
Indonesia sudah mulai kehilangan jati dirinya. Hal ini nampak bahwa koperasi
di Indonesia mulai meninggalkan fungs: sosialnya dan lebih berorientasi
kepada fungsi ekonomi [Priyono, 16 Jumi 2000]. Padahal di dalam konsep
dasar pengertian koperasi terkandung dua fungsi vyaitu fungsi ekonomi dan
fungsi sosial. Ini berarti telah terjadi pergeseran paradigma terhadap
pemikiran koperasi di Indonesia. Pergeseran paradigma ini senada dengan
yang diungkapkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ketika menyampaikan
pidato pengarahan di depan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Kantor
Menegkop PKM di Istana Negara, bulan Januari 2000, Presiden menyatakan
bahwa koperasi harus profif oriented,~harus_mencan keuntungan sebesar-
besarnya. Sebagaimana yang dikutip Ismangil

Keberhasilan /itu diukur ‘dengan-keuntungan. “Tidak \bisa.dengan cara lain
karena hanya dengan keuntungan itulah kita akan mampu menunjukkan

bahwa koperasi itu usaha (eKonhomi, /bukan usaha sosial {dalam Ismangil,
2000 : 5}.

Pernyataan Presiden | Abdurrahman ‘Wahid. ini.mendapat banyak tanggapan,
baik yang mendukung maupun yang menolak, yang mendukung berusaha
menjadikan koperast suatu badan usaha yang efektif bagi anggotanya
sedangkan yang menolak menyatakan bahwa jika itu terjadi maka koperasi
kehilangan jati diri yang menyebabkan koperasi tidak berbeda dengan badan
usaha selain koperasi. Bahkan manifestasi UU No. 25 tahun 1992
menggambarkan pergeseran paradigma ini dibanding dengan UU No. 12

tahun 1967. Dengan kata lain, UU No. 25 tahun 1992 lebih mendudukkan



koperasi sebagai badan usaha, dan sekaligus untuk mengantisipasi ekonomi
pasar. Hal ini berarti mendorong koperasi supaya bergerak sebagai badan
usaha [Ismangil, 2000 : 5].

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas, terlihat bahwa Koperasi
Indonesia di dalam pelaksanaannya di lapangan telah banyak mengalami
penyimpangan dari prinsip-prinsip dan ide-ide dasar koperasi yang menyebabkan
gerak dan perkembangan koperasi di Indonesia kurang baik bahkan masyarakat
memberikan citra negatif terhadap Koperasi Indonesia.

C. Penerapan Prinsip-prinsip Koperasi pada BMT

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahiwa koperasi merupakan bentuk
kelembagaan atau legalitas hukum.dari-hampir! seluruh BMT yang ada di
Ingonesia. Dengan demikian, pedoman Kerja, penilaian kesehatan, AD/ART
merujuk pada ketentuan“Departémen- Koperasi, Untuk /mengetabui bagaimana
keterikatan BMT terhadap Départemen Koperasi, penulis mengadakan stud
lapangan dengan meneliti, tiga~buah-BMT yangcada di Yogyakarta, yaitu BMT
Ekspor Al-Ikhlas, BMT Al-Iman dan BMT Mitra Nugraha.

Sebelum menganalisa mengenai pelaksanaan prinsip koperasi pada
ketiga BMT tersebut, akan diuraikan profil singkat dari ketiga BMT .

I. BMT Ekspor Al-Ikhlas
BMTE Al-lkhlas berdiri pada tanggal 1 Pebruari 1995. BMTE Al-lkhlas
adalah lembaga keuangan yang berbentuk Koperasi Serba Usaha dengan
nomor Badan Hukum 150/BH/KWK.12/IV/1997 pada tanggal 19 April 1997.

BMTE Al-lkhlas bertujuan untuk mengangkat perekonomian pengusaha kecil



di wilayah Yogyakarta dengan konsep bagi hasil serta mengembangkan
lembaga keuangan syariat yang profesional di wilayah Yogyakarta. BMTE
Al-Ikhlas bergerak di bidang jasa keuangan berupa simpan pinjam, kegiatan
sosial berupa pengelolaan ZIS dan di sektor riil berupa grosir kaset dan jual
beli motor [Dokumen BMTE Al-Ikhlas, tanpa tahun].

BMT Al-Iman

BMT Al-Iman Yogyakarta adalah sebuah lembaga keuangan yang beroperast
berdasarkan syariat Islam. BME ini bertujuanmengentaskan kemiskinan dan
menumbuhkan jiwa wiraswasia Islam melalui kegiatan menabung, member
pinjaman, peningkatan iman>dan akhlak (etika bisnis). BMT Al-Iman
didirikan tanggal 30 Maret 1997“dan-peresmiannya dilakukan tanggal |
Muharram 1418 H atau 28 April 1997 oleh ketua PINBUK ICMI, yaitu Dr.
Chairil Anwar, Sampai Saat ini; BMT Al-Iman masih berada di bawah
naungan PINBUK ICMI ORWIL Daerah, Istimewa Yogyakarta, belum
berstatus hukum koperasil

BMT Al-Iman telah bergerak di semua sektor BMT, yaitu sektor keuangan
berupa simpan pinjam, sektor sosial dengan penyaluran dara ZIS bahkan
telah ada pembinaan berupa pengajian bagi nasabah. Sejak bulan Agustus
1998, BMT Al-Iman telah menambah kegiatan berupa pengajian tafsir Al-

Quran yang diadakan setiap malam Jum‘at [Hadi, 14 Juni 2000]. Sedangkan

pada sektor nil, usaha yang dikembangkan adalah :

a) Al-Iman Komputer, berupaa rental komputer;
b) Grosir, mini market, tele market;
c¢) Sanggar senam Namila, Aroebic bagi ibu-ibu dan remaja putri,
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d) Cleaning Service, berupa cuci karpet, poles lantai, laundry;

¢) Al-lman Tour & Transport, berupa sewa mobil, angkutan barang,

pariwisata;

) Sound system;

g} Toko buku, alat tulis dan kantor;

h) Toko busana mushim;

i) Foto copy;

i) Meubel ukir Jepara [Dokumen BMT Al-Iman, tanpa tahun].
Usaha-usaha yang dilakukan BMT Al-Iman ini terlaksana karena kerja sama
dengan perusahaan lain. Selain itu juga BMT Al-Iman mengadakan kerja
sama dengan lembaga pendidikan, yaitu dengan MAN Lab. Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga dalam hal membantu penerimaan pembayaran SPP dan
TK Islam Tunas Melati Yogyakarta dalam hal mengelola tabungan siswa dan
pembayaran SPP [Dokumen'BMT-Al-Iman, tanpa tahun].

3. BMT Mitra Nugraha

BMT Mitra Nugraha\ direspikantanggal 1=April 1997 olch-Lembaga : Badan
Amil Zakat Infaq dan Sadagoh (BAZIS DIY), Yayasan Amal Usaha Muslim
Yogyakarta (YAUML),  Pusat Inkubasy Bisnis'Usaha Kecil (PINBUK DIY) di
Gedung Mataram Islamic Centre Jl. Ringroad Utara (Depan Asrama Haji
Yogyakarta) dengan nama PUSKOPSYAH (Pusat Koperasi Syariah) dengan
izin usaha (HO) No. 503. S 309/7398. Di/99.

Maksud dan tujuan didirikkannya BMT Mitra Nugraha adalah untuk
mewadahi BMT-BMT di DIY yang meliputi wilayah Kodya, Sleman, Bantul,

Gunung Kidul dan Kulon Progo dalam rangka penghimpunan dan penyaluran

zakat, infaq dan sadaqoh, pembinaan ke BMT-BMT serta menguatkan
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jaringan ditribusi komoditi unggulan antaranggota [Dokumen BMT Mitra
Nugraha, tanpa tahun].

BMT ini bergerak dalam jenis usaha pengadaan dan penyaluran sarana dan
prasarana produksi pertanian, agrobisnis, hortikultura dan simpan pinjam
[Khomsatun, 12 Juni 2000].

Pada ketiga BMT di atas, penulis meneliti mengenai bagaimana
penerapan prinsip-prinsip koperasi pada ketiga BMT tersebut. Berdasarkan hail
studi lapangan, penulis menemukan;

1. Berdasarkan data dan observas: langsung, peénulis menemukan bahwa pada
BMTE Al-Ikhlas dan BMT Mitra Nugraha, mereka tidak menerapkan prinsip-
prinsip koperasi secara keseluruhanHalini berdasarkan anggapan bahwa ada
prinsip-prinsip koperasi yang tidak sesual dengan syariah Islam. Namun
mereka menyetujui | prinsip-prinsipryang s¢suai dengan syartah Islam. Bahkan
kelembagaan koperasi yang “.mereka gunakanhanya sebagai legalitas untuk
memperoleh pengakuan dari-pemerintahy Halini-dilakukan agar BMT tersebut
dapat beroperasi. Berkaitan dengan kelembagaan koperasi yang mereka
gunakan, tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi kepada Departemen
Koperasi. Kewajiban hanya berupa laporan setiap bulan {Sumiyanto, 5 Juni
2000 dan Khomsatun, 12 Juni 2000].

2 Bahkan pada BMT Al-Iman, sampai saat im1 mereka belum berstatus koperasi,
masih berupa KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) di bawah naungan
PINBUK. Hal im disebabkan karena prosedur yang agak rumit dan

persyaratan yang cukup berat untuk berstatus koperast {Hadi, 14 Juni 2000].



Persyaratan untuk berstatus koperasi bagi BMT, untuk Koperasi Serba Usaha
harus mempunyai minimal 8 juta rupiah kas dan bagi Koperasi Simpan
Pinjam 16 juta rupiah yang disimpan/didepositokan di bank tertentu sedikitnya
satu bulan {Priyono, 16 Juni 2000].

Pada ketiga BMT di atas, penulis tidak menemukan kejanggalan dalam
pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi, karena mereka hanya menerapkan
prinsip-prinsip yang sesuai dengan syanah Islam. Namun berdasarkan data
PINBUK dan PUSKOPFESY | ditemukan ada beberapa BMT yang berlegalitas
koperasi menerima bantuan, dari_‘pemenntah melalui proyek-proyek
Departemen Koperasi yang mekanismenya tidak lepas dari sistem riba yang
jelas bertentangan dengan syariah-Islam=Data PINBUK menyatakan ada 9
BMT binaan mereka dan 2 BMT binaan PUSKOPFESY yang menerima
proyek KUT (Kredit\ Usaha Tani)-dari_pemerintah.2Dan+l BMT binaan
PUSKOPFESY vyang menerima dana /ostal, dari Departemen Sosial [lihat
lampiran 5 dan 6].] Semua~proyek itu menggtnakanmekanisme bunga yang
ada di dalam sistem perkoperasian Indonesia [Sulaiman, 12 Juni 2000 dan
Priyono, 16 Juni 2000]. Bahkan Sulaiman, selaku pimpinan PINBUK DIY
menyatakan bahwa untuk saat ini sulit bagi BMT melepaskan diri dari sistem
riba, bahkan ada BMT yang tetap menggunakan sistem bunga namun
mengganti nama bunga dengan bagi hasil. Hal ini dikarenakan masyarakat
Indonesia memang sudah terbiasa dengan sistem bunga [Sulaiman, 12 Juni
2000]. Namun Priyono menyatakan bahwa BMT-BMT yang menerima

proyek-proyek pemerintah berargumen bahwa alasan mereka menerima dana
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tersebut agar BMT mereka tetap eksis dengan dana tersebut dan sebagian yang
lain beranggapan daripada dana yang ada pada pemerintah tersalurkan ke hal
yang tidak berguna, lebih baik dimanfaatkan untuk BMT, walaupun mereka
menyadari bahwa apa yang mereka lakukan bertentangan dengan syariah, jadi
alasannya kondisional. Bahkan Priyono menambahkan ada BMT yang
menerima dana KUT, karena dana tersebut masih mempunyai sisa banyak,
maka kelebihan itu didepositokan ke bank-bank konvensional dan bunganya
diambil untuk membayar bunga kredit tersebut pada pemerintah {Priyono, 16
Juni 2000].
D. Penutup
Berdasarkan data empirik-di-lapangan-ini, ditemukan bahwa temyata
telah banyak terjadi penyimpangan prinsip-prinsip dasar koperasi oleh gerakan
Koperasi Indonesia dan ini membuktikan<bahwa telah'terjadikesalahpahaman
dalam memahami konsep dasar koperasi oleh gerakan Koperasi Indonesia.
Kesalahpahamaninterhiadap~konsep | 'dasar Koperasi 1m1 akhirnya juga
berpengaruh terhadap penerapannya pada BMT. Dalam kenyataan di lapangan
ternyata masih banyak BMT yang beroperasi sesuai dengan konsep dasar
koperasi yang dipahami oleh gerakan Koperasi Indonesia. Hal ini juga akhirnya
memberikan pengaruh terhadap operasional BMT sehingga banyak ditemui BMT
yang beroperasi tidak sesuai dengan syariah Islam.
Berkaitan dengan kelembagaan koperasi yang digunakan BMT, BMT

hanya menerapkan prinsip-prinsip koperasi yang dianggap tidak bertentangan
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syariah dan mengenai legalitas koperasi yang digunakan sebagai cover agar BMT

mendapat pengakuan dari pemerintah dan dapat beroperasi.
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BAB VI
EVALUASI TERHADAP
BENTUK KELEMBAGAAN KOPERASI UNTUK BMT

A. Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan mengenai teiaah kritis yang merupakan
evaluasi terhadap bentuk kelembagaan koperasi yang digunakan oleh BMT
sebagai sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan syariah.

Bab ini akan dimulai dengan telaah syariah terhadap koperasi untuk
mencari apakah konsep koperasi)itu_sesuaidengan nilai-nilai syariah Islam dan
bagaimana hukum berkoperasi |di dalam Islam  kemudian telaah kritis terhadap
bentuk kelembagaan koperasi untuk-BMT dan-diakhiri dengan penutup.

B. Telaah Syariah terhadap Koperasi

Dalam Islam ada sebuah términologivyang mempunyai relevansi kuat
dengan kehidupan umat, antara lain dengan koperasi yaitu “A/-Dinu Mu'amalah”
(agama adalah mu’amaldh) yang di<dalamnya tercakup dua hal, yaitu :

1. Ekonomi; dalam pengertian mengenai perhubungan kebutuhan hidup
dipertalikan oleh materi (disebut mu 'amalah madiyah)

2. Sosial, dalam pengertian mengenai pergaulan hidup dipertalikan oleh
kepentingan moral, rasa kemanusiaan (disebut mu'dmalah al-adabiyah)
[Dimyati, dkk., 1989 : 69-70].

Menggabungkan kedua hal di atas dipandang sama dengan menggaris
bawahi koperasi sebagai salah satu dari sejumlah bentuk kegiatan ekonomi yang

tengah dikembangkan saat ini yang merupakan bangun ekonomi yang berwatak

132
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sosial dengan berpadunya nilai ekonomi dan sosial di dalamnya. Untuk kemudian
selanjutnya mendudukkan koperasi dalam pandangan atau kerangka ajaran Islam.

Koperasi diartikan sebagai sebuah kegiatan usaha yang dilakukan
bersama-sama untuk kepentingan bersama, diurus secara kekeluargaan sehingga
memberikan dasar bekerja yang saling menguntungkan, saling membantu satu
sama lain untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Bahkan lebih tegas lagi koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang-
orang vyang secara suka rela| vymempersatukan diri untuk memperuangkan
peningkatan kesejahteraan ekonomi  mereka;, melalui pembentukan suatu
perusahaan yang dikelola secara demokratis, yang lahir sebagai protes dan sarana
untuk melindungi diri terhadap'pemerasan'dan-penindasan oleh sistem ekonomi
yang tidak adil, dan akhimya berkembang sebagai suatu gerakan bahkan menjadi
sebuah sistem ekonomi.“Di dalamkoperasi_terkandung dua“unsur yang saling
berkaitan satu sama lain, yaitu-unsur ekoniomidan unsur sosial yang terpadu di
dalamnya. Cin utama Kkoperasi~adalahnkerja sama-anggota dengan tujuan untuk
mencapal kesejahteraan hidup bersama.

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda
dengan organisasi-organisasi ekonomi bukan koperasi. Perbedaan ini terletak
pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupannya dan terjabar dalam prinsip-
prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai norma-norma etis yang mempolakan
tata laku koperasi sebagai ekonomi [Hasan dalam Swasono (ed), 1987 : 158].

Dan pengertian dan cini-ciri koperasi di atas, dapat disimpulkan bahwa

falsafah atau etik yang mendasan gagasan koperasi sesungguhnya adalah kerja
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sama, gotong royong dan demokrasi ekonomi, menuju kesejahteraan umum. Hal
ini dapat dilihat dani dua segi, yaitu perfama modal awal koperasi yang
dikumpulkan dari semua anggotanya. Besarnya modal tidak mempengaruhi
kedudukan anggota dengan anggota lainnya karena berlaku asas satu anggota, satu
suara. Kedua, permodalan itu sendiri tidak merupakan satu-satunya ukuran dalam
pembagian Sisa Hasil Usaha. Modal dalam koperasi diberi bunga terbatas dalam
jumlah yang sesuai dengan keputusan rapat anggota. Sisa Hasil Usaha koperasi
dibagikan berdasarkan besar kecilnya peranan-anggota dalam pemanfaatan jasa
koperasi [Dimyati, dkk., 1989 : 70-74].

Melihat dari segt faisafah atau etik yang mendasari gerakan koperast,
kita temukan banyak segi-segi-yang“mendukung persamaan dan diberi rujukan
dari segi ajaran Islam, antara lain penckanan akan pentingnya kerja sama dan
tolong menolong (Za'awun), spersaudaraan “(ukhuwah) dan-pandangan hidup
demokrasi (musyawarah). Di dalam Islam/kerja sama dan tolong menolong sangat
dianjurkan. Al Qur’ansmenyuruhmanusia™ Cagar bekerja sama dan tolong
menolong, namun dengan tegas dinyatakan bahwa kerja sama dan tolong
menolong itu hanya dilakukan dalam hal kebaikan yang akan menceminkan
ketagqwaan kepada Tuhan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surah Al
Maidah (5) ayat 2 :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

tagwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

[Departemen Agama, 1989 : 157].
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Perintah ditegakkannya kerja sama kemanusiaan dalam mengerjakan
kebajikan (bukan dalam hal dosa) sejalan dengan kedudukan manusia sebagai
makhluk yang terhormat dan mulia [Basyir, 1981 : 82] dan dijelaskan Allah dalam
Al Qur’an Surah Al-Israa’ (17) ayat 70 :

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut
mereka di daratan dan lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik
dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yuang sempurna atas
kebanyakan makhiuk yang telah Kami ciptakan’ [Departemen Agama, 1989
- 435].

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia adalah makhluk sosial
vang hidupnya harus melaksanakan kerja sama dan saling tolong menolong sesuai
kedudukannya sebagai makhluk mulia dan terhormat.

Selain kerja sama dan tolong-menolong-dalam koperasi juga ditekankan
unsur musyawarah. Ajaran Islam sangat menganjurkan pentingnya musyawarah
untuk mencapai kesatuan = pendapat; sikap “maupun /langkah-langkah dalam
mengusahakan sesuatu. Anjuran.bermusyawarah /ditegaskan dalam Al Qur’an
Surah Ali Imran (3) ayat 159

“Maka disebabkan oleh rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah  mereka menjauhkan diri dari  sekelilingmu. Karena itu
ma'afkanlah  mereka, mohonkaniah ampun  bagi mereka, dan
bermusyawarahluh  dengan mereka dalum  wrusan itu”... [Departemen
Agama, 1989 : 103].

Avat ini secara redaksional ditujukan kepada kepada Nabi Muhammad

SAW agar mengadakan musyawarah dalam memecahkan persoalan-persoalan

tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakat, namun secara lebih luas
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dapat dijadikan pedoman bagi setiap muslim khususnya bagi setiap pemimpin
agar bermusyawarah dalam setiap persoalan [Shihab, 1996 : 470].

Dengan musyawarah, setiap orang mempunyai hak yang sama, tidak ada
diskriminasi. Islam menjunjung tinggi dan menghargai hak setiap individu dan
tidak membedakan manusia. Acuan moralnya adalah bahwa manusia mempunyai
kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, dan yang membedakannya adalah
ketagwaannya.

Persamaan hak juga ditemukan di dalam koperasi melalui asas satu
anggota, satu suara yang dijamininelalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai
forum musyawarah tertinggi yang minimal dilaksanakan setahun sekali. Dengan
agenda masalah-masalah pokok—dalam~keperasi, RAT memberi ikatan
keorganisasian dalam hal kesamaan kedudukan, mengundang partisipasi,
menentukan hak dan kewajiban anggota serta mengikat tanggung,jawab datam hal
keuntungan dan kerugian [Dimyati; dkk., 1989 : 72-73].

Rapat Anggota)Tahunan (RAT) jmerupakan manifestasi dari kerjasama
yang dilakukan secara suka rela dan terbuka. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar
dalam Islam bahwa Islam melarang unsur paksaan bahkan dalam hal beragama
sekalipun. Hal ini ditegaskan dalam Al Qur’an Surah Al Baqarah (2) ayat 256 :

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah

jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah™... [Departemen Agama,
1989 : 63].

Oleh karena itu prinsip keanggotaan koperasi yang suka rela (dan

terbuka) sudah merupakan prinsip yang Islami. Kerja sama dan musyawarah
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mencerminkan adanya persaudaraan (ukhuwah) yang dicita-citakan sebagai ciri
ideal umat Islam.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan kesesuaian nilai-nilai ta’awun,
musyawarah dan ukhuwah dengan nilai kerja sama, demokrasi, sukarela, terbuka
dan kekeluargaan dalam koperast.

Selain itu Asnawi Hasan juga mengadakan analisa terhadap koperasi
dengan analisa etika, namun dalam tekanan yang berbeda. Hasan melakukan
content analysis, menganalisa (ymuatan mlai- dari keduanya dengan cara
membandingkan muatan-muatan /nilai yang, berkesesuaian, kemudian dicari
sejauh mana kesesuaian antara keduanya.

Dalam analisisnya gunamendapatkan kejelasan tentang kedudukan
koperasi dalam pandangan Islam, Hasan menempuh empat langkah pembahasan
yaitu :

1. Pembahasan tentang falsafah etis\dan, sistem aksioma etis Islam serta
beberapa hipotesa dasar yang melandasi sistem ekonomi Istam;

2. Pembahasan tentangsaksioma-aksipma-etis'dan prinsip-prinsip koperast;

3. Evaluasi krtis' terhadap'-aksioma-aksioma /tis. dan prinsip-prinsip
koperasi dengan menggunakan sistem aksioma etis Islam sebagai
kerangka penilaiannya. Dalam evaluasi im akan dinilai sifat
instrumentalis aksioma-aksioma etis dan prinsip-prinsip koperasi
terhadap perwujudan sistem aksioma etis Islam yang secara hirarkis
memiliki sifat sebagai nilai-nilai intrinsik; dan

4. Penyimpulan terhadap hal-hal yang telah dihasilkan dari butir 1 sampai
dengan 3 [Hasan dalam Swasono (ed), 1987 : 1591,

Berikut ini akan diuraikan keempat langkah tersebut dalam rangka
menjelaskan kedudukan koperasi daiam pandangan Islam. Pada langkah pertama,

diuraikan mengenai etika ekonomi yang mendominasi ekonomi di dalam Islam

yang keseluruhan tata lakunya dipolakan atas dasar norma-norma etis dan bukan
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sebaliknya. Sistem etik dalam Islam bersumber dari falsafah etik yang di
dalamnya terkandung ajaran yang khas tentang manusia bahwa manusia adalah
makhluk monodualis, dalam arti merupakan makhluk individual sekaligus
makhluk kolektif.

Sebagai makhluk individual, manusia menempati posisi sentral di alam
ini dan memiliki ciri sebagai makhluk theomorfis yang tugasnya adalah sebagai
khalifah di bumi ini, sedangkan sebagai makhluk kolektif, manusia tidak bisa
lepas dari lingkungannya. Di dalam Islam kedua hal ini harus seimbang. Dalam
hubungan ini Islam memberikan jalan terbaik bagi manusia untuk mewujudkan
potensi theomorfisnya dengan mengganiskan bahwa kegiatan-kegiatan moral,
spintual dan sekular manusia harus-sepenuhnya-terpadu dan terkait satu sama lain
sehingga terwujud keseimbangan yang akan mewujudkan lingkungan sosial yang
di dalamnya hidup manusia-manusia“yang dapat memadukan-kehidupan sesuai
dengan batasan e¢tis yang digariskan oleh” Tuhan /[Hasan dalam Swasono (ed),
1987 : 161-162].

Dengan bekal falsafah etik Islam yang inti ajarannya menyangkut tentang
manusia, selanjutnya disusun seperangkat aksioma etis.

Naqvi [1981 : 47-56] mengajukan empat aksioma etis yang dapat
memberikan wawasan yang bersifat terpadu, seimbang dan realistis tentang sifat
dasar manusia yang seharusnya beserta peran sosialnya, yaitu :

1. Kesatuan

Aksioma ini menyangkut dimensi vertikat dan [slam yaitu berkaitan

dengan Tuhan. Namun sejalan dengan konsep manusia sebagai
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makhluk theomorfis, kesatuan juga mencerminkan kualitas Tuhani
dalam din manusia juga dibedakan konsep Khalik dan makhluk.
Konsep kesatuan berfungsi memadukan aspek politik, ekonomi,
sosial dan keagamaan dalam suatu totalitas yang bersifat homogen
dan konsisten, serta terkait dan memadu dengan alam semesta yang
melingkupinya. Dalam kerangka ini alam semesta, kehidupan di
bumi dan manusia terkait dalam kesatuan yang saling mengikat dan
memperkuat.

Keseimbangan

Aksioma im erat kaitannya dengan konsep al-‘'Adl, menyangkut
dimensi horisontal dalam-Islam.“Konsep ini juga mengajarkan bahwa
Tuhan pada hakekatnya adalah a/-‘Adl (yang Maha Adil) yang
dicirikan’ kepada ‘semua“ciptaan-Nya dan/merupakan pencerminan
dari sifat-sifat-Nya.~Islam mengajarkan bahwa dalam alam semesta
ini terdapats Keselarasan 'dan|_kes€imbangan untuk mewujudkan
tatanan sosial yang terbaik. Keberadaan manusia sendin
mengandung keseluruhan kualitas kodrati yang berada dalam
keseimbangan vyang harus diwuyjudkan dan pengingkaran
terhadapnya adalah dosa. Dalam konteks individu, keseimbangan
harus diwujudkan dalam kehidupan sehingga terbina manusia yang

seimbang dan adil.
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3. Kemauan Bebas
Islam mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang mutlak bebas, namun
dalam batas-batas pola penciptaan-Nya, manusia juga relatif bebas.
Manusia mempunyai kebebasan untuk menjadi makhiuk yang
mampu mewujudkan theomorfis  atau menggunakan kemauan
bebasnya untuk mengingkari Tuhan. Kebebasan manusia yang
merupakan karunia Tuhan harus dilindungi karena merupakan
pembawaan kodrati amanusia itu sendini dan agar tetap seimbang
dalam masyarakat. Kebebasan manusia berlaku baik bagi manusia
individual maupun >manusia kolektif dan harus seimbang antara
keduanya. Manusia—hardys’ mampu— membatasi secara suka rela
kebebasan individualnya dalam rangka memaksimisasi kebebasan
kolektif.
4. Tanggung jawab

Kemauan bebas mempunyan kaitanlegis dengan tanggung jawab, hal
ini akan memberikan batasan apa yang boleh dilakukan manusia
agar manusia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya
karena kebebasan harus diimbangi oleh tanggung jawab, yang di
dalamnya terkandung kendala-kendala etis agar keseimbangan tetap
terpelithara. Berdasarkan konsep al-'Ad/, setiap individu harus
bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Doktrin tanggung jawab
merupakan suatu prinsip yang dinamis dalam hubungannya dengan

tata laku manusia agar manusia mengembangkan din mencapai
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keadaan yang lebih sempurna. Berkaitan dengan kesadaran sosial,
individu vyang bebas adalah individu yang peka terhadap
lingkungannya dan selalu berusaha mengembangkan lingkungannya
agar tercipta keseimbangan di dalam masyarakat.

Keempat aksioma di atas berfungsi memperkokoh prinsip etis Islam yang
bersifat mendasar yang diarahkan untuk mewujudkan suatu tatanan sosio-
ckonomis yang terintegrasi, adil dan penuh kemanfaatan dalam rangka
memaksimalkan kebahagiaan material tanpa menghalangi manusia dengan cara
apapun untuk memperoleh kemajuan-kemajuan spiritual.

Berdasarkan empat aksioma di atas, Hasan menegaskan bahwa sistem
ekonomi Islam bersandar pada empat-hipotesa-dasar, vaitu :

1. Melalui kesatuan, kegiatan ekonomi erat terkait dengan lingkungan etis
manusia;

2. Berlandaskan pada kualitas™dasar dam keseimbangan-harus diusahakan
tercapainya keseimbangan yang adi/ antara hubungan-hubungan dasar
dari produksi, konsumsi-dan distrbusi;

3 Kemauan bebas mengharuskan bahwa kebebasan ekonomi seseorang
dan pengendahan) rPemerintah digabungkan ssecara memadai untuk
mencerminkan "konsep’ kebebasan ‘manusia ' yang sesuai dengan ajaran
Islam; dan

4. Aksioma tanggung jawab mengharuskan adanya suatu kebijaksanaan
redistribusi dan transfer sumber daya di antara berbagai golongan dan
kelompok dalam masyarakat. Ja juga membawa implikasi bagi
pengaturan hubungan keuangan antara pihak yang membert pinjaman
dengan pihak yang meminjam [Hasan dalam Swasono (ed), 1987 : 167}.
Langkah kedua, Hasan membahas mengenai aksioma-aksioma etis dan

prinsip-prinsip koperasi. Untuk membahas ini Hasan mengacu pada teori Hans H.

Munkner yang mengikhtisarkan delapan ide umum koperasi dan sebelas prinsip

koperasi dan melihat kesesuaiannya dengan aksioma-aksioma ctika-ckonomis
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demokrasi; (4) ekonomi;  (5) kebebasan; (6) keadilan; (7) altruisme; dan
(8) pengembangan sosial. Sedangkan kesebelas prinsip koperasi terdiri dari : (1)
menolong diri sendiri berdasarkan solidaritas; (2) promosi anggota; (3) kesatuan
pemilik dan konsumen; (4) efisiensi ekonomi; (5) perkumpulan suka rela; (6)
keanggotaan terbuka; (7) manajemen kontrol secara demokratis; (8) otonoms; (9)
distribusi secara adil dan merata dari hasil-hasil yang didapat dan pelaksanaan
usaha koperasi; (10) dana cadahgan yang tidak dapat dibagi; dan (11) promosi
pendidikan bagi anggota [Munkner; 1974 :113-16].

Berikut im akan diuraikan makna dari  masing-masing ide umum atau
aksioma etis koperasi dalam hubungannya dengan-aksioma etis Islam.

Nilai-nilai yang terkandung dalam aksioma swadaya dan solidaritas
dikonkritkan implementasinya, /melalui “prinsip-prinsip’.koperasi : (1) Saling
membantu melalui perkumpulan Keperasi dtas dasar solidaritas yang berswadaya;
(2) Memenuhi kebufuhan jatau skepentingan @nggota\, melalui usaha-usaha
pelayanan koperasi; dan (3) Identitas antara pemilik dan langganan usaha koperasi
[Munker, 1974 : 13]. Kandungan aksioma swadaya dan solidaritas im
dikorespondensikan dengan aksioma kesatuan dalam sistem etik Islam, maka
akan ditemukan kemunasabahan yang sangat kuat, karena di dalam aksioma
kesatuan terkandung unsur-unsur nilai keterpaduan proses kehidupan manusia,
kesatuan, persatuan, kenal-mengenal, usaha bersama dan saling tolong menolong
yang kesemuanya menyentuh aspek dumiawi dan jika tindakan berkoperasi ini

dilandasi dengan niat yang benar dan diwarnai dengan akhlaqul karimah, maka
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dimensi wukhrowi juga akan terpenuhi [Hasan dalam Swasono (ed), 1987 : 169-
170].

Aksioma-aksioma etis koperasi berikutnya adalah altruisme, kemajuan
sosial, keadilan dan ekonomi yang dimplementasikan dalam prinsip-prinsip
koperasi : (1) Keanggotaan terbuka dan persamaan antar anggota; (2) Dana
cadangan yang tidak dibagikan kepada para anggota sebagai modal sosial; (3)
Promosi pendidikan; (4) Distribusi hasil-hasil usaha secara adil dan wajar; (5)
Efisiensi ekonomi koperasi yang/diukur dengan dampaknya bagi peningkatan
sosial-ekonomi anggota baik jangka/ panjang maupun jangka pendek [Munkner,
1974 : 14-15].

Dalam koperasi dikenal-aksioma altruisme, yaitu pengabdian din secara
ikhlas pada kepentingan-kepentingan orang lain dengan landasan moral yang
merupakan kekuatan 'kohesif yang penting, .t€riebih lagijika dipadukan dengan
aksioma keadilan, sehingga dalam,nilai pengabdian dir tersebut terkandung pula
nilai-nilat adii, amanah, 'jujur, integritas'dan benar, Késemuanya ini penting guna
mewujudkan keadilan sosial dalam rangka pembangunan masyarakat. Selain itu
aksioma ekonomi juga sangat penting mengingat akan kelangkaan sumberdaya
dan keharusan untuk bertindak efektif dan efisien dalam setiap langkah koperasi
[Hasan dalam Swasono (ed), 1987 :170]. Jika semua nilai ini melandasi gerak
koperasi maka koperasi akan tumbuh dan berkembang serta mampu memberikan
kontribust positif bagi terciptanya kondist masyarakat yang harmonis, seimbang

dan adil.
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Jika nilai-nilai  di atas dikorespondensikan dengan aksioma
keseimbangan dalam Islam, maka akan tampak jelas hubungan yang sangat kuat
karena di dalam aksioma keseimbangan terkandung unsur-unsur nilai keadilan,
keseimbangan dan keselarasan yang sangat penting artinya dalam penciptaan
tatanan sosial masyarakat harmonis dan berkeadilan sosial {Hasan dalam Swasono
(ed), 1987 : 170}.

Selanjutnya adalah aksioma kebebasan dan demokrasi yang
dikonkritkan dalam tiga prinsip) koperasi, vaitu : (1) Perkumpulan yang
keanggotaannya bersifat suka rela; (2) otonomi,dalam keseluruhan manajemen,
khususnya dalam menentukan sasaran , pembuatan keputusan dan sebagainya; (3)
Manajemen dan pengawasan secara~demokratis-terhadap organisasi koperast
secara keseluruhan, khususnya aspek usahanya {Munkner, 1974 : 14 -15].

Kebebasan, sebapai salah satu"aksioma‘etis koperasi meéngandung makna
akan adanya tekad untuk menentukan nasib masa depannya sendiri khususnya
mengenai untuk kebahagiaan“mateniainyalKebebasan\tersebut berlaku bagi
individu anggota koperasi maupun keseluruhan anggota koperasi sebagai suatu
kolektivitas yang keduanya harus seimbang. Dalam hal ini koperas: sebagai
organisasi ekonomi yang berwatak sosial harus mampu mengatasi konflik-konflik
antara kepentingan individu dan masyarakat sehingga kebebasan kolektif dapat
dimaksimalkan. Di samping aksioma kebebasan adalah aksioma demokrasi yang
di dalamnya terkandung nilai-nilai  persamaan, toleransi, kebebasan
mengemukakan pendapat, penghormatan terhadap harkat dan martabat individu

dengan memberi kesempatan yang sama dalam mengembangkan peranan dan
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kemampuannya dalam kehidupan berkoperasi [Hasan dalam Swasono (ed), 1987 :
171].

Aksioma  kebebasun dan demokrasi di dalam koperasi
dikorespondensikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam aksioma kemauan
bebas dalam Islam. Namun satu hal yang belum disinggung dalam penjelasan
tentang aksioma kebebasan dan demokrasi  dalam koperasi adalah bahwa
kebebasan itu tidak boleh dirampas atau diperkosa karena akan merusak
keseimbangan, dan hal ini perlucditambahkan di| dalam penjelasan kandungan
aksioma kebebasan dan demokrasidan sistem etis koperasi karena akan sangat
menentukan kelangsungan hidup lembaga koperasi dalam arti sesungguhnya
[Hasan dalam Swasono (ed), 1987:172]. |

Yang terakhir adalah pembahasan mengenai aksioma etis koperasi
kemajuan sosial |_yang “dimanifestasikan mielalui, prinsip_keperasi promosi
pendidikan bagi anggota koperasi-pada khuSusnya dan masyarakat pada umumnya
[Munkner, 1974 : 16] yahg dihtubungkan-déngan akSiomatanggung jawab dalam
sistem etis [slam.

Sebagai alat perjuangan untuk meningkatkan kondisi ekonomi rakyat,
koperasi mempunyai tugas memajukan masyarakat yang merupakan manifestasi
tanggung jawab koperasi terhadap kemajuan lingkungannya dalam rangka
menciptakan tatanan sosial yang semakin adil dan makmur sehingga terwujud
keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Dengan kemajuan koperasi

diharapkan masyarakat ikut berkembang secara dinamis sehingga menumbuhkan
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kesadaran dan tanggung jawab sosial bagi anggota koperasi untuk memajukan
lingkungannya.

Nilai-nilai imi sangat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam
aksioma fanggung jawab di dalam sistem etis Islam. Namun perlu ditekankan
bahwa tanggung jawab itu memberi batasan-batasan pada kebebasan dan manusia
harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan ini merupakan masukan
penting bagi pola tata laku koperasi {Hasan dalam Swasono (ed), 1987 : 172].

Demikianiah pembahasan’mengenai aksioma-aksioma etis dan prinsip-
prinsip koperasi yang dihubungkan/ dengan sistem etis Islam. Dan langkah
terakhir yang dilakukan Hasan~ adalah |menyimpulkan hal di atas. Dan
pembahasan di atas terbukti bahwa terdapat kemunasabahan dan kesesuaian yang
kuat antara keduanya sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga koperasi itu
bersifat Islami, karena memiliki‘ciri-Ciri sebagai lembaga yang bemnafaskan [slam,
sehingga sesuai untuk mengemban peranan, sebagai wahana perwujudan nilai
sosio-ckonomis Islam | dan/ merupakans Kewajiban bagi, umat Islam untuk
berpartisipasi dalam membina dan mengembangkan koperasi [Hasan dalam
Swasono (ed), 1987 : 173].

Menganalisa koperasi dan Islam dari segi etis berarti belum sampai pada
bahasan mengenai praktek koperasi yang merupakan tata laku berpola yang
didasarkan atas prinsip atau perangkat nilai etis tersebut.

Kesesuaian koperasi dengan Islam dilihat dar mekanisme operasional
atau pola tata laku operasional adalah melalut sistem imbalan (keuntungan atau

fasilitas) yang diterima anggota yang sesuai dengan peran serta kontribusinya
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bagi koperasi. Hal ini sesuai dengan prinsip balas jasa di dalam Islam. Islam
mengajarkan seseorang hanya menerima apa yang ia usahakan. Hal in1 ditegaskan
di daiam Al Qur’an surah Az Zalzalah (99) ayat 7 - 8 :

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscava dia

akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan

seberat  d-arrahpun,  niscayva  dia akan melthat  (balasanjnya  pula”

[Departemen Agama, 1989 : 1037].

Juga disebutkan di dalam Al Qur’an surah Al Bagarah (2) ayat 286 :

“Allah  tidak membebani | seseorang ™~ melainkan sesual  dengan

kesanggupannya. la mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya

dan ia mendapat siksa - (dafi kejahatan) yang dikerjakannya .."

[Departemen Agama, 1989 172},

Hal lain dapat dilihat mengenai ketentuan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Dalam koperasi maksimisasi SHU bukan tujuan-dan pemanfaatan scbagian SHU
diperuntukkan bagi kemaslahatan umum. Hal ini untuk menghindan usaha-usaha
eksploitatif, menekankan, pelayanan_ afiggota_dan memperhatikan kepentingan
umum. Hal ini sesuai dengan nilai kebgrsamaan/dan cita-cita keadilan sosial
dalam Islam [Dimyati] dkK 198775}, Dalam mewujudkan keadilan sosial ini,
Islam menentang penimbunan kekayaan pada segelintir orang tanpa
membelanjakannya ke jalan Allah melalui lembaga-lembaga zakat, infak dan
shodagah dan lain-lain yang mempunyai multiplier effect ke arah terwujudnya
keadilan sosial tersebut. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah surah At Taubah
(9) ayat 34 :

“Dan  orang-orung yang menyimpan emas dan perak dan tidak

menatkahkannya pada julan Allah, maka berituhukanlah kepada mereka,

(hahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” [Departemen Agama,
1989 : 285].
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Ajaran Islam menghendaki adanya redistribusi kekayaan secara merata,
misalnya bagi fakir miskin, anak yatim, orang yang meminta-minta atau yang
haknya dirampas, juga dengan tegas dinyatakan bahwa kekayaan atau komodoti
tidak boleh berputar di antara orang-orang kaya saja. Hal ini disebutkan dalam Al
Qur’an surah Al Hasyr (59) ayat 7 :

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya
vang berasal dari penduduk kotu-kota maka adalah untuk Allah, untuk
Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-
orang yang dalam perjalanan-supaya harta itu jangan hanya beredar di
antara orang-orang kaya suja di antara kamu” [Departemen Agama, 1989
916].

Perwujudan keadilan sosial.dengan’ pendekatan ini mencerminkan out
put demokratisasi sistem ekonomi Islam, vang selaras dengan tujuan koperasi
sebagai alat pendemokrasian ékonomi.-Hal ini) menandakan bahwa Islam dan
koperasi mempunyai tujuan yang sama.yaitu mencapai demokratisasi ekonomi.
Dengan praktek demokratis koperasi, maka terlihat bahwa cara kerja dalam
pengelolaan koperasi merupakan cara yang Islami.

Berdasarkan ‘uraian—di atas’jelas menufijukkan kesesuaian nilai-nilai etis
dan pola-pola operasional koperasi dengan Islam.

Namun ada satu hal yang tidak boleh dilupakan ketika membahas
koperasi dalam pandangan Islam, yaitu mengenai aspek hukumnya karena Islam
adalah agama yang mengatur segalanya berdasarkan aspek hukum. Berkaitan

dengan ini maka bagaimana hukum koperasi dalam Islam juga sangat penting

untuk dibahas.
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Pembahasan mengenai spektrum hukum Islam sangat luas dan di dalam
penetapan hukumnya dapat melaiui prosedur dan metode yang beragam. Jika
hukum suatu masalah tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al Qur’an dan
Sunnah, maka penetapan hukumnya dapat dilakukan melalui ijtihad, sehingga kita
mengenal metode-metode penerapan hukum secara givas, ijma, istislah, istihsan,
dan lain-lain yang biasa disebut hukum zanni. Hal ini terjadi pula di dalam
penetapan hukum berkoperasi.

Menurut Mahmud Syaltut, koperasi (syirkah ta’awuniyah) adalah suatu
bentuk syirkah baru yang belum, dikenal oleh fuqaha terdahulu [Syaltut, tanpa
tahun : 349] yang membagi syirkah menjadi 4 macam, yaitu :

1. Syirkah Abdan, yaitu'kerja-sama-antara dua orang atau lebih untuk
melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antara mereka menurut
perjanjian. Abu‘Hanifah dan"Malik membolehkan syirkah ini, sedangkan
Syafi’i melarangnya.

2. Svirkah mufawadah;~vaitukerja sama antara dua orang atau lebih untuk
melakukan melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan
syarat sama modalnya, agamanya, mempunyai wewenang melakukan
perbuatan hukum, dan masing-masing berhak bertindak atas nama
syirkah. Para imam mazhab melarang syirkah ini kecuali Abu Hanifah.

3. Syirkah wujuh, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk
membeli sesuatu tanpa modal wuang, tetapi hanya berdasarkan
kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian profit sharing

(keuntungan dibagi sesuai dengan bagian masing-masing). Ulama
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Hanafi dan Hambali membolehkan syirkah ini, sedangkan ulama Syafi’i

dan Maliki melarang dengan alasan syirkah hanya boleh dilakukan

dengan uang atau pekerjaan, sedangkan uang dan pekerjaan tidak
terdapat dalam syirkah ini.

4. Syirkah ‘inan, vyaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam
permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar profit and loss
sharing (membagi untung dan rugi) sesuai dengan jumlah modalnya
masing-masing. Syirkah’semacam ini-disepakati oleh ulama tentang
bolehnya (ijma’ ulama) [Sabig, tanpa tahun : 294 - 298].

Sebagian ulama menganggap koperasi/(syirkah ta’awuniyah) sebagai
akad mudarabah, yaitu suatu perjanjiankerja sama antara dua orang atau lebih,
yang mana satu pihak menyediakan modal sedang pihak lain melakukan usaha
atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut-perjanjian [Sabiq, tanpa
tahun : 212].

Mahmud Syaltut“tidak setuju dengan- pendapat ‘tersebut, sebab syirkah
ta’awuniyah tidak mengandung unsur mudarabah yang dirumuskan oleh para
fuqaha (satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha) karena
syirkah ta’awuniyah (yang ada di Mesir), modal usahanya berasal dari anggota
pemegang saham dan usaha itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar
oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dan jika
pemegang saham turut mengelola maka ia berhak digaji sesuai dengan sistem
yang berlaku [Syaltut, tanpa tahun : 348]. Menurut Syaltut, koperasi merupakan

syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang mempunyat banyak
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manfaat, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemegang saham,
memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan
dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan
sebagainya yang di dalamnya tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, dikelola
secara demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada
semua anggota dengan ketentuan yang berlaku, sehingga syirkah ini dibenarkan
dalam Islam [Syaltut, tanpa tahun : 349 - 350]. Lebih jauh lagi Syaltut
mengemukakan bahwa jika koperasi menentikan sebagian hasil usahanya untuk
tujuan sosial keagamaan sesuai dengan pos-pos / asnaf penggunaan zakat, maka
bagi anggota koperasi yang muslim maka boleh niatnya sebagai zakatnya atas
sebagian hasil usaha koperasi yang, dikeluarkan untuk tujuan sosial keagamaan.
Jika pengeluaran hasil usaha koperasi untuk sosial keagamaan itu sama dengan
jumiah zakat yang.wajib dikeluarkan, dan.dipandang sudah menunaikan zakatnya,
tetapi jika kurang harus melengkapi_kekurangan zakatnya dan jika lebih, sisanya
dianggap sebagai sedekah [Syaltat, tanpa tahun *350].

Sedangkan Abdurrahman Isa menyatakan bahwa syirkah 1a’'awuniyah
(koperasi) adalah syirkah musahamah, artinya syirkah yang dibentuk melalui
pembelian saham-saham oleh para anggotanya. Karena itu syirkah imi adalah
syirkah amwal (badan kumpulan modal) bukan syirkah asykhas (badan kumpulan
orang), karena di dalam koperasi yang tampak bukan kepribadian para anggota
pemilik saham. Menurut Isa, koperasi boleh di dalam Islam dan halal deviden

yang diterima para anggota dari hasil usaha koperasi selama koperasi itu tidak
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mempraktekkan usaha yang mengandung riba dan menjalankan usaha-usaha yang
haram [Isa, tanpa tahun : 65 - 68].

Relevansi upaya menetapkan status hukum berkoperasi bagi umat Islam
juga didasarkan pada kenyataan bahwa koperasi lahir dan merupakan lembaga
ekonomi yang dibangun oleh pemikiran Barat, yang terlepas dari ajaran dan kultur
Islam. Artinya hal ini tidak disebutkan di dalam Al Qur’an dan Sunnah, dan tidak
pula dilakukan di zaman Nabi SAW. Kehadirannya di negara-negara Islam
mengundang para ahli untuk menyoroti kedudukan hukumnya di dalam Islam.

Asnawi Hasan, penulis Indonesia setelah mengkaji mengenat etik dan
prinsip koperasi menemukan |adanya kesesuaian dengan etika Islam dan
menyatakan wajib bagi umat Istam untuk berpartisipasi dalam membina dan
mengembangkan kehidupan berkoperasi dan merupakan dosa bagi mereka yang
menghalang-halangi__perkembangan_koperasi.itu| [Hasan-dalam Swasono (ed),
1987 : 173].

Khaiid Abdurrahman Ahmad, penulis. Timur Tengah berpendapat haram
bagi umat Islam berkoperasi. Sebagai konsekuensinya, beliau juga mengharamkan
harta yang diperoleh dan koperasi [Ahmad, 1976 : 140 - 142]. Alasan
pengharaman Koperasi, yang dalam istilah Arab al-Jam'iyah al-Ta'awuniyah,
pertama disebabkan karena prinsip-prinsip keorgantsasian yang tidak memenuht
syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah, di antaranya persyaratan anggota yang
harus terdiri dari satu jemis golongan saja yang dianggap akan melahirkan
kelompok yang eksklusif. Kedua, mengenai pembagian keuntungan koperasi yang

dilihat dari segi pembelian atau penjualan anggota di koperasinya. Cara int
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dianggap menyimpang dari ajaran Islam, karena menurut bentuk kerja sama
dalam Islam (secara klasik) hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar
modal, jerih payah atau keduanya. Alasan selanjutnya adalah didasarkan
penilaiannya mengenai tujuan utama pembentukan koperasi dengan persyaratan
anggota dari golongan ekonomi lemah yang dianggapnya hanya bermaksud untuk
menentramkan mereka dan  membatasi  keinginannya serta umtuk
mempermainkan mereka dengan ucapan dan feori-teori utopis.

Senada dengan pendapat ini adalah pendapat dan Taqyudin An-Nabhani
yang memberikan analisa bahwa vkoperasi merupakan organisasi yang batil dan
bertentangan dengan hukum Islam dengan alasan :

1. Koperasi adalah perseroan sehingga syarat=syarat perseroan yang dinyatakan

oleh syara* agar perseroan itu sah harus dipenuhi. Perseroan dalam Islam

adalah transaksivantara duavorang.-atauwlebih yang sama-sama sepakat untuk
melakukan kegiatan finansial_dengan Aujuan\mencan keuntungan dan harus
ada badan yang mempunyai aidil) dalam-kegiatan itu, sedangkan di dalam
koperasi yang ada hanyalah modal yang melakukan perseroan. Sehingga tidak
pemah terjadi kesepakatan untuk melakukan kegiatan sama sekali. Yang
terjadi adalah kesepakatan untuk menyerahkan modal tertentu dengan tujuan
agar mereka bisa membentuk kepengurusan yang membahas siapa yang akan
melakukan kegiatan itu. Koperasi dani segi asasnya tidak pernah dianggap

terbentuk dan tidak mempunyai badan, maka menurut syara’ perseroan

tersebut dinilai sebagai perseroan yang batil.
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2. Pembagian laba menurut hasil pembelian atau produksi, bukan menurut modal
atau kerja, tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan transaksi yang sah
menurut syara [An-Nabhani, 1996 : 189-190].

Alasan pengharaman di atas masih bisa dibantah, terlebih lagi pendapat
di atas merupakan hasil ijtihad yang berarti zann dan hal itu juga perlu melihat
kerangka pengamatan yang tidak seluruhnya tepat dalam kasus koperasi di
Indonesia, misalnya anggota koperasi yang tidak hanya diperuntukkan bagi
golongan ekonomi lemah karena seluruh rakyat Indonesia dianjurkan ikut
berkoperasi, kemudian mengenail anggota .dari suatu jenis golongan, dalam
kondisi Indonesia secara teoritts dan | praktis tidak akan menjurus ke arah
terbentuknya grup-grup bisnis yang. monopolis maupun eksklusif dan keberatan
lain adalah dalam penarikan kesimpulan bahwa dalam usaha koperasi secara
klasik atau dalamtradisi Islam\tidak mengenal pembagian-keuntiingan atas dasar
pembelian dan penjualan (anggota-di koperasinya) yang kemudian dijadikan dasar
penolakan terhadap koperasi, namun)kesimpulan..ini tidak ditandai oleh adanya
iyma’ {konsensus) ulama terhadapnya {Dimyati, dkk., 1989 : 80 - 81}.

Namun, penctapan hukum wajib berkoperasi bagi umat Islam di
Indonesia juga belum diterima. Karena, pertama konstitusi meyakini ada tiga
bangun usaha yaitu koperasi, swasta dan BUMN walaupun terdapat arah koperasi
dijadikan soko guru perckonomian nasional. Kedua, Sumber-sumber ekonomi
bagi umat Islam sangat luas sehingga bisa berkiprah di mana saja, tidak hanya di

koperasi. Ketiga sejak semula berkoperasi memerlukan kesukarelaan dan keempar
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koperasi masih terbatas jangkauannya sehingga masih sulit bagi rakyat untuk
berkoperasi [Dimyati, dkk., 1989 : 81].

Akhirnya penetapan hukum koperasi selain melihat nilai-nilai etis, dapat
dipertimbangkan melalui  kaidah Usul al figh yang lain. Hukum Islam
mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalu prinsip
istislah atau almaslaha. Ini berarti ckonomi Islam harus memberi prioritas pada
kesejahteraan bersama yang merupakan kepentingan masyarakat dan Jika
menyoroti fungsi koperasi sebagaialat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi
kesejahteraan rakyat dan alat pendemokrasian ekonomi, maka prinsip istislah
dipenuhi oleh koperasi [Dimyati, dkk., 1989 81].

Demikian juga jika dilihat-dari, prinsip-istihsan (metode preferensi),
koperasi dapat dilihat dari segi makro maupun mikro. Pada tingkat makro berarti
mepertimbangkan koperasi, sebagai_sistem‘,ekonomi | yang'paling dekat dengan
Islam dibanding kapitalisme dan sesialismg, sedangkan pada tingkat mikro berarti
melihat terpenuhinya prinsip™ hubungan sosial secdra Saling menyukal, yang
dicerminkan pada prinsip keanggotaan terbuka dan suka rela, prinsip
mementingkan pelayanan anggota dan prinsip solidaritas [Dimyati, dkk., 1989 :
81 - 82].

Selain melihat segi falsafah, etis dan operasional koperast yang
menunjukkan keselarasan, kesesuaian dan kebaikan koperasi dalam pandangan
Islam serta dengan kedua metode pendekatan tersebut dapat dilihat dukungan

[slam terhadap koperasi. Kesemuanya ini memberikan jalan ke arah istimbath
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(penetapan hukum syariah) terhadap koperasi yang‘ tidak lagi mewajibkan atau
mengharamkan bolehnya berkoperasi.

Berdasarkan hasil istimbath dengan menggunakan pendekatan ijtihad,
maka kembali kepada sifat koperasi sebagai praktek mu amalah, maka ditetapkan
hukum koperasi adalah mubah atau wenang yang berarti dibolehkan.
Sebagaimana diketahui bahwa asal usul hukum mu'amalah, hukum yang
mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah mubah atau dibolehkan
selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh syariat agama. Berdasarkan uraian
di atas maka kita dapat melihat bagaimanatinjauan syariah terhadap koperasi,
yang akhirnya menetapkan kebolehan atau mubah untuk berkoperasi karena di
dalam koperasi ditemukan banyak kebaikan; keselarasan dan kesesuaian dengan
nilai-nilai Islam.

C. Telaah Kritis terhadap Bentuk Kelembagaan Koperasi unituk BMT

Berangkat dari analisis-yang telah dilakukan terhadap konsep dasar
koperasi dan BMT, dapat, disimpulkan~bahwa koperasi‘adalah sebuah lembaga
yang dapat diterapkan untuk BMT. Kesimpulan ini diambil berdasarkan studi
komparatif yang dilakukan terhadap kedua konsep dasar tersebut. Bahwa konsep
dasar koperasi tidak bertentangan dengan konsep dasar BMT. Bahkan terdapat
kesesuaian/relevansi diantara kedua konsep tersebut.

Relevansi ini dapat dilihat melalui : pertama, berdasarkan latar belakang
dari sejarah kelahiran kedua lembaga ini dapat dilihat bahwa kedua lembaga ini
lahir dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat golongan bawah sebagai

reaksi terhadap sistem ekonomi yang berfaku pada saat itu. Koperasi lahir sebagai



157

sarana dan protes atas sistem ekonomi kapitalis yang menindas dan
mengakibatkan penderitaan pada rakyat dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan mereka. Begitu juga BMT yang lahir karena keberadaan BMI dan
BPR (S) yang belum dapat menjangkau masyarakat golongan bawah. Hal im
disebabkan  karena berbagai kendala, di antaranya peraturan perundang-
undangan, perijinan yang rumit dan lama serta mobilisasi dana yang sulit. BMT
iahir sebagai alternatif untuk mengatasi keadaan in1.

Kedua, dengan mengacw pada pengertian yang dikandung keduanya
dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga in1 sama-sama mengandung dua unsur.
Unsur tersebut adalah unsur ekonomi dan unsur sosial yang saling berkaitan. Ini
merupakan bukti bahwa kedua lembaga ini tidak hanya bergerak di bidang bisnis
namun aspek sosialnya juga tidak dilupakan.

Ketiga, Relevansi'ini juga dilihat ' melali prinsip-prinsip yang dikandung
oleh kedua konsep ini. Dalam prinsip-priisip dasar keduanya ditemukan bahwa
nilai-nilai yang terkandung, di” dalamnyastidak bért¢ntangan. Pada intinya kedua
lembaga ini berusaha untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya melalui pengelolaan yang sarat dengan nilai-nilai
etik dan moral yang tinggi. Hal ini juga akan membedakan kedua iembaga im
dengan bentuk-bentuk usaha ekonomi lainnya.

Keempai, adanya kesamaan tujuan pada kedua lembaga tersebut. Tujuan
yang terkandung adalah sama-sama berusaha untuk mensejahterakan anggota

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terutama bagi golongan
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masyarakat kecil dalam rangka mengentaskan kemiskinan bagi perbaikan
ekonomi rakyat.

Kelima, berdasarkan pada fungsi dan peranan dari koperas: dan BMT
terlihat bahwa keduanya mempunyai dua fungsi. Fungsi tersebut adalah fungsi
sosial dan fungsi ekonomi yang saling berkaitan. Sedangkan peranan kedua
lembaga ini adalah sebagai motor penggerak perekonomian dengan
mengembangkan dan membangun potensi serta kemampuan masyarakat lapisan
bawah untuk mencapai perekonomian yang lebih batk. Bahkan koperasi dijadikan
soko guru bagi perekonomian nastonal,

Dan yang keenam, jika mengacu padakonsep mekanisme kerja antara
koperasi dan BMT, akan ditemukan bahwa kedua tembaga ini diusahakan untuk
bergerak pada tiga sektor, yaitu sektor jasa keuangan melalui simpan pinjam,
sektor sosial dan sektor rilt Selain itu dalam alat kelengkapan organisasi koperasi
dan BMT ditemukan adanya Dewan Pengawas.\ Dewan Pengawas ini bertugas
untuk mengendalikan dan, meéngawasi kedua lembaga itth, Tujuan pengendalian
dan pengawasan ini adalah agar dalam kegiatannya sesuai dengan tujuan yang
diharapkan serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan
penyelewengan oleh pengurus di dalam pengelolaannya

Kemudian diadakan telaah syariah terhadap konsep dasar koperasi yang
dilakukan melalui segi falsafah atau etik yang mendasari gerakan koperasi.
Akhirnya ditemukan banyak segi-segi yang mendukung persamaan dan diben
rujukan dari segi ajaran Islam. Segi-segi itu antara lain penekanan akan

pentingnya kerja sama dan tolong menolong (¢a Gwun), persaudaraan (ukhuwah)
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dan pandangan hidup demokrasi (musyawarah) [lihat Q.S. Al Maidah (5): 2, Q.S.

Al Israa® (17) : 70dan Q.S. Ali Imran (2) : 179}. Berdasarkan ayat-ayat tersebut
menunjukkan kesesuaian nilai-nilai ta @wun, musyawarah dan ukhuwah dengan

nilai kerja sama, demokrasi, suka rela, terbuka dan kekeluargaan dalam koperasi.

Lebih jelas lagi Hasan melakukan content analysis. Analisis ini
dilakukan melalui analisis etika dengan membahas aksioma etis dan prinsip-
prinsip koperasi dan aksioma etis dalam-Islam. Kemudian diadakan evaluasi kritis
terhadap aksioma etis dan prinsiprkoperasi dengan menggunakan sistem aksioma
etis Islam sebagai kerangka pemlaiannya [Hasan dalam Swasono (ed), 1985 :
159]. Hasil analisis ini menunjukkan terdapat kemunasabahan dan kesesuaian
yang kuat antara keduanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga koperasi itu
bersifat [slami, karena memiliki ciri-cin sebagai lembaga yang bernafaskan Islam.
Lembaga ini dianggap sesuai unfuk mengémban peranan  sebagai wahana
perwujudan nilai sosio ekononiis”Islam/ Dan'meérupakan kewajiban umat Islam
untuk berpartisipasi dalam membina dan mengembangkan-koperasi [Hasan dalam
Swasono (ed), 1985 : 173].

Selain melihat berdasarkan segi falsafah etik, telaah juga dilakukan
melalui mekanisme atau pola tata laku operasional koperasi melalui sistem
imbalan (keuntungan atau fasilitas) yang diterima anggota sesuai dengan peran
serta kontribusinya bagi koperasi. Hal ini sesuai dengan sistem balas jasa dalam
Islam [lihat Q.S. Az Zalzalah (99) : 7-8 dan Q.S. Al Bagarah (2) : 286]. Kemudian

mengenai ketentuan SHU dalam koperasi yang bukan merupakan tujuan utama,



160

namun sebagian dimanfaatkan bagi kemaslahatan umum. Hal im dilakukan untuk
menghindari ekploitasi, menekankan pelayanan anggota dan memperhatikan
kepentingan umum. Kesemuanya itu sesuai dengan nilai kebersamaan dan cita-
cita keadilan sosial dalam Islam [Dimyati, dkk., 1987 : 75, lihat juga Q.S. At
Taubah (9) : 34; Al Hasyr (590): 7]. Dengan praktek demokratis, maka terlihat
bahwa cara kerja dalam pengelolaan koperasi merupakan cara yang [slami.

Bahkan telaah ini dilanjutkan dengan penetapan hukum koperasi dalam
Islam. Hukum koperasi di dalam Islam tidak secara eksplisit disebutkan schingga
penetapan hukumnya dilakukan ‘helalui jjtihad) Sebagian ulama menganggap
koperasi sebagai akad mudarabah, yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua
orang atau lebih. Satu pihak menyediakan modal sedang pihak lain melakukan
usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian
[Syabigq, tanpa tabun_: 212].

Terjadi perbedaan pendapat mengenai penetapan hukum koperasi dalam
Islam. Mahmud Syaltutndah Abdurtahman.lsa“menetapkan bolehnya hukum
berkoperasi karena banyak kebaikan di dalamnya dengan syarat dioperasikan
dengan cara vyang tidak bertentangan dengan syariah, misal tidak ada unsur
pemerasan dan kedzaliman, tidak mengandung riba dan tidak menjalankan usaha
yang haram ([lihat Syaltut, tanpa tahun : 348-350 dan Isa, tanpa tahun : 65-68].
Dan hal 1ni juga didukung oleh Asnawi Hasan, penulis Indonesia setelah mengkaji
mengenai etik dan prinsip koperasi yang mempunyai kesesuaian dengan etika
Islam. Bahkan Hasan menyatakan wajib bagi umat Islam untuk membina dan

mengembangkan koperasi [Hasan dalam Swasono (ed), 1987 : 173].
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Namun ada sebagian ulama yang mengharamkan koperasi, seperti Khalid
Abdurrahman Ahmad yang didukung oleh Taqyudin An-Nabhani. Alasan
pengharaman ini dikarenakan koperasi lahir dan merupakan lembaga ekonom:
yang dibangun oleh pemikiran Barat. Terlepas dari kultur dan ajaran [slam. Sefain
itu keduanya juga menyatakan prinsip-prinsip organisasi koperasi tidak memenuhi
syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Syariah {lihat Ahmad, 1976 : 140-142 dan
An-Nabhani, 1996 : 189-190]. Namun pendapat ini tidak mutlak dan perlu
pertimbangan dari berbagai aspek.

Penetapan hukum koperasi akhirnyadilakukan selain melihat nilai-nilai
etis, juga dipertimbangkan melalui kaidah Usul al figh lain. Hukum Islam
mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan melalui prinsip istislah
atau almaslaha. Berdasarkan prinsip ini, maka koperasi boleh dilakukan dengan
menyoroti fungsi Koperasi sebagai alat petjuangan ekonomi untuk mempertinggi
kesejahteraan rakyat dan alat_pendemokrasian, ekonomi. Begitu juga dengan
prinsip istihsan (metode, | [preferensi)y, kebolehan | koperasi dilihat melalui
terpenuhinya prinsip hubungan sosial secara saling menyukai, yang dicerminkan
pada prinsip keanggotaan terbuka dan suka rela, mementingkan pelayanan
anggota dan solidaritas [lihat Dimyati, dkk., : 1989 : 81-82].

Berdasarkan hasil istimbath dengan pendekatan ijtihad  akhirnya
ditetapakn hukum koperasi adalah mubah atau wenang yang berarti dibolehkan
karena di dalam koperasi terkandung banyak kebaikan untuk umat.

Akan tetapi merujuk pada data empirik yang penulis temukan di

lapangan terdapat fenomena yang kontradiktif dengan apa yang diuraikan di atas.
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Data empirik menunjukkan banyak sekali terjadi penyimpangan konsep dasar
koperasi oleh gerakan Koperasi Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan ini
terjadi karena tidak konsistennya lembaga ini dalam bentuk praktis yang
disebabkan karena kesalahan di dalam memahami konsep dasar koperast.

Penyimpangan-penyimpangan ini dapat dilihat melalui penelitian
terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip dasar koperasi oleh gerakan Koperasi
Indonesia berdasarkan kasus pada tiga koperasi yang diteliti. Penyimpangan-
penyimpangan ini dapat dilihat melalui :

Pertama, penyimpangantethadap prinsip pertama, yaitu keanggotaan
bersifat suka rela dan terbuka yang terjadi pada KOPMA IAIN Sunan Kalijaga
dan KOPKAR UIll. Pada KOPMA-IAIN SunanKalijaga , yang menjadi anggota
hanyalah mahasiswa [AIN saja bahkan untuk menjadi anggota dilakukan melalui
prosedur yang panjang dengan/mengikuti serangkaian/tes, Bagi yang tidak lulus
tes tidak berhak menjadi anggota, KOPMA. Selain itu yang menjadi karyawan
adalah orang luar IAIN yang digaji dan tidak’boleh mienjadi anggota. Begitu pula
dengan KOPKAR UIIl yang mempekerjakan orang luar untuk menjadi karyawan
KOPKAR dengan digaji dan tidak boleh menjadi anggota [lihat kembali Bab VII
mengenai pelaksanaan konsep dasar koperasi oleh gerakan Koperasi Indonesia].
Hal ini mengindikasikan bahwa di dalam tubuh Koperasi Indonesia masih
terdapat pemisahan antara buruh dan majikan. Padahal sebagaimana dikemukakan

Bung Hatta bahwa Koperasi Indonesia yang berlandaskan prinsip "usaha bersama

berdasar atas asas kekeluargaan“ sebagai landasan operasionalnya tidak
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memisahkan antara buruh dan majikan, semuanya pekerja yang bekerja sama
untuk menyelenggarakan keperiuan bersama. Dan jika pemisahan ini terjadi maka
koperasi tidak akan berbeda dengan bentuk perusahaan lain [{dalam Baswir, 1993 :
133-134].

Kedua, penyimpangan pada prinsip kelima, yaitu kemandirian. Hal
ini dapat dilihat melalwi intervensi pemerintah terhadap koperasi yang besar
sckall. Sehingga prinsip kemandirian ini tidak terlaksana dengan baik,
sebagaimana diungkapkan oleh’Kemas H. Ahmad (Ketua Dekopinwil DKI
Jakarta) yang dikutip Amsan ketika menvoal mengenai ketegasan pembinaan
koperasi :

Dalam UU No. 25/1992fungsi pembinaan tidak disebutkan. Pemerintah
hanva disebutkan melaksanakan fungsi fasilitasi dalam rangka pemberian
badan hukum dan mencabut badan hukum. Seharusnya fungsi itu
ditegaskan kembali. Pasalnya, dengan.fungsi itu pemerintah kemudian
meluas pada | fungsi-furigsi ™ lain; < sepertt fungsi-, pendidikan. Padahal
scharusnya fungsi pendidikan menjadi fungsi gerakan koperasi [dalam
Amsan, 2000 : 34].

Dan hal diratas~disepakati, oleh Berbudi /Jjokrowinoto, Pengurus
LSP2I (Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia) dan mantan
Sekjen Dekopin yang dikutip Amsan. Berbudi mengatakan :

bahwa perlu penegasan fungsi pemerintah. Menurutnya fungsi pemerintah
vang mungkin masih bisa dipertahankan adalah fungsi regulator, fungsi
audit dan juga fungsi pembinaan. Namun fungsi pembinaan itu harus
dipertegas, jangan disalahartikan menjadi intervenst. Artinya ada batasan
fungsi itu, misalnya dalam memberikan fasilitasi [dalam Amsan, 2000 :
34}

Berdasarkan hal di atas, terlihat telah terjadi penyimpangan prinsip

koperasi yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia, hal mi akan
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mempengaruhi gerak dan perkembangan koperasi di Indonesia karena akan
mengakibatkan ketergantungan yang sangat tinggi bagi koperasi-koperasi di
Indonesia terhadap pemerintah.

Ketiga, penyimpangan pada prinsip keenam, vyaitu Pendidikan
Perkoperasian dan ketujuh yang terjadi pada KOPKAR Ull, ketiga KOPKAR
tersebut tidak pernah mengikuti dan mengadakan pendidikan dan pelatihan
perkoperasian. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman mengenai
perkoperasian karena kegiatan koperasi hanya dianggap kegiatan simpan pinjam
dan toko [Suharto dan Mas, 7 Juni 2000]. Begitu juga kerja sama antarkoperasi
ini tidak terjadi, walaupun setiap fakultas di | Universitas Islam Indonesia
mempunyai KOPKAR. Namun masing-masing KOPKAR ini berdin sendiri dan
tidak pernah berhubungan satu sama lain terlebih lagi dengan koperasi yang
berada di luar lingkungan Universitas Islam Indonesia fSuharto’dan Mas, 7 Juni
2000]. Kedua hal ini jelas menyimpang/dari prinsip keenam dan ketujuh dan
koperasi, padahal jika semua KOPKAR yang ada dilingktingan Universitas [slam
Indonesia mengadakan pendidikan dan pelatihan serta bekerja sama satu sama
lain akan dapat membentuk koperasi gabungan yang tentunya akan lebih maju dan
dapat lebih berperan dalam mensejahterakan karyawan dan dosen di lingkungan
Universitas Islam Indonesia. Kerja sama itu juga akan membantu di dalam
mengatasi  permasalahan-permasalahan  yang dihadapt oleh masing-masing
koperasi yang ada di setiap fakultas.

Yang terakhir, selain mengalami penyimpangan pada prinsip-prinsip

dasarnya, Koperasi Indonesia sudah mulai kehilangan jati dirinya. Hal ini nampak
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bahwa koperasi di Indonesia mulai meninggalkan fungsi sosialnya dan lebih
berorientasi kepada fungsi ekonomi [Priyono : 16 Juni 2000} Padahal di dalam
konsep dasar pengertian koperasi terkandung dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan
fungsi sosial. Ini berarti telah terjadi pergeseran paradigma terhadap pemikiran
koperasi di Indonesia. Pergeseran paradigma ini senada dengan yang diungkapkan
oleh Presiden Abdurrahman Wahid ketika menyampaikan pidato pengarahan di
depan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Kantor Menegkop PKM di Istana
Negara, bulan Januari 2000, Presiden menyatakan bahwa koperasi harus profit
oriented, harus mencari keuntungan . sebesarcbesarnya. Sebagaimana yang
diungkapkan beliau :

Keberhasilan itu diukur dengan keuntungan; Tidak bisa dengan cara lain

karena hanya dengan keuntungan itulah kita akan mampu menunjukkan

bahwa koperasi itu usaha ekonomi, bukan usaha sosial [dalam Ismangil,
2000 : 51.

Pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid ini mendapat  banyak
tanggapan, baik yang mendukung maupun yang menolak, yang mendukung
berusaha menjadikan Koperasi Suatt’ badan “usahayang efektif bagi anggotanya
sedangkan yang menolak menyatakan bahwa jika itu terjadi maka koperasi
kehilangan jati diri yang menyebabkan koperasi tidak berbeda dengan badan
usaha selain koperasi. Bahkan manifestasi UU No. 25 tahun 1992
menggambarkan pergeseran paradigma im dibanding dengan UU No. 12 tahun
1967. Dengan kata lain, UU No. 25 tahun 1992 lebih mendudukkan koperasi

sebagai badan usaha, dan sekaligus untuk mengantisipasi ekonomi pasar. Hal 1ni
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berarti mendorong koperasi supaya bergerak sebagai badan usaha [Ismangil, 2000
5]

Kesalahpahaman  dalam memahami konsep dasar koperasi yang
berlanjut pada penyimpangan-penyimpangan pada praktek di lapangan ini
memberikan implikasi terhadap mekanisme BMT, yang dalam hal ini mempunyai
legalitas koperasi.

Beberapa implikasi yang ditimbulkan penyimpangan-penyimpangan
koperasi terhadap BMT dapat dilihat melalui data PINBUK dan PUSKOPFESY
DIY, ditemukan ada beberapa BMT yang berlegalitas koperasi menerima bantuan
dari  pemerintah melalui proyek-proyek Departemen Koperasi yang
mekanismenya tidak lepas dari sistem riba yang jelas bertentangan dengan syariah
Islam. Data PINBUK menyatakan ada 9 BMT binaan mercka dan 2 BMT binaan
PUSKOPFESY  'yang menenima_proyek, KUT (Kredit, Usaha Tani) dari
pemerintah. Dan 1 BMT binaan PUSKOPFES Y\yang menerima dana sosial dari
Departemen Sosial {lihat™ampirag” 5)dan [6].-Sémud proyek itu menggunakan
mekanisme bunga yang ada di dalam sistem perkoperasian Indonesia [Sulaiman,
12 Juni 2000 dan Priyono, 16 Juni 2000]. Bahkan Sulaiman, selaku pimpinan
PINBUK DIY menyatakan bahwa untuk saat ini sulit bagi BMT melepaskan diri
dari sistem riba, selain itu ada BMT yang tetap menggunakan sistem bunga
namun mengganti nama bunga dengan bagi hasil. Hal ini dikarenakan masyarakat
Indonesia memang sudah terbiasa dengan sistem bunga [Sulaiman, 12 Juni 2000].
Namun Priyono menyatakan bahwa BMT-BMT yang menerima proyek-proyek

pemerintah berargumen bahwa alasan mereka menerima dana tersebut agar BMT
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mereka tetap eksis dengan dana tersebut dan sebagian yang lain beranggapan
daripada dana yang ada pada pemerintah tersalurkan ke hal yang tidak berguna,
lebih baik dimanfaatkan untuk BMT, walaupun mereka menyadari bahwa apa
vang mereka lakukan bertentangan dengan syariah, jadi alasannya kondisional.
Bahkan Priyono menambahkan ada BMT yang menerima dana KUT, karena dana
tersebut masih mempunyai sisa banyak, maka kelebihan itu didepositokan ke
bank-bank konvensional dan bunganya di ambil untuk membayar bunga kredit
tersebut pada pemerintah [Priyono/716 Jum 2000}

Berdasarkan kenyataan di atas, berkaitan| dengan bentuk kelembagaan
koperasi untuk BMT, maka diperlukan evaluasi lebih lanjut tentang bentuk
kelembagaan bagi BMT. Jika BMT -masih mempertahankan bentuk kelembagaan
koperasi dalam legalitasnya, maka ada beberapa konsekuensi yang harus
dilakukan oleh lembaga ini.

Yang pertama, diperiukan adanya mekanisme yang mampu menjamin
dilaksanakannya koperasinsesuai)dengan, konsepdasarnya. Dalam hal ini peran
dari semua pihak, khususnya yang berkaitan dengan lembaga ini (Pemerintah,
Departemen Koperasi dan semua yang tertibat) sangat dibutuhkan dalam rangka
pelurusan terhadap kesalahan dalam memahami konsep dasar koperasi yang
berakibat terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Kemudian perlu adanya
pengawasan yang lebih ketat terutama oleh Dewan Pengawas dalam pelaksanaan
koperasi. Peran DEKOPIN selaku lembaga tertinggi koperasi sangat besar dalam

kegiatan pengawasan ini. Begitu juga pada BMT, peran Dewan Pengawas Syariah



168

perlu lebih ditingkatkan agar dalam mekanisme kerja BMT tetap mengacu pada
prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Kedua, karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam BMT
dengan legalitas koperasi biasanya dikaitkan dengan tidak konsistennya terhadap
konsep syariah, maka konsekuensi selanjutnya adalah menjadikan koperasi tidak
bertentangan dengan syariah. Dengan demikian merancang sebuah konsep
lembaga koperasi syariah, terutama bagi BMT adalah suatu kebutuhan yang harus
dilakukan.

Kemudian mengacu pada data empirik)di lapangan, ternyata ada BMT
vang tidak (belum) berlegalitas Koperasi tapi masih KSM (Kelompok Swadaya
Massyarakat) namun dapat eksis berdiri bahkan berkembang dengan pesat {hasil
observasi pada BMT Al-Iman Yogyakarta]. Kesulitan menjadi anggota koperasi
ini disebabkan karena prosedur yang cukup. fumit dan-persyaratan yang cukup
berat untuk menjadi anggota~koperasi_{Hadi,/14 Juni 2000]. Hal ini juga
dikuatkan oleh Priyono, bahwa \p€rsyaratan..untuk berstatus koperasi bagi BMT
memerlukan persyaratan yang cukup rumit. Untuk Koperasi Serba Usaha harus
mempunyai minimal 8 juta rupiah kas dan bagi Koperasi Simpan Pinjam 16 juta
rupiah yang disimpan/didepositokan di bank tertentu sedikitnya selama satu bulan
[Priyono, 16 Juni 2000].

Selain itu di dalam Peraturan Dasar & Contoh AD-ART BMT yang
dikeluarkan PINBUK mengenai status legalitas hukum BMT pada pasal 16,
dinyatakan :

BMT dapat memperoleh status kelembagaan, sebagai berikut :
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1. Kelompok Swadaya Masyarakat yang berada di bawah pengawasan

PINBUK, berdasarkan Naskah Kerjasama YINBUK dengan PHBK-

Bank Indonesia.

2. Berbadan Hukum Koperasi :
a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP Syariah).
b Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU Syariah) atau Koperasi Unit
Desa Syariah (KUD Syariah).
¢ Unit Usaha Otonom dari koperasi sepertt KUD, Kopontren, atau
lainnya [ PINBUK, tanpa tahun a : 4].

Bahkan hasil wawancara di lapangan pada pengurus beberapa BMT
diungkapkan bahwa legalitas koperasi yang mereka gunakan hanya untuk
mendapat pengakuan dari pemeérintah agar dapat beroperasi. Dan berkaitan
dengan kelembagaan koperasi yang mereka gunakan, tidak ada kewajiban yang
harus dipenuhi kepada Departemen Koperasi, hanya berupa laporan setiap bulan
[Sumiyanto, 5 Juni 2000 dan Khomsatun, 12 Juni 2000]. Hal ini menandakan
bahwa legalitas koperasi hanya digunakan sebagai cover, bukan karena kesadaran
bahwa koperasi merupakan  bentuk yang tepat. Sehinggafteriihat bentuk koperasi
tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi pengembangan BMT karena tidak
seluruh konsep dasar koperasi dilaksanakan,

Berdasarkan fenomena di atas, berarti koperasi bukanlah satu-satunya
bentuk lembaga yang harus digunakan oleh BMT. Sehubungan dengan hal in,
lembaga-lembaga yang terkait dengan BMT seperti PINBUK, Dompet Dhuafa
Republika maupun lembaga keuangan syariah bank dan nonbank perlu
merumuskan bentuk legalitas yang tepat bagi BMT. Apalagi jika dilihat dari
sejarah lahimya BMT yang diorientasikan untuk menyambung peran BMI dan

BPR (S) yang tidak dapat menjangkau golongan masyarakat bawah [Arifin,

1999a]. Maka perlu dipertanyakan mengapa BMT tidak berada di bawah payung
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BMI dengan mduk Bank Indonesia, namun justru berbentuk koperasi yang
menginduk kepada Departemen Koperasi.
D. Penutup

Bab im1 merupakan inti dan penelitian yang dilakukan dalam rangka
mengkaji ulang konsep kelembagaan koperas: vang digunakan oleh hampir
seluruh BMT vang ada di Indonesta. Sebelumnya diuraikan mengenai konsep
dasar koperasi dan BMT, kemudian dilakukan studi komparatif antara kedua
konsep tersebut. Analisis komparatif menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut
mempunyal kesesuaian/relevansi yang kuat, Bahkan setelah diadakan telaah
syariah terhadap koperasi ditemukan banyaknya segi yang mendukung persamaan.
Segi-segi itu antara lain penekanan~akan“pentingnya kerja sama dan tolong
menolong (ta'awun), persaudaraan (wkhuwah) dan pandangan hidup demokrasi
(musyawarah). Hal ini menunjukkankesesuaiamnilai-nuaiia awun, musyawarah
dan wkhuwah dengan nilai kema samas demokrasi, suka rela, terbuka dan
kekeluargaan dalam kdperast~Bahkanditetapkan kebolehan hukum koperasi
dalam Islam.

Namun data empirik di lapangan menunjukkan bahwa telah banyak
terjadi penyimpangan konsep dasar koperasi oleh gerakan Koperasi Indonesia.
Penyimpangan ini terjadi pada prinsip-prinsip dasar koperasi sehingga
menjadikan koperasi tidak berbeda dengan bentuk-bentuk perusahaan lain dan
kehilangan jati dinnya sebagai soko guru perekonomian di Indonesia bahkan

tidak dapat dijadikan sebagai wadah untuk memperjuangkan perekonomian

rakyat.
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Penyimpangan ini juga berimplikasi terhadap penerapannya pada BMT.
Dalam praktek di lapangan ditemukan banyak BMT yang beroperasi tidak sesuai
dengan syariah Islam. Hal ini menyebabkan periunya pemikiran lebih lanjut

mengenai bentuk kelembagaan yang tepat untuk BMT.



BAB IX
PENUTUP
A. Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang konsep dasar koperasi dan
BMT, mencari relevansi antara keduanya dan kemudian digunakan untuk
mengevaluasi bentuk kelembagaan koperasi yang digunakan oleh hampir seluruh
BMT di Indonesia. Hal ini dilakukan karena diduga banyak sekali terjadi
penyimpangan konsep dasar koperasi oleh gerakan Koperas indonesia yang
tentunya akan memberi pengarith bagi penerapannya pada BMT yang sebagian
besar berlegalitas koperast.

Karena banyaknya jumlah koperasi dan BMT yang ada di Indonesia,
maka tidak mudah untuk meneliti mereka dalam sebuah studi. Sehingga
pendekatan kasus digunakan. Dalam hal ini penulis melakukan studi kasus pada 3
buah koperasi, ‘yaitu Koperasi'.Mahasiswa.’ JAIN /Sunan.Kalijaga, Koperasi
Karyawan Universitas Islam Jndonesia‘dan /Koperasi Pesantren Al Munawwir
Krapyak Yogyakarta dan | 3 bugh BMT yang ada.di Yogyakarta yaitu BMTE Al-
lkhlas, BMT Al-Iman dan BMT Mitra Nugraha.

Bab ini terbagi menjadi tiga bagian, di samping pendahuluan. Bagian
berikutnya akan menguraikan mengenai hasil temuan dalam penelitian ini yang
berupa kesimpulan. Selanjutnya akan diikuti dengan implikasi dan hasil

penelitian serta yang terakhir keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.



B. Kesimpulan

Dengan mengacu pada permasalahan yang telah diajukan, pengkayian,
analisis serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan
beberapa hal sebagaimana dikemukakan berikut ini :

Pertamu, analisis komparatif mengenai konsep dasar koperasi dan BMT
menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut mempunyai relevansikesesuaian
yang kuat. Relevansi ini dapat ditemukan melalui :

1 Latar belakang sejarah kelahirannya, kedua lembaga ini lahir dalam
rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat golongan bawah
sebagai reaksi atas sistem ekonomi yang berlaku saat itu.

2. Pengertian yang dikandung keduanya menunjukkan bahwa kedua
lembaga ini sama-sama mentpunyai dua unsur, yaitu unsur ekonomi
dan sesial yang saling berkaitan.

3. Prinsip-prinsip |yang | dikandung /kedua lembaga imt tidak
bertentangany, yang) pada intinya.bénisaha’untuk mensejahterakan
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalw
pengelolaan yang sarat dengan mlai-nilai etik dan moral yang
membuat kedua lembaga ini berbeda dengan badan usaha lainnya.

4. Adanya kesamaan tujuan, vaitu untuk memajukan kesejahteraan
rakyat, terutama golongan bawah dan sebagai wadah untuk
membangun ekonomi umat.

5. Kedua i{embaga ini sama-sama berperan sebagai motor penggerak

perekonomian dengan mengembangkan potensi serta kemampuan
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masyarakat lapisan bawah. Bahkan koperasi dijadikan soko guru
bagi perekonomian nasional.

6 Dan yang terakhir jika mengacu pada mekanisme kerja kedua
lembaga ini. Keduanya bergerak di tiga sektor yaitu sektor jasa
keuangan, sektor sosial dan sektor riil serta keduanya dikendalikan
dan diawasi oleh Dewan Pengawas agar di dalam pelaksanaannya
tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan.

Bahkan setelah diadakain telaah syariah /terhadap koperasi, ditemukan
bahwa ada kesesuaian antara nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi dalam
Islam, yaitu nilai ta’awun, musyawarah dan ukhuwah dengan nilai kerja sama,
demokrasi, suka rela, terbuka dan-kekeluargaan dalam koperasi. Selanjutnya
dengan analisis isi terhadap aksioma etik dan prinsip-prinsip koperasi dengan
aksioma nilai dalam Islam, ditemukan banyaknya keSesuaidn dan penetapan
kebolehan hukum berkoperasi dalam Islam:

Kedua, setelah ‘diadakanipenclitianlapangan dengan kasus pada 3 buah
koperasi ternyata ditemukan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan
terhadap konsep dasar koperasi pada 3 buah koperasi tersebut. Dan fenomena
penyimpangan itu merupakan fenomena umum yang terdapat pada setiap gerakan
koperasi di Indonesia. Penyimpangan ini terjadi pada prinsip-prinsip dasar
koperasi karena diduga telah terjadi kesalahpahaman dalam memahami konsep
dasar koperasi. Hal imi akhirnya menjadikan koperasi tidak berbeda dengan

bentuk-bentuk perusahaan lain schingga Koperasi Indonesia kehilangan jat
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dirinya sebagai soko guru perekonomian di Indonesia dan tidak dapat diharapkan
sebagai wadah untuk memperjuangkan perekonomian rakyat.

Ketiga, berkaitan dengan bentuk kelembagaan koperasi yang digunakan
oleh hampir seluruh BMT yang ada di Indonesia. Penyimpangan-penytmpangan
yang terjadi dalam pelaksanaan konsep dasar koperasi oleh gerakan Koperasi
Indonesia memberikan pengaruh terhadap penerapannya pada BMT. Pengaruh
vang paling fundamental adalah adanya mekanisme riba dengan sistem bunganya
yang umum terdapat dalam Kopérasi Indonesia.-Hal im menjadikan banyak BMT
yang berlegalitas koperasi beroperasi tidak sesuai dengan syanah Islam. Dengan
fenomena seperti ini diperlukan pemikiran lebih lanjut bentuk kelembagaan yang
tepat bagi BMT karena ternyata-tidak Semua konsep dasar koperasi dapat
diterapkan pada BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah.

C. Implikasi

Dengan berdasarkan hasii temuan pada kesimpulan di atas, ada beberapa

implikasi yang dikemukakan penulis; yaitu

1. Sehubungan dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam
pelaksanaan konsep dasar koperasi oleh gerakan Koperasi Indonesia yang
disebabkan karena kesalahpahaman di dalam memahami konsep tersebut,
perlu  dilakukan upaya dalam rangka memperbaiki penyimpangan-
penyimpangan vang terjadi. Peran DEKOPIN selaku lembaga tertingg di
dalam koperasi sangat penting guna meluruskan pemahaman tersebut agar

gerakan Koperasi Indonesia kembali mengacu pada konsep dasar yang benar.
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2 Berkaitan dengan masalah legalitas yang tepat bagi BMT, perlu pemtkiran
lebih lanjut mengenai bentuk kelembagaan yang tepat untuk BMT. Lembaga-
lembaga terkait seperti PINBUK, Dompet Dhuafa maupun lembaga keuangan
bank dan nonbank perlu berusaha lebih keras dalam merumuskan hal ini agar
BMT benar-benar menjadi sebuah lembaga keuangan vang berdasarkan
syariah.

D. Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan

Tidak ada seorangpun| atau apapun yapg sempurna kecuah Allah Yang
Maha Kuasa dengan segala kehendak-Nya.< Bégitu pula halnya dengan tests ini.
Sebagai sebuah karya dari seorang anak manusia, beberapa keterbatasan tidak
mungkin terlepas dari tesis ini, di antaranya ;

1. Tesis ini adalah sebuah karya dalam rangka usaha kritis yang dilakukan untuk
menganalisa fakta-fakta empirik.yang didasarkan pada-pendekatan studi kasus
dalam perspektif Islam. Penafsiran terhadap/beberapa ayat Al Qur’an dan
Hadits Rasulullah SAW telah dilakukan. Dan‘merupakan suatu hal yang alamn
jika terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini. Karena dalam Islam sendir
mengakui hal tersebut, sebagaimana hadis Rasulullah SAW : “Perbedaan di
antara umatku adalah rahmat”. Kritik dan saran membangun terhadap tesis
ini diterima dengan lapang dada.

2. Bidang kajian ini terbatas pada kasus koperasi dan BMT vyang ditelity,
schingga pandangan penulis hanya terbatas pada apa yang telah dilakukan.
Tidak ada jaminan untuk melakukan generalisasi pada koperasi dan BMT

vang lain, walaupun hal itu mungkin terjadi.
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3. Hasil dari tesis ini tidak bisa langsung digunakan. Perlu pemikiran lebih lanjut
dan pengkajian lebih dalam sebelum dipraktekkan. Kemudian apa yang telah
dilakukan dalam studi 1ni hanya terbatas pada evaluasi dan alternatif konsep
yang ditawarkan masih belum sempurna.

Dengan keterbatasan-keterbatasan di atas, penulis menyarankan agar :

. Penelitian yang diadakan selanjutnya perlu mempertimbangkan ruang lingkup
yang lebih luas, yang dapat mewakili koperasi dan BMT di seluruh Indonesia.

2 Perlu dilakukan kajian yang|lebih dalam pada beberapa koperas: dan BMT

dalam bentuk studi kasus.
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LAMPIRAN 7

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPMA TAIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA
1999
No | Pelatihan/Pendidikan Waktu Penyelenggara Utusan
1. | Workshop  Orientasi | 11-13 Maret | Pusat Studi Wanita IAIN Sunan | Nurul Hidayati
gender Kalijaga
2. | Training for Trainer Panitia PPVI KOPMA 1AIN | Khairun Nisa’
Sunan Kalijjaga Syarif Hidayat
A Baihaki
Rio Rinaldi
Dendi R.
R Alamsyah
Ujang M Sy
Nur Azizatil A
M.AnfB
Manggasali
Nurul Hidayati
Ake Naspi G.
Yadi Kurniadi
3. | Pelatihan Manajemen | 19-24 Juli | Depag. R1 Pusat Syarif hidayat
Usaha bagt Mahasiswa Yadi Kurniadi
4. | Workshop Ideologi dan | 4-5 Agustus || KOPMA UNSOED (FKKMTI) Heriyah
Gerakan Perkoperasian A Baihaki
Nur Azizatil A
5. | Workshop Ideologiy} [223Agustus™ " KOPMA UNY-(HKMY) Ake Nasp: G.
Koperasi
6. | Pelatihan Oktober 1999 | Kanwil Dep. Parsenibud Prop. | Dendi R,
Kepariwisataan DIY
7. | Shori Course 8-10 Okt Panitia "Sweet Seventeen KOPMA | Nur Azizatil A
Kepemimpinan IAIN Sunan Kalijaga Adn Syahrizal
Executive Tk.Nasional Nurul Hidayati
Ake Naspi G.
8. | Pelatthan  Perpajakan | 2 Oktober | KJA. Nur’Aim Yogyakarta Nur Azizatil A
Perkoperasian PPN &
PPH
9. | Training Study | 9-10 Qkt. | KOPMA FE Ull Yogyakarta Manggasali
Kelayakan
10. | Perlatihan Usaha Kecil | 18-19 Okt | KOPMA UGM Moch Anf
Menengah & Koperasi Bumiputra
“Cara Efektif
Mendapatkan Modal”
11. | Workshop Strategi | 8 November | Kanwil Dep. Kop PK & M DIY Khairun Nisa’
Peningkatan Daya Sing
Bisnis
12. | Pendidikan Lanjut 13-14 KOPMA UGM Khairun Nisa’
Perkoperasian November Nurul Hidayati

Sumber : Laporan Rapat Anggotalahunan 1999 KOPMA IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta : 2000.
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LAMPIRAN 8

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI
KOPONTREN AL MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA
1999

1. Traiming Akuntansi Pengurus dan Pengawas.
Pendidikan Dasar Perkoperasian 1.

Training Budidaya Jamur.

il

Analisa Struktur Manajemen Usaha oleh petugas dari Departemen Koperasi,
Pengusaha Kecil dan Menengah
5. Analisa Sistem AdministrasidJsaha eleh petugas dari Departemen Koperasi,

Pengusaha Kecil dan Menengah.

Sumber : Dokumen, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus, pada RAT dan
Tutup Buku Tahun 1999 KOPONTREN Al-Munawwir Krapyak
Yogyakarta, 5 Maret 2000,
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LAMPIRAN 9

HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA SESAMA GERAKAN KOPERASI
OLEH KOPMA TAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Jalinan hubungan sesama gerakan Koperas: yang telah dibina selama int
baik lewat komunikasi maupun koordinasi dalam setiap kesempatan. Jalinan
hubungan tersebut antara latn terlihat dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menghadiri Musyang VI HKMY yang dilaksanakan di Kampus STIE Widya
Wiwaha Yogyakarta.

2. Menghadin Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Upacara Pelantikan Pengurus
Pengawas yang diselenggarakan oleh KOPMA-KOPMA se-DI1Y.

3. Menghadiri undangan rapat"koordinasi, workshop idiologi dan gerakan
perkoperasian serta saraschan-antar KOPMA se-DIY yang tergabung dalam
Himpunan Koperasi Mahasiswa Yogyakarta (HKMY).

4. Menghadiri Raapat Kerja 'HKMY" yang-diadakan di KOPMA Fakultas
Ekonomi UIl Yogyakarta.

5. Menghadiri RAT KOPINDO di Batu Malang.

6. Menghadin Musyawarah Nasional-V' ForutmrKomunikasi Koeperasi Mahasiswa
Indonesia yang dilaksanakan., oleh KOPMA UGM sebagai Korwil 1V di
Tempat Wisata Kaliurang Yogyakarta.

7. Menghadiri Workshop maupun-P¢latihan-Pembuatan Study Kelayakan Usaha
dan Kontak Bisnis yang diselenggarakan oleh Anggota FKKMI (KOPERMA
UNSOED Purwokerto dan KOPMA UGM).

8 Menghadiri undangan rapat koordinasi FKKMI wilayah IV DIY di KOPMA
UGM.

9. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Korwil-Korwil (Koordinator Wilayah)
Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia (FKKMI) bertempat di
Kantor KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Menghadiri Dialog Interaktif Partai-Partai tentang Koperasi dan ekonomi
kerakyatan yang diadakan oleh Assosiasi Bisnis Koperasi Mahasiswa Jawa

Barat (ASBIKOM JABAR) di Bandung.
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Adapun kegiatan kunjungan yang terjalin antara lain :
1. Menenima Study Comparative KOPMA Universitas Sebelas Maret Surakarta
yang berjumlah 31 orang, pada tanggal 15 Mei 1999.

b

Menerima Study Comparative KOPMA STIPN yang berjumlah 9 orang, pada
tanggal 30 Maret 1999

LI

Menerima Study Comparative KOPMA STAIN Surakarta yang berjumlah 9

orang, pada tanggal 17 Mei1 1999.

4. Menerima Study Comparative KOPMA UNILA dan Koperasi Pemuda
Lampung berjumlah 9 orang, pada tanggal 01 Agustus 1999.

5. Menerima Study Comparative KOPMARIKAN Fakultas Perikanan Institut
Pertanian Bogor yang berjumlah3 orang, pada tanggal 19 November 1999.

6. Menerima Study Comparative Mahasiswa Fakultas IImu Agama Islam UII

Yogyakarta yang berjumlah 10 .erang, pada tanggal 13 Desember 1999.

Sumber : Laporan Rapat Anggota Tahunan 1999 KOPMA IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta : 2000.



